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RINGKASAN 

Masyarakat di Indonesia terutama masyarakat yang tinggal di pedesan kurang 

begitu mengerti tentang pentingnya sertifik.at sebagi bukti yang sah untuk bak atas tanah 

mereka, sehmgga bukti hak yang dimiliki seseorang unruk hale. atas tanah yang mereka 

milil; hanya berupa Letter C dan mereka menganggap bahwa dengan Letter C saja 

sudah sah. Dengan demikian Letter C bukan alat bukti yang kuat untuk: pembuktian suatu 

hak atas tanah yang dimiliki seseoraog, Letter C hanya bukti pembayaran pajak yang 

berisi tentang nama pemilik, nomor urut pemilik, nomor bagiao percil, kelas desa, daftar 

pajak, sebab dan haJ perubahan, mengenai kepala desa yaitu tanda tangan dan setempel 

desa. 

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tab.on 1997 pasal 24 menyatkan bahwa 

uutuk pembuktian hak lama diperlukan alat bukti tertulis yang merupakan bukti 

mengenai kepemilikan atas tanah, sebebnn diajukan permohonan hak atas tanah atau 

dengan kata Jain pengajuan permohonan sertifikat tanab dan dikarenakan Letter C adalah 

bukti yang tertulis yang dimiliki o)eh tanab yaog lama ( sebelum bedakunya UUPA) 

maka sesuai dengan PP no 24 tahun 1997 pasal 24 maka Letter C dapat digunakan sebagi 

alat bukti yang tertulis. 

Dengan dernikian untuk suatu tanah menjadi SHM dengan bukti kepemiJikan 

hanya Letter C saja maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan 

pengkoversian tanpa ganti rugi atau dengan mengajukan pennobonan bak dengan 

membayar ganti rugi pada Negara, kedua cara tersebut terserah mana yamg akan 

ditempuh oJeh pemiJik bak atas tanah tersebut. 

111 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Di negara Indonesia pada saat ini sudah semakin m~u peraturan

peraturan yang mengatur tentang pe~ tetapi pada kenyataannya masih 

diternui masyarakat pedesaan atau bisa dikatakan masyarakat adat yang belwn 

mengerti dengan pemturan-peraturan mengenai tanah yang berlak.u di negara 

Republik lndonesi~ dimana mereka harus memiliki swat-swat kelengkapan untuk 

tanah yang mereka miliki Tanah yang dimiliki masyarakat pedesaan atau 

masyara]rat adat itu dimiliki secara turun temunm dari nenelc moyang mereka 

yang pada saat taoah itu dimiliki oleh nenek moyang mereka. surat kepemilibn 

tanah yang mereka milik:i sangat minim sekali bahkan ada yang tidak memi1ik:i 

sama sekali. Mereka menempati dan meoggarap tanah tersebut sudah berpuluh

puluh tahun sehingga masyarakatpun mengetahui bahwa tanah tersebut adalah 

milik si A atau si X tanpa perlu mengetahui surat-surat lcepemilikan tanah 

tersebut 

Unwk tanah yang memiliki surat yang minim itu biasanya berupa Jeter C. 

Letter C ini diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada,. letter C ini 

merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di kantor desa Mengenai 

buku letter C, dalam masyarakat masih banyak yang belum mengerti apa yang 

dimaksud dengan buku letter C, karena di dalam literature ataupun perundang

undangan mengenai perta.nahan sangat jarang untuk dibahas atau dikemukakan 

l 
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Mengenai buku Jetter Cini sebenamya hanya dijadikan dasar sebagai penarikan 

pajak. Keterangan mengenai tanah yang ada dalam buku letter C itu sangatlah 

tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak secara teliti dan hati-hati sehingga 

akan banyak terjadi pennasalahan yang timbul nantinya karena kurang 

Jengkapnya data yang akurat daJam buku Jetter C tersebut I)j samping itu fwigsi 

letter C tersebut dalam praktek digunakan sehagai alat bukti. Sehingga penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kekuatan Jrutipan buJru letter C 

dalatn memperoleh hak atas tanah prosedur perolehannya. 

1.2 Rumusan maulah 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimaikan pennasalahan pokok 

yang menjadi Jingkup penelitian dan kegiatan ini adalah: 

1) Sejauh manakah kekuatan hukum aJat bukti kutipan bulro Letter C dalam 

memperoleh hak atas tanah? 

2) Bagaimana upaya atau prosedur memperoJeh hak ams tanah dengan hanya 

memiliki alat bukti kutipan buku Letter C yang tercatat di desa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dari tulisan ini penulis bertujuan untuk 

melakukan penelitian mengenai masaJah tanah daJam Iinglrup masyarakat 

pedesaan dengan capaian tujuan penelitian adalah· 

1) Untuk mengetahui sejauh manabh kelruatan a1at bukti .lrutipan buku Jetter 

C, dalam memperoleh hak atas tanah 
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2) Untuk: mengetahui sejauh manakah upaya atau prosedw- memperoleh hak 

atas tanah dengan adanya memiliki alat bukti kutipan buku letter C yang 

tercatat di desa. 

1.4 Kajian Pustaka 

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai hal-hal yang akan dibahas 

dalam tesis ini ada baiknya kita rnenget.ahui dan rnengerti dalam hal-hal di bawah 

tnl : 

Pengertian Pendaftaran Tanah 

Untuk rnengerti apa arti sebenamya dari pendaftaran 1anah kita 

harus mengetahui terlebih dahulu apa arti tanah. Arti Tanah dari pasal l 

ayat 2 PP 24 tahun 1997, Maka dinyatakan babwa bidang tanah adalah 

bagian permukaan bmni yang merupakan satuan bidang yang terbatas_ Hal 

ini apabila dibandingkan pengertian tanah di Malaysia atau yang 

dikemuk.akan oleh S. Rowton Simpson. Malaysia menyebutkan land 

includes: 

a. the surface of the earth and all substance forming that surface. 
b. the earth below the surface and all the substances therein 
c. all vegetation and other natural products. Whether or not requiring 

the periodical application of labor in their production and whether on 
or below the surface 

d all things attached to the earth or permanently fastened to any thing 
attac~ to the earth or permanendy .fastened to any thing attached, 
whether on or below the surface; and 

e. land cover by water (National Land Code Malaysia) 

Atau seperti yang dikemukakan oleh S. Rowton Simpson Land 

Low and Registration, "bahwa" 
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- tanah itu adaJah tidak: bergerak, sehingga secara fisik tidak dapat 
diserahkan/dipindah/dibawa dan kedua ta.nab itu adalah h<m.ifat aha.di, 
seterusnya dikatakan: 

"in its original definition in English low. land is not regarded as 
comprising merely the surface; it is deem to include everything which is 
fixed to it, and also the air which lies above it right up in to the sky, and 
whatever list below it right down into the center of the eanh., it includes 
land covered with water and so even the sea-bed is land. 

Land is as unchangeable in extent as the earth itself, if cannot be 
increased or decreased or destroyed as can all other form of wealth..,_ 

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pengertian ... land,. 
menurut hukum Inggeris adalah pengenian yang kita kenal deiigan 
pengertian agraria karena seperti sudah saya jelaskan sebelwnnya 
mencakup bwni, air dan ruang angkasa tersebut dan bahwa tanah menu.rut 
hukum Indonesia (UUPA) hanya sebagian kecil dari bumi tersebutl_ 

Dari uraian di atas maka istilah atau pengertian pendaftaran tanah 

menurut pasaI 1 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pendaftaran 

tanah adaJah rangkaian kegiatan yang dilalrukan oleh pemerintah secara 

terns menerus. berk.esinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan. 

pengol~ pembukuan dan penyajian serta pemeliharan data fisik dan adat 

yuridis. dalarn bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang 1anah dan 

satuan-satuan rumah susun, tennasuk pemberian scrat tanda bukti haknya 

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan bale milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Maka dari pengertian di ams kica menjadi mengerti akan pentingnya 

suatu pendaftaran tanah untuk menjamin suatu lrepastian hukum, maka 

terdapat pendapat dari Boedi Harsono yang menyacabn bahwa "dalam 

bangunan jangka panjang kedua peranan tanah bagi pemenuhan betbagai 

keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim mauptm Wltuk 

1 AP _perJindungan, Pendaftaran Tana.h di lndonaia. Manda,- Maju, .Bandung, 1999, 
Halaman 2 J ., · · 
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kegiatan usaha SehubW1gan dengan itu akan rneningkat pu.Ja kebutuhan 

akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan". 2 

Pengertian Buku Letter C 

· Mengenai buku letter C di dalam masyarakat sangatlah sedikit 

sekali yang dapat dimengerti karena buku Jetter C ini hanya tcrdapat di 

dalam praktek saja, karena tidak dibahas di literature atau di dalam 

perundangan yang berada di Indonesia Masyarakat mendefinisibn buku 

letter C ini tidak didasarkan literature atau peru~ melainkan 

masyarakat menyimpuJkan pengertian buku Jetter C dengan kenyataan yang 

ada atau yang terdapat dalam praktek.. 

Buku Jeter C ini sebenamya adaJah sebagai dasar atas penarikan 

pajak bagi pemilik tanah. Buku letter C ini baik bentuk maupun isinya 

hampir sarna dengan petok D, tetapi dalam prakteknya berbeda. Buku letter 

C ini berada di desa sedangkan petok D dipegang pemilik tanah. Mengenai 

dasar penarikan pajak sebelmn Indonesia merdeka sudah ditentukan. Rafles 

terlebih dahuJu mengadakan penelitian tentang keadaan Agraria di 

lndonesia, dari basil penelitian yang dilakukan oleh komisi Mackenzie 

disimpu.lkan bahwa "semua tanah adalah milik pemeri~ berdasarkan 

kesimpulan itu disusun sistem penarikan pajak: yang kemudian disebut : 

Landrente. ••3 

Oleh karena itu penulis mencoba untuk memperoleh pengertian 

buku letter C tepat clan jelas daJam literature atau daJam perundang-

2 Boedi Harsono, Hulmm Agraria Indonesia, Djambatan,. Jabrta, 1999, HaJaman 456 

3Sudilcno mertokusumo, Perundaog-uadaagao Agnria Indonesia, Liberty, 
Yokyakrta, 1988, Halaman 3-4 
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undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pernbahasan ini dirnulai 

dari perundang-undangan: 

J) MenurutPP IO Th 1%1 

Mengenai surat bukti hak yang dibenarkan oleh kepala desa ini 

ban yak dibahas didaJam PP 10 th 196 I yang digunakan daJam beberapa 

hal. berarti apabila yang dimaksud di sini adalah surat bukti hak yang 

dibenarkan oJeh kepaJa desa rnaka bisa dilcatakan buku Jeter C tennasuk 

di dalamnya. Demikian halnya PP 10 th 1961 itu sama dengan UUP A 

tidak mengatur secara jeJas mengenai pengertian Jetter C yang 

merupakan surat buk:ti. Dalam hal ini penulis akan menunjukkan pasal

pasal yang mencantumkan mengenai surat buJdi hak uang dibenarkan 

oleh kepa1a desa itu sebagai berikut: 

a) Pasal 18 (ayat 1) 

•• 

Untuk membukukan hak tersebut, kepada kepala kantor pendaft:lran 

tanah harus disampaikan swat atau sumt-surat bukti hak dan 

keterangan kepala desa yang dilakukan oleh asisten wedana, yang 

membenarlcan swat a.tau surat-surat bukti hak". 

b) Pasal 25 ayat 1 

Mengenai tanah yang belwn dibukukan 

" 

Selain surat keterangan tersebut kepada pejabat itu barns diserahkan 

pula. Surat bukti hale dan keterangan kepala desa yang 
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membenarkan yang dibuat oleh Asisten Wedana yang membenarkan 

surat bukti hak.. 

c) Pasal 26 

Dalam hal peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang belum 

dibuktikan. 

" ............... , maka kepada kepala kantor pendaftaran tmah tersebut 

harus diserahkan. 

Surat atau surat bukti hak yang disertai keterangan kepala desa yang 

membenarkan surat atau smat-smat bukti hak itu ..... . ... ... ......... " 

2) Menurut PP No. 24 th 1997 

Karena penjelasan UUPA dan PP JO th 1961 tentang swat 

bukti hak yang terdapat di desa kurang lengkap untuk pendaftaran hak 

maka mengenai ha1 ini PP no. 24 th. 1997 mengatur pa.sal 24 ayat l 

mengenai pembuktian hak lama menyebutkan bahwa, "Untuk keperluan 

pendaftaran hak-hak atas tanah konversi hak lama dibuktikan dengan 

alat-alat bukti mengenai adanya halt tersebut berupa buldi-bukti 

tertulis ....... ............ ., ............. .,,, . 

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas tentang buku letter 

C yang tidak diatur secara jelas baik pengertian atau definisi secara jelas 

maka penulis labih memfokuskan pendapat atau pengertian yang ada 

dalam masyarakat yakni buku letter C adalah buku administrasi yang ada 

di desa. dan buk:u ini dijadikan sebagai dasar penarikan pajak ams tanah 

yang didaftarkan di desa dan ditulis dalam buku leter C. 
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Berhubung hukwn tolak dengan pendapat wnwn di atas para 

sarjana mengemukakan pendapatnya: 

a) Soetomo Menyatakan bahwa "Kohir, petok girik, atau letter C ini 

sebenamya adalah surat keterangan pajak dan dapat dipakai sebagai 

tanda bukti pengganti"4 

b) R Soeprapto .. Leter C adalah buku yang manuat daftar 13.~ dan 

nama pemilik dengan nornor urut dan besamya pajak"5 

Pengertian buku letter C yang dianut dalatn masyarakat dan 

para sarjana sudah jelas bahwa mereka tidak berdasarlam penmdang

undangan yang ada tetapi mengambil kesimpulan yang alami dalatn 

praktek sehari-hari dapat disimpulkan bahwa, Bab Leter C adalah 

bul"U yang mencatat mengenai nama pemilik, luas dan kelas tanah, no 

percil, jurnJah pajak dalam suatu wilayah desa. 

1.5 Metode Penelitian 

l.5.1 Pende.katan MasaJah 

Penelitian ini tergolong penelitian normative,yaitu penelitian hokum yang 

didasarkan peraturan penmdang-undangan, yurisprudensi ( case law ) . 

Pendekatan masalahnya dilaukan secara statute approach, yaitu pendekatan 

didasarlcan atas peraturan penmdang-tmdangan. 

1.5.2 Bahan Hokum 

4 Soetomo, SH .• .Pedoman .Pelaksan.aao UV.PA dan Tata Cara PPAT. AJumni, 
Bandung, 1978, Halaman 4 

5 R Soeprato, Uadang-tladaog Pokok Agraria Dalam Praktrk, CV Mitra Sari, 
Jakarta, l 986, Halamao 57 
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Bahan hukwn dalam penulisan ini menggunakan dua bahan hukum yang 

mencakup bahan hukum: 

1.5.2.1 Dahan huk.um primer yang terdiri dari: 

a) Ketentuan perundangan mengenai pertanahan: UU no. 5 tahun 1960 (UUP A) 

b) Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran Tanah: PP no. 24 tahun 1997 

c) Ki tab Undang-undang Hukum Perdata 

d) Kitab Undang-undang Hukwn Acara Pidana 

e) Serta keputusan-keputusan pemerintah tentang pertanahan lainnya 

1.5.2.2 Dahan halmm sekunder terdiri dari: 

Artikel, basil seminar serta ulasan tentang tanah dari para pakar pertanahan 

Jainnya 

1.5.2.3 Studi Kepustakaan 

a) Studi dokumentasi yaitu metode pengmnpuJan bahan hukum dengan 

mempelajari dok:mnen-dokumen atau barlcas--berkas yang dapat memberikan 

masukan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

b) Analisa bahan hukmn yaitu mengingat sifat bahan hukum yang dikumpullcan, 

maka akan digunakan analisa secara kualitatif, yaitu melakukan studi 

pemahaman amara bahan hukum kepustakaan dengan bahan hukum. yang 

diperoleh di Japangan. sehingga diperoleh suatu kesimpuJ~ kemudian 

disusun dan dijelaskan dalatn bentuk uraian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

PenuJisan tesis ini diawali dengan Bab I sebagaimbab pendahuJuan. 

Disajikan sebagai pengantar pembahasan berikutnya, untulc itu bab ini berisikan 
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gambaran materi urnwn yang di bahas. Sub babnya terdiri dari Jamr belakang dan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II , Kekuatan huhnn alat bukti Jrutipan buku Letter C dalam 

memperoleh hak atas tanah. Disaajikan dalam bentuk uraian secara teoritis 

dimaksudkan untuk memahami peruntukan bu.ku Letter c dalam memeperoJeh hak 

atas tanah. Sub bah yang dibahas adalah tentang alat bukti, buku Letter C. dan 

Letter C sebagai alat bukti pemlehan Hak atas tanah. 

Bab IIL Prosedur memperoleh hak atas tanah dengan hanya memiliki alat 

bukti kuripan buku Letter C . Dimaksudkan untuk memahami prosedtu peroJehan 

hak atas tanah . Sub babnya terdiri dari pemahaman Peraturan pemerintah nomor 

24 tahwi 1997 berkaitan pula dengan pembuktian hak Jama serta juaJ bdi dengan 

dasar Letter C sebagi bukti kepemilikan. 

Bab IV, Penutup, yang mengakhri seluruh rangakaian uraian dan 

pembahasan. Sub babnya terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpu)an 

berisi jawaban atas pennasalahan yang dibahas.sedanglcan pada saran disajikan 

dalatn bentuk sumbangan pemikiran atas pennasalahan yang di bahas. 
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KEKUATAN HOKUM ALAT DUK.Tl KUTIPAN 

BUKU LETTER C 

2.1 Alat Bukti 

2.1 .1 Pengertian Alat Bukti 

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai buku letter C, terlebih dahulu 

kita mengetahui apa yang dimaksud dengan alat bukti. Mengingat buku Letter C 

ini mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Alat bukti ini j uga dibahas di dalam 

hukum perdata dan hukum acara perda~ hukum pidana dan hukum acara pidana, 

bahkan dalmn hukum acara peradilan tata usaha negara. Pengertian alat bukti ini 

para sarjana banyak mengemukakannya daJam hal ini saya abn kemukakan 

pendapat para sarjana: 

Andi Hamzah, memberi pengertian tentang alat bukti yaitu segala apa 

yang menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatt.6. Beda dengan 

Pitlo yang berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk 

membuktikan dalam suatu perkani7. Subekti berpendapat lain pu1a. Beliau 

mengatakan mengenai alat-alat pembuktian (alat bukti) termasuk dalam bagian 

yang pertama, dapatjuga dimasukkan dalam kitab undang-undang tenbmg hukum 

perdata materiil. Selmtjutnya Subekti berpendapat bahwa dalam pemeriksaan di 

6 Andi Hamzah., Kamas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, bal. 34 

7 MR.A Pitlo. Pembuktian clan Dalaana Mmanrt Kub Undng-Undang Hukum 
Penlata Anda. PT. Intennasa., Jakarta, 1984, hal. 26 

11 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Peranan Kutipan Buku ... Christiana Wati, S.H.

12 

depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak. lawan yang harus 

dibuktikan. Hal-hal yang diaku:i kebenarann~ sehingga antara kedua pihak yang 

berperkara tidak ada perselisiban, tidak usah dibutikan8• Dari beberapa pendapat 

di atas dapatlah disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu atau bahan 

yang menurut undang-undang dipakai untuk membuktikan sesuatu dalam suatu 

perkara, di mana mengenai hal-hal yang dibantah oleh pihak laWdll. 

2.1.2 Macam -Macam Alat Bukti 

Mengenai macam-macam alat bukti alat bukti saya meogutip da1am pasal 

Kitab Undang-Undang H ukwn Per~ dan HIR, selain itu saya j~ mengutip 

pendapat dari para sarjana yang dida1amnya ada yang setuju dan ada yang ti~ 

bahkan ada yang menambahkan tentang macam-macarn alat bukti teJSebut. Yaitu 

yang terdapat dalarn pasal di Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 

dalamHIR. 

1) Macam alat bukti menunrt Kitab Undang-undang Hokum Perdata buku ke IV 

pasaJ 1866 yaitu: 

176. 

'"Alat-alat bukti terdiri atas: Bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, 

persangkaan-persangkaan, pengakuan, swnpah, segala sesuatunya dengan 

mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bab 2 yang benkut"9• 

8 Prof. Subakti, SH., Pokok-pkok Hubm Perdata, PT. lntennasa, Jakarta, 1984, HaJ. 

9 R., Subekti & R. Tjitrosudibi~. Knab Unda.ug-nndang Hubm Pffda.ta. PT. 
Pradnyana Aramita,, Jakarta, 1992, Hal. 367. 
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Mengenai macam-macam alat bukti yang dikemukakan dalam pasal l866 

Kitab Undang-widang Hukum Perdata penulis tertarik untuk meogemukakan 

pendapat dari para sarjana yaitu; 

a) J.C. T. Simonangkir dan W oerjono Sastro Pranoto membuat definisi satu 

persatu dari a1at bukti yaitu : 

( 1) A lat Bukti T ertulis 

Yang dimaksud denga.n tulisan ialah sega)a sesuatu yang memuat 

tanda-tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiraan 

Alat bukti tulisan yang terkenal ialab akte authentic dan aJcte di bawah 

tangan. Akte autentik itu harus : 

(a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang beJwenang daJam suatu 

tempat tertentu. 

(b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh tmdang-undang. Akte 

autentik merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim 

dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan. 

(2) Alat Bukti Saksi 

Setiap orang, jika diperlukan pengadi~ wajib jadi saksi untuk 

diminta keterangannya. Para saksi sebelwn diminta keterangannya 

harus angkat sumpah lebih dahulu. 

Terapi tersebut ada dua pengecualian; 

(a) Yang tidak dapat jadi saksi: misalnya anggota keluarga yang 

sangat erat hubwigannya dengan tergugat. 
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(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak 

diharuskan mengangkat swnpah, rnelainkan mereka itu cukup 

berjanji akan menyatakan kebenarannya 

(3) AJat Bukti Sangkaan 

Yang dimaksud sangkaan iaJah: kesimpuJan yang ditarik oleh bakim 

dari peristiwa yang sudah terbukti. Cara ini disebut pula ""bukti tidak. 

langsung." 

( 4) A1at Bukti Pengakuan 

Pengalruan adalah pemyataan sepihak dari salah satu pihak dalam 

smtu proses, yang membenadcan keterangan pibak lawan baik 

sebagian maupun seluruhnya. 

Pengakuan ini dapat dibagi dua: 

(a) Pengakuan dalam sidang 

(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas : 

- Pengalruan di J uar sidang dengan Jisan 

- Pengakuan di luar sidang secara tertulis 

(5) Alat Bukti Swnpah 

Sumpah ada dua macam ; 

(a) Swnpah decisooir yaitu swnpah yang dimintakan oleh pihak satu 

kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara. 
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(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada 

sa1ah satu pihak untuk menambah alat bukti Jainnya ( tidak bersifat 

menentukan) 10 

b) Subekti ju.ga rnengemukak:an definisi tentang macam-macam alat buk-ti : 

( l) Surat-surat. 

Menurut undang-undang, Surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat 

akte dan surat-surat lain. Surat akte ialah suatu tulisan yang semata

mata dibuat untuk mernbuktikan sesuatu hal atau peristi~ karena 

suatu akte akan selalu ditanda tangani 

(2) Kesaksian 

Sesudah pembuktian dengan tuJisan. pernbuktian dengan kesak:sian 

merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu _perkara yang 

se<lang diperiksa didepan hakim. Suatu kesaksian harus mengenai 

peristiwa yang dilibat dengan mam sendiri atau aiau yang dialami 

sendiri oleh seorang saksi. 

(3) Persangkaan. 

Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu _peristiwa 

yang sudah terang dan nyata dan peristiwa yang tenmg dan nyata ini 

ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang hems dibuktikan 

juga telah terjadi. 

10 J.T.C Simonangkir &. Woecyono Sastro Pranoto, Pelajaran Hakum lndones~ 
Gunung Agung, Jakarta, 1962, hat 169-170. 
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( 4) Pengakuan 

Sebagaimana telah diterangkan, sebenamya suatu pengakuan bukan 

merupakan suatu alat pembuktia~ karena jika suatu pi.hak mengakui 

suatu hal maka pihak Jawannya dibebaskan dari kewajiban untuk 

membuktikan hal tersebut sebagai pemeriksaan di depan hakim belum 

sampai pada tingkat pembuktian. Menurut undang-undang, suatu 

pengakuan yang dilakukan di depan hakim, merupakan suatu 

pembuktian yang sempuma dengan kebenaran hal atau peristiwa yang 

diakui. 

(5) Sumpah 

( c) Sumpah yang "menentukann 

(d) Swnpah "tambahan"11 

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

macam-macam alat bukti menurut pasaJ 1866 KUH Perdata yaitu : 

a) Bukti tulisan 

b) Bukti dengan sak:si 

c) Persangkaan 

d) Pengakuan 

e) Sumpah 

2) Macam-macam alat bukti menurut pasal 164 H1R adalah. 

"Maka yang disebut alat-aJat bukti yaitu : 

11 Subekti. Op Cit, HaJ 178-185. 
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a) Bukti dengan surat 

b) Bukti dengan saksi 

c) Bukti dengan persangkaan 

d) Pengakuan 

e) Sumpah 

Di dalarn segala hal dengan memperhatikan atwan-aturan yang ditetapkan 

dalam pasal 2 berikut. " 12 "Pertelaan alat-alat bukti di dalmn pasal ini tidak 

Iengkap H.I.R, masih mengenal beberapa aJat pembuktian lain, seperti "basil 

pemeriksaan setempaf' yang dimaksud dalarn pasal 154, dan "basil 

penyelidikan orang ahli" yang disebut pasal 155. begitu pula apa yang diakui 

benar oleh kedua pihak. " 13 

Di antara aJat-alat bukti yang disebut dalarn pasal J 64 adaJah "surat 

bukti." Surat bukti yang tenrtama ialah surat akte, dengan singkat biasa 

disebut "Akte" saja Pada wmonnya akte itu adaJah suatu surat yang 

ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal 

yang merupakan daftar dari suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa alcte itu 

adalah suatu tulisan dengan nama dinyatakan sebagai suatu perbuatan 

hukum_14 

12 M Karjad~ Reglemeo Indonesia yang Diperbahanli (s. 1941, no. 4-4) RIB (H.LR), 
Oliteia, Bogor, 1979, Hal 164. 

13 MR. R Tresna, Komentar H.I.R, Pradnyana Panunita, Jakarta, 1982, Hal 163. 
14 Ibid, Hal. I 64. 
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Oengan demikian macam alat bukti di dalam fll.R. tidak terbatas pada 

ke 5 alat bukti yang disebut daJam pasaJ 164 H.I.R. tetapi juga tennasuk "basil 

pemeriksaan setempaf' dan ""basil penyelidikan orang lain". 

Pembahasan mengenai masalah macarn-macarn alat bul'ti ini para sarjana 

ada pro dan kontra, ada yang menyatakan kurang, bahkan tidak sesuai terutama 

terutama alat bukti dalam masa.lah perdata yaitu yang diatur di dalam pasal 1866 

KUH Perdata pasal 169 flLR., pendapat para sarjana adalah; 

1) MR. R Tresna mengatakan bahwa alat bukti yang tercantum dalam pasa1 164 

R LR.. tidaklah lengkap masih meogenai beberapa a1at pembuktian lain seperti 

"basil pemeriksaan setempat" yang dimaksud dalam pasal 154. dan "basil 

penyelidikan orang ahli" yang disebut da1am pasal 155, begitu pula apa yang 

dialrui benar o1eh karena pihak:. 15 

2) J.C.T. Simonangkir dan Woetjono Sastro Pranoto mengatakan bahwa alat 

bukti 1899 Kitab Undang-Wldang Hukwn Perdata. Beliau mengatakan bahwa 

alat-alat pembuktian sebagai tersebut didalamnya misalnya : 

a) Bukti oJeb para ahJi 

b) Bukti dengan foto 

c) Film 

d) Tape recorder 

e) Dsb16 

3) MR.A Pitlo 

ts MR. R Tresna. Lo.Cit 
16 J.C. T. Simonangkir & Woerjono Sastro Pranoto, Op.Cit, HaJ 169 
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Beliau berpendapat ke 5 alat bukti tidak betul dan tidak cukup. beliau 

menjelaskan satu. persatu. sebagai berikut : 

"Tidak betuL karena mengakui, menurut pendapat um.um babkan alat 

bukti. Pengakuan di depan halcirn membuat pembuli..'tian tidak perlu, 

kareaa pembuktian hanya terjadi apabila dalam perkara diadakan 

penyangkalan. Untuk pengakuan di luar pengadilan di mana saya 

menguraikan, bahwa pengakuan tertulis di luar pengadilan mempunyai arti 

yang diragukan. dan babwa pengakuan lisan di luar pengadilan bukan alat 

bukti., karena pengakuan itu sendiri mesti dibuktikan di sidang pengadilan. 

Menurut Ontw. Bew. (Rancangan Hukwn Pembuktian) pengakuan di 

depan hakim hanya berlaku perkara di mana ia dilakukan. Semua 

pengalruan Jain. juga yang dilalrukan. Dalan1 perbra lain, adalah 

pengalrnan di luar pengadilan. Pengakuan ini mempunyai daya 

pembuktian yang bebas. 

Juga persangkaan bukan merupakan a1at bukti. Persangkaan 

adaJah suatu waian. Persangkaan dapat dinamakan pembuktian tidak 

langsung. Tetapi bukti tidak langsung ini dapat mempunyai daya 

memutuskan yang sama kuat dengan, ya malahan lebih Jruat dari banyak 

bukti yang langsung. Oleh karena itu adalah salah sama sekali untuk 

memandang persangkaan sebagai bukti yang Jemah; suatu paham yang 

sekarang kadang-kadang masih didapati juga di kalangan ahli hukum dan 

yang mungkin bersumber pada arti kata "menyangka" dalam bahasa 

pergaulan. 
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Kedua bentuk keterangan para pihak memang mesti dianggap 

sebagai alat pembuktian istimewa, a1can tetapi apakah pemeriksaan 

setempat dan pembuktian oleh hakim juga merupakan alat pembuktian 

istimewa, adalah sangat diragukan. Satu atau beberapa orang anggota Hof 

dan Rechtbank meninggalkan ruang sidang untuk meninjau suatu tempat 

atau melihat bara.ng-barang bergerak yang tidak dapat dibawa .ke sidang. 

Saya setuju dengan pendapat yang memandang hal ini sebagai pemindahan 

sidang, W1tu.k memllllgkinkan ha.kim mengetahui fakta-fakta di Juar sidang 

sebagaimana dalam keadaan bisa dapat ditunjukkan kepada hakim di 

dalarn ruang sidang. Pecinta sandiwara. di negeri kita dapat mengingat apa 

yang dinamakan peninjauan setempat oleh hakim, daJam sandiwara 

"Keajaiban di Pegllllwigan". Hal yang mengherankan di sini ialah bahwa 

hakim-hakim tinggi melakukan peninjauan itu di tengah malam. Bahkan 

ditambah pula malam itu barinya bw-uk sekali; adalah suatu keadaan yang 

mereka tidak dapat mengubahnya 

Juga mengenai Japoran ahJi ada peJbedaan paham (pasaJ 222 Rv); 

laporan ahli kadang-lcadaog merupakan keterangan tentang sesuatu, yang 

diJihat sendiri oJeh para ahli itu. Biasanya Japoran itu berisikan apa yang 

diketahui dari pengalaman dan merupakan penerangan bagi hakim dalarn 

membuat penilaian tentang fakta-fakta yang terbukti. Tidak jarang terjadi 

awarn tidak dapat ditarik kesimpulan, meskipun fakta-takta yang 

bersangkutan telah dibuktikan secara seksama dan telah diterangkan 

kepadanya Untuk menilai persoalan seperti ini diperlukan sedikit banyak 
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keahlian. Ingat saja soal-soal tehnik.. Dalam hal sepetti itu hakim 

meminta pendapat orang ahJi. Hakim tidak terikat paa penilaian orang 

lain, karena putusan ada di tangan dia (pasal 236 Rv). Akan tetapi jika 

pendapat orang ahli sudah jelas, hakim biasanya mengikutinya Jadi, 

karena orang ahli hanya memberikan nasehat kepada hakim mengenai 

kesimpulan. yang menurut pendapat mereka rnesti ditarik oleh hakim dari 

fakta-fakta yang terbukti. maka menurut pendapat saya laporan ahli itu 

bukanlah alat pembuktian". 17 

Maka dengan pendapat ke tiga sarjana penulis dapat menyimpulkan bahwa 

macam-macam alat bukti itu adalah kelima alat bulcti yang diatur dalam KUH 

Perdata, HIR, dan ditambah dengan pemeriksaan setempat. pengetahuan hakim, 

dan keterangan ahJi karena tiga hal bukti Jainnya, yang ditambahkan ini dapat 

mendukung kehma alat bukti lainny~ yang dapat meoghasilkan suatu pembuktian 

yang lebih akurat. 

2.1.3 Fungsi Alat Bukti 

Setelah membahas mengenai peogertian alat bukti dan macam-macam alat 

bukti menurut pendapat sarjana, maka alangkah baiknya wituk mengetahui apa 

fungsi alat bukti. Dengan mengambil kesimpulan tentang arti alat bukti dan 

macam-macam alat bukti beserta penjelasannya rnaka penulis mengambil suatu 

kesimpulan mengenai bal ini : 

Fwigsi alat bukti adalah : untuk <tigunakan sebagai alat untuk membuktikan 

sesuatu dalam suatu perkara, yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh 

17 MR. A. Pitlo, Op.Cit, hal. 27-29. 
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pihak-pihak yang terdapat dalam sengketaiperkara tersebut, seorang saksi, ahti, 

bahkan juga dilakukan o)eh seorang hakim. 

Kata "membuk.tikann menurut RF.A Vollmart dalam beracara ialah 

memberikan keterangan kepada hakim sejwnlah kepastian yang patut tentang 

kenyataan yang hams dibuktikan yang kadar kepastian yang patut itu hilang, 

apabi1a pihak Jawan tarnpil ke muka dengan alat-alat pembulctian kontra (yang 

melawan alat pembuktian yang pert.am.a) 18. 

Mengenai kata "membuktikan" menmut H.F.A. VolJmar ini kbusus ditujukan 

pada pihak-pihak dalam perkara tersebut kepada hakim. 

Untuk seorang sak:si itu membuktikannya dengan apa yang dilihat, 

dirasakan, dialaminya dan sebagainya, dan untuk seorang bakim bisa melalui 

pengakuan hakim yaitu hal yang dialami oleh hakim sendiri selama pemeriksaan 

perkara dalaln sidang. 

2.2 Buku Leter C 

2.2.l hi Buku Leter C 

Penjelasan mengenai isi buku Letter C ini penulis di sini juga didasarkan 

atas pendapat masyarakat, sarjana, dan menmut contoh bulru Letter C yang saya 

miliki. 

1) Masyarakat herpendapat isi buku Letter C adalah : 

a) Mengenai luas tanah 

b) Mengenai nama pemilik 

18 HF.A Vollmart, Pengantar Studi Hokum Penbu, Jilid II. CV. Rajawali, Jakana. 
1984. Hal 477. 
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2) Sarjana dalam hal ini adalah R. Soeprato, manyatakan isi bukn letter C adalah: 

3) 

a) Daftar tanah 

b) Nama pemilik dengan nomor urut. 

c) Besamya pajak 

Contoh buku Letter C, isinya adalah : 

a) Nama pemilik 

b) Nomor urut pemilik 

c) Nomor bagian percil 

d) Kelasdesa 

e) Menurut daftar pajak bumi yang terdiri atas 

(I) Luas tanah, ha dan are 

(2) Pajak, R dan S 

t) Sebab dan hal perubahan 

g) Mengenai kepala desa yaitu, tanda tangan dan stempel desa 

Contoh: 

NAMA: NO: 

Nomor Ke1as desa Menurut Daerah 
Dan bagian Perijinan Pajak 

Percil Bumi 
LuasTanah Pa·ak 
ha da R s 

Sebabdan 
Perubahan 

Nama Desa, Tgl •.. . .... .... .... ..... .... 
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Stempel 
Mengetahui 

KepalaDesa 

ITD 

Di dalam keterangan at.aupun contoh di atas terdapat kata "Percil" dan 

ke1as des.a, supaya lebih jeJas saya mencoba akan menje)askan apa yang 

dimaksud deogan percil dan kelas desa. 

a) Percil adalah suatu tanah dengan luas tanah tertentu dalam suatu tempat. 

CONTOH: 

Tanah dengan luas I hektar, atau tanah itu dibagi dengan berbagai bagian 

yang pemiliknya berbeda, luas tanahnya berbeda. 

Percil Percil 
l 4 

PerciJ 
2 Percil Percil Percil 

Percil 5 6 

3 

b) Kelas desa adalah suatu kelas tanah untuk dipergunakan sebagai tempat 

tertentu. 

Contoh: 

(1) Kelas IP 

Adalah kelas ini digunakan untuk perumahan 

(2) Kelas IS 

I 
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Selanjutnya kita akan membahas pibak-pihak yang ada dawn buk:u Letter 

C yang sangat berperan. Pertarna kita akan membahas pemilik 1anah dan yang 

berwenaog mencatat keterangan tersebut dalam buku Letter C. 

1) Pemilik Tanah 

Pihak di sini adalab pihak yang keteranga.n mengenai tanahnya baik 

percil, kelas desa, luas tanah, besamya pajak dicatat di daJam bukn Letter C. 

Berarti pemilik tanah ini adalah seorang yang memili.ki bale atas tanah 

tersebut. 

Di sini suclah jelas sebagai perorangan bukan badan hukwn. jadi 

syaratnya adalah pasal 21 ayat I 

"Hanya warga negara Indonesia mempunyai hale milik" 

Jadi sudah jelas bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat 

memiliki hak atas tanab. Sebelwnnya teJah dibahas mengenai keJas desa dan 

salab satunya adalah kelas untuk tanah pertanian. Mengenai hal ini Efendi 

Parangih menjeJaskan tentang syarat-syamt bagi perorangan untuk mempunyai 

bak atas tanah pertanian adalah sebagai berikut : 

a) WNITunggal 

b) Bertempat tinggal di ·kecamatan di mana tanah pertanian itu terletak. 

BoJeh di kecamatan yang berdampingan asaJ terjamin penggunaannya 

secara efisien. 
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c) Penguasaan orang itu atas tanah pertanian tidak boleh lebih dari batas 

maksimum yang ditentukan untuk daerah setempat. t9 

2) Pihak yang mencatat buku Letter C. 

Pihak yang beiwenang di sini adalah Perangkat Desa, yang dilakukan 

secara aktif dalam pengertian adalah bukan pemilik tanah yang datang ke 

kantor desa untuk mencatat keteranga.n tanah yang mereka miliki, tetapi see.am 

otomatis Perangkat Desa yang mencatat 

Mengenai tindakan yang aktif Perangkat Desa ini tidak hanya dalam 

hal pencatatan buku Letter C saja tetapi suatu kegiatan atau traosaksi-transaksi 

yang terjadi di desa mereka, misalnya seperti: 

a) Hibah 

b) Jua) beli 

c) Bagi basil dan sebagainya 

Mengenai hal iru terdapat Instruksi Presiden tahlDl J 980_ Sebagai 

contoh lnstruksi Presiden Indonesia No. 13 tahun 1980 

Tanggal 10 September 1980. Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 

tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Basil Pasal 6 ayat 1 UUP A menyatakan : 

"Para KepaJa .Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian 

bagi basil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalain daftar 

yang disediakan untu.k itu dan diJaporkan kepada Camat yang bersangkutan." 

19 Efendi Para.ngih., 401 Pertanyun dan Jawabu Tentang Hokum Agnuia. Rajawali, 
Jakarta, 1985, Hal 61. 
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Jadi dalam hal pihak yang berwenang mencatat buku Letter C ini 

adalah Perangkat Desa secara aktif, clan di dalam buku Letter C di tanda 

tangani oleh Kepala Desa. 

2.2.2 Fungsi Buku Letter C 

Setelah membahas pegertian alat bukti., macam-macam alat bukti., 

pengertian buku Letter C, maka dapatlah dikatakan bahwa bulru Letter C dapat 

digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki oleh seseorang. pada saat orang 

tersebut ingin memperoleh hak akan tanahnya. clan ingin melakukan pendaftaran 

tanah atas namanya, dan tidak dapat dilupakan pula bahwa buku Letter C juga 

merupakan syarat yang harus ada wituk pengkonversian tanah milik adat, sebagai 

bukti hak mihk adat 

Jadi buku Letter C dapat dikatakan sebagai alat bukti tertulis. kemudian di 

dalam hal ini penulis akan membahas fungsi dari buku Letter C dari beberapa 

segi: 

I) Buku Letter C sebagai salah satu syarat untuk pengkonversian tanah milik 

adat. 

Hak-hak yang memberi wewenang sebagaimana, atau mirip dengan 

hak milik yaitu hak-hak Agranise gendom, milik yasan andar beni. hak atas 

druwe/druwe desa, pesini, grani sultan dan sebagainya dikonversi menjadi 

(pasal I I diklwn ke 2 UUPA). 

Pengkonversian tanah milik adat dilihat dari sudut alat bukti dapat 

dipisahkan dua macam bekas tanah miJik adat yaitu : 
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a) Bekas tanah milik adat yang dianggap sudah mempunyai bukti tertulis, 

petok pajak dan sebagainya 

b) Bekas tanah milik adat yang belum atau tidak dilengkapi dengan a1at bukti 

tertulis. 20 

Dan penjelasan di atas a1au pendapat di atas maka sangat jelas disebutkan 

untuk pengkonversian tanah milik adat memerlukan aiat bu~ dua m.acam 

saJah satunya petok pajak atau bisa dikatakan buku Letter C. 

Dalam hal pengkonversian tanah milik adat buku Letter C ini disebut 

sebagai tanda bukti hak. 

R. Soeprato mengemukakan tentang tanda bukti hak milik adat sebagai 

berikut: 

Adapun yang dimaksud dengan smat-surat bukti hak menurut Peraturan 

Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 ialah : 

a) Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 

No. 9/1959, ordonantie tersebut dalain S. 873 No. 38 dan Peraturan

peraturan Khusus di Daerah lstimewa Y ogyakarta dan Surakarta serta 

Sumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat (pasal 2 Peraturan Menteri 

Pertanian dan Agraria No. 2/1962. 

b) Surat Pajak Hasil Bumi/V erponding Indonesia atau surat pemberian hak 

dan instansi yang berwenang (pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan 

Agraria No. 2/1962).21 · 

20 R Soeptato, Op.Cit, Hal. 207 
21 Ibid. Hal. 209-210 
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Dari penjelasan R Soeprato di atas maka semakin jelas bahwa surat 

pajak (Girik/Petok D/Letter C, lpeda) merupakan tanda bukti hak terutama 

tanda hak milik ~t. Kemudian R Soeprato menjelaskan kembali bahwa : 

Menurut Pennendagri No. SK, 26/DDA/1970 (tentang penegasan konversi 

dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah). Yang diaoggap sebagai 

tanda bukti hak menurutP.M.P.A No. 2/1962 pasal 3a adalah: 

Untuk daerah-daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 sudah ada 

Pajak Hasil Bwni (Lanarente) atau verp. Indonesia maka yang dianggap 

sebagai tanda bukti hal ialah : 

a) Swat:PajakHasil Bwni atau Verp 

Indonesia (G~ pipit, kitir, petok pajak dan sebagainya) hanya 

dikeluarkan sebelum tangga] 29 September 1960. Jika antara tanggal 24 

September 1960 sampai dengan tanggal diselenggaralcannya pendaftaran 

tanah menurut PP 10 1961 terjadi jual beli, tukar menukar, hibah, maka 

asli surat-surat akte jual beli, tukar menukar, hibah yang sah yaitu dibuat 

dihadapan Kepala Desa/adat setempat, atau dibuat menurut hokum adat 

setempat, harus dilampirkan juga sebagai tanda bukti hak.22 

2) Sebagai salah satu syarat untuk: memperoleh hak milik atas tanah 

Memperoleh bak milik atas sebidang tanah sebagai basil dari 

pembagian warisan, membeli sebidang tanah atau hibah tidak memerlukan 

prosedur yang panjang, dapat dilakukan di muka notaris dan atau pembuat 

akte tanah yang sering disebut dengan sertifikat pemilik tanah. 

22 Ibid, Hal. 2JO 
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Untuk memperoleh hak milik atas tanah tanah, pemilik tanah harus 

melalu.i beberapa prosedur, salah satu prosedur yang harus ditempuh untuk 

permohonan hak milik itu adalah para pemohon memberi keterangan 

mengena1: 

a) Identitas pemohon 

b) Tentang tanahnya 

Mengenai tanahnya ada lima syarat, syarat yang kedua adalah : 

"'(2) status tanah, sebutkan sertifikat akte pejabat baik nama atau Surat 

Keterangan Pendaftaran T~ petok Pajak Hasil Bumi/ Verponding 

Indonesia atau tanda bukti hak yang lainnya yang menwijuldam status 

tanahnya sebelum menjadi ta.nab negara". 23 

c) Lain-lain : 

( 1) Sekiranya pemohon dan atau keluarga pemohon telah memiliki tanah

tanah tertentu, hendaknya dijelaskan pula tanah-tanah yang telah 

dimilikinya itu, termasuk ta.nab yang dipuyai oJeh istri/suami serta 

anak-anak yang masih menjadi tanggungannya, antara lain tentang 

status hukumn~ Jetak dan tanda-tanda buktinya. 

(2) Bila ada keterangan lainnya dan keterangan tersebut diperkirakan akan 

diperlukan, maka sebaiknya dilampirkan pula 

Pada permohonan yang bentuknya telah anda ketahui pada poin 

D surat permohonan itu, hendaknya diJampirlran : 

23 G. Karta Sapoetra dick, Op.Cit. Hal 19 
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( 1) Kalau permohonan diajukan oleh perorangan, yaitu surat 

kewarganegaraan Indonesia, sedangkan apabiJa yang mengajukan itu 

Badan Hukum maka akta atau peraturan pendiriannya clan salinan surat 

keputusan penunjukan badan hukumnya yang dapat mempwiyai tanah 

dengan hak milih. yang harus dilampirkan. 

(2) Selain itu keterangan-keterangan mengenai tanahnya, misal tunman 

sertifikat atau akta pejabat balik nama, surat ukur atau gambar situas~ 

petok pajak bwni/verponding Indonesia atau surat keterangan 

pendaftaran tarulll; apabila surat atau keterangan-keterangan itu telah 

ada. Apabila surat ukur atau gambar situasi belwn ada, hendak:nya 

pemohon melampirkan gambar situasi tanah itu yang dibuat sendiri 

oleh pemohon yang bersanglrutan. Juga perlu dilampirbn turunan 

surat bukti peroleban hak secara berurutan yang anda telah peroleh dari 

yang berwenang. 24 

Dengan keterangan di atas maka surat-surat (girik/tetok D/Letter C 

dsb) juga merupakan syarat yang harus ada daJam surat pennohonan hak 

milik. 

3) Sebagai salah satu syarat dalam pendaftamn tanah 

Penjelasan mengenai pendaftaran tanah ini terdapat dalam UUP A. PP 

No. 10 tahun 1961, bahkan yang terbaru PP. No. 24 tahun 1997. Sekarang 

peraturan itu menjeJaskan tentang pendaftaran tanah : 

24 Ibid. Hal. 20-23. 
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a) UUPA 

Menjelaskan pendaftaran tanah dalam pasal J 9 ayat 2 

Di dalam pasal ini menyebutkan surat-surat 1.anah bukti hak harus ada 

untuk melakukan pendaftaran tanah 

b) PP. No. 10 tahun 1961 

PP ini merupakan aturan pelaksanaan dari UUP A, jadi Jebih mendekat Jagi 

mengenai pendaftaran tanah, mengenai surat tanda buk.ti hak ioi dijelaskan 

da.lam pasal 18, 25, dan 26 yang digunakan daJam beberapabaJ. 

c) PP No. 24 tahun 1997 

PP ini ada karena mempeibaharui perundangan yang lalu (PP No. IO tahun 

1961 dianggap tidak lagi memenuhi atau tidak dapat mengikuti 

perkembangan jaman). Dalam PP No. 24 tahun 1997 diatur Jebih jelas 

mengenai alat bukti yang diperlukan untuk memperoleh hak. atas tanah. 

2.2.3 Kutipan Buku Letter C 

Kutipan buku Letter C yang ada di tangan pihak/pemilik bak. Sedangkan 

yang asli terdapat di desa atau kantor desa. Jadi dapat disimpuJkan yang asli 

(buku Letter C itu di kantor desa sedangkan kutipannya dibenlcan pada pemilik 

tanah. 

2.3 Letter C Sebagai Alat Bukti Perolehan Bak Atas Tanah 

Buku Letter C sebagai a.lat bukti peroJehan hak atas tanah ini ada beberapa 

sarjana yang tidak menyetujui : 
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1) D. Bidara, dan Martin P Bi.dara 

Beliau-beliau ini menyatakan bahwa catatan dari buku desa (Letter C) tidak 

dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak. disertai bukti-bukti lain. 

Kectua sarjana ini berpendapat atas dasar keputusan MA. Reg No. 

84k/Sip/l 973 tanggal 25 Juni 1973. 25 

2) Efendi Parangin 

Beliau dalam menjawab suatu pertanyaan "Apakah swat pajak (girik, petok D 

letter C, Ipeda) dapat dianggap sebagai hak bukti atas ta.nab ? 

Kalau sebidang tanah belum bersertifikat, maka yang ada mungkin hanay surat 

pajak (girik, petok D letter C, tanpa pembayaran Ipeda). Mahkamah Agung 

daJam beberapa keputusannya telah menyatakan bahwa swat pajak. bukan 

bukti pemilikan hak. atas tanah. Surat pajak tanah hanyalah pemberitahuan 

bahwa yang membayar atau wajib pajak adalah orang yang namanya 

tercantum dalam surat pajak. 26 

3) A.P ParJindungan 

AP Parlindungan berkomentar dalam bukunya bahwa "Kita harus 

meninjau bagaimana pandang dari Mahkamah Agung Nomor. MA 

34/lcSip/80. Tidak diakui sebagai bukti atas tanah yang sah, surat-surat pajak 

bumi atau Letter C, tersebut hanya merupakan bukti pennuJaan untuk 

25 D. Bidara, dan Martin P Bidara P, Ketent11a11 Peruodaog-uodaJlgan Yamprodensi 
clan Pendapat Mah.kamab Agung RI Tentang HnkDJD Acan Penlata, Pratnya Pararnita, 
Jakarta, 1984, HaJ. 61 

26 Efendi Parangih, Op. Cit, Hal. 16-17. 
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mendapat tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertifikat (pasal 13 

YO pasal 17 PP 10 tahun 1961).27 

Tetapi walaupun demikian buku Letter C tetap dikatakan sebagai alat 

bukti. Mengapa demikian, karena untuk memperoleh hak atas tanah seseorang 

haru8s memi.liki alat bukti yang menyatakan tanah intu miliknya. Dalam 

P~uran Pemerintab no. 24 tahun 1997 pasal 24 ayat l itu meoyatakan untuk 

keperluan pendaftaran bak-bak atas tanah dibuktikan dengan aJat bukti salah 

satunya bukti tertulis karena bulru Letter C merupakan alat bukti peroJehan hale 

atas tanah yaitu bukti tertulis karena buku Letter C itu berisi tentang bal-hal yang 

rnenyangkut tanahnya dan semua itu tertulis dengan jelas. 

Mengenai pendapat-pendapat di atas itu tidak berarti sa1ah karena Letter C 

juga memiliki fungsi yang telah disebutlam para sarjana-sarjana tersebut diatas, 

tetapi tetap dalam perkembangannya Letter C tetaplah dinyatakan sebagai alat 

bukti. 

Tidak cukup sampai di situ saja pibak bank pun memiliki keberanian 

bahkan keyakinan untuk rnemberikan kridit kepada debitur yang memiliki 1anah 

yang bukti kepemilikannya berupa Letter C. 

Pada penjelasan dari pasal 8 UU No. 7 tahun 1992 temang perbankan 

disebutkan sebagai berikut : 

Kredit yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga da1aJn pelaksanaanya 

bank harus memperhatikan asas-asas yang sehat Untuk mengurangi resiko 

tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan 

27 AP. Parlindungan, Op.Cit. Hal 31. 
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kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan 

oleh bank. 

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus 

melakukan penilaian yang seks&ma terhadap ~ kemampua~ modal, agu~ 

dan proyek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan adaJah salah satu unsure 

jaminan pemberian kredit. maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat 

diperoJeh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan 

dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai deogan kridit 

yang bersangkutan. 

Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adalah yaitu tanah yang 

bukti kepemilikannya berupa girik, petok dan Iain-lain yang sejenis dapat 

digunakan sebagai agunan, bank tidak wajib meminta agwian berupa barang yang 

tidak berkaitan langmmg denga.n obyek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan 

"agunan tambahan".28 

Jadi sudah semakin jelas bahwa buku Letter C sebagai alt bukti untuk. 

memperoleh dan untuk pendaftaran atas tanah yaitu sebagai bukti tertulis. 

28 AP. Perlindungan, Op.Cit, Hal 30. 
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BAB III 

PROSEDUR MEMPEROLEH BAK ATAS TANAH 

DEN GAN HANY A MEMILIKI BUKTI KUTIPAN 

BUKU LETTER C 

3.1 · Prosedur PeroJehan Bak Atas Tanab 

3.1.1 Peratu.ran Pemerintah No. 24 tahun 1997 

Pendaftaran tanah di Indonesia dan permasalahannya saat ini sudah 

semakin kompleks, dimana peraturan-peraturan tentang pertanahan di Indonesia 

kurang memadai untuk mengatur permasalahan demi pennasalahan yang timbul. 

Untu.k itu diperlukan peraturan penmdangan yang Jebih memadai 

Sebelum kita membabas lebih jauh tentang PP no. 24 tahun 1997, kita 

akan mengetahui terJebih dahulu peraturan-peraturan yang berJalru sebeJum 

diundangkannya PP no. 24 tahun 1997. Peraturan-peraturan tersebut adalah: 

I) OVER SCHRIJVING SOR DONNANTIE. STB J 834 NO. 37 

adalah dasar huk.um pendaftaran tanah pada masa berlakukunya Hukum 

Agraria Kolonial, macamnya adalah: 

a) RECHTS CADASTER/LEGAL CADASTER 

( 1) Untuk tanah-tanah yang tunduk pada hokum barat 

(2) Tujuannya adalah memberikan jaminan kepastian 

(3) Menghasilkan sertifikat hak atas tanah sebagai aJat bukti yang mutlak 

( 4) Pemilik sertifikat otomatis sebagai pemegang hak atas tanah 

36 
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b) FISCAAL CADASTER 

( 1) Untuk tanah yang tunduk pada hukum adat. 

(2) Tujuannya adalah menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas 

ta.,ah. 

(3) Menghasilkan tanda bukti pembayaran pajak atas tanah (petok, pipil, 

girik, verponding Indonesia) 

( 4) Pernbayar pajak tidak otomatis sebagai pemilik. 

2) UNDANG-UNDANGNO. 5 TAHUN 1960(UUPA) 

UUP A (UU no. 5 tahun 1960) diundangkan dengan tujuan: 

a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria Nasional, yang 

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan 

keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, daJam rangka 

masyarakat yang adil dan makmur. 

b) Melatakkan dasar-dasar untuk mengadakan keserasian dan 

kesederhanaan dalam hukwn pertanahan. 

c) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukuni mengenai 

hak-hak: atas tanah bagi rakyat seluruhnya 

UUPA merupakan pelalcsanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dibarapkan 

mengandung tujuan hukum yang sama. UUPA diundangkan tanggal 24 

September 1960, UUPA rnerupakan salah satu tonggak yang sangat penting 

daJarn sejarah perlcembangan Agraria/pertanahan di Indonesia pada umurnnya 

dan pembaharuan hukurn Agraria/hukwn tanah Indonesta pada khususnya. 
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3) PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1961 

PP no. IO tahun 1961 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah dengan mencabut segala peraturan yang terdahulu.. PP ini 

diundangkan tanggal 23 Maret 1961 

4) PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN TANAH YANG ADA 

DARI T AHUN 1992 SAMP AI DENGAN 1996 

(I) ·1 ahun 1992 c) Keputusan Kepala Badan Perta.nahan Nasional tentang 

panitia A dan panitia B 

(2) Tahun 1993 q KEPUTUSAN MENTERI AGRARWKEPALA 

BADAN PERT ANAHAN NASIONAL no. 10 tahun 

1993, tentang tata cam pengganian sertifikat bak atas 

tanah 

c) PERATURAN MENTER! AGRARWKEPALA 

BAD AN PERT ANAHAN NASIONAL no. 2 tahun 

1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak 

atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman 

modal. 

c) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA no. 40 tahun 1993 tentang pemberian hak 

guna bangunan atas tanab daJam kawasan-kawasan 

tertentu propinsi Riau. 

(3) Tahun 1994 c) SURAT EDARAN MENAGRARWKEPUTUSAN 

B.P.N no. 500-4039 tanggal 23 Desember 1994 tentang 

konversi yang sudah kadaluarsa. 
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c) EDARAN MENAGRARIA no. 600-1738 tanggal 6 

J uni 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan 

dalam tahun berjalan atas penghasilan dan pengalihan 

hak atas ta:nah atau tanah dan bangunan. 

(4) Tahun 1995 q PERATURAN MENAGRARIA /K.B.P.N. no l tahun 

1995 tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah 

sistematik di daerah uji coba. 

c) KEPUTUSAN MENTER! NEGARA 

AGRARIA/KEP ALA BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL no 4 tahun 1995 tentang perubahan 

besarnya pungutan biaya daJam rangka pemberian 

sertifikat hak atas tanah yang berasaJ dari pemberian 

hak atas tanab nega:ra, penegasan hak atas tanah adat 

dan konversi bekas bak tanah ~ yang menjadi 

obyek-obyek Operasi Nasional Agraria 

(5) Tahun 1996 ~ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Petahanan Nasional no. J tahun 1996 tentang fonnasi 

jabatan pembuat akta tanab 

DO Peraturan Menteri Negara Agraria/K.epala Badan 

Petahanan Nasional no. 2 tahun 1996 tentang 

pengukuran dan pemetaan untuk penyelenggaraan 

pendaftaran tanah. 

Dari peraturan-peraturan yang telah diundangkan di atas pemerintah tetap 

merasa untuk membuat peraturan perundangan yang baru lagi_ Untuk mengurus 
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secara spesifik tentang pendaftaran tanah, maka pada tanggaJ 8 JuJi 1997 

diundangkan dan ditetapkan peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997. LN, 1997 

no. 59. Peraturan pemerintah yang baru ini merupakan penyempumaan PP no. 

10 tahun 196 l. Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 mulai berlaku tanggal 8 

Oktober 1997, dcngan demikian PP no. 24 tahun 1997 menjaJankan perintah dari 

pasal 19 UUP A yang berbunyi sebagai berikut. 

J. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indinesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur daJam Peraturan Pemerintah. 

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat t pasal ini meliputi; 

a. pengukuran, perpeta.kan dan pembukuan ta.nab; 

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan bak-hak tersebut 

c. pemberian swat-surat tanda bukti hale,' yang berlalru sebagai aJat 

pembuktian yang kuat 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat Jc-eadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraanya, menurut pertimbangan menteri Agraria 

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 

dengan pendaftaran termaksud dalama ayat 1 di atas., dengan ketentuan 

bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut. 

Apa yang telah diperintahkan ayat I pasal 19 tersebut. maka oleh 

penerintah telah diterbitkan PP IO tahun 1961. 29 

29 . A.P. Parlindungan, Op.Cit, Hal. 1 
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PP no. 24 tahun 1997 memang diharapkan dapat memberikan suatu arah 

yang jelas tentang pendaftaran tanah dibandingkan dengan PP no. 10 tahun 1961 

terutama rnengenai pendaftran tanah. AP. Parlindungan menjelaskan tentang 

pendaftaran tanah di Indonesia dimana PP no. 10 tahun 1961 dianggap belum 

dapat meyakinkan rakyat rnelakukan pendaftaran tanah meJaJui jalur yang benar. 

Beliau menjelaskan sebagai berikut; 

"Pendaftaran tanah dimulai dengan didirikannya kantor Kadaster, 

(S1834-27) pada jaman pemerintahan Hindia Belanda yang melak.ukan 

pendaftaran tanah, sampai kita membentuk PP no. 10 tahun J96J yang dahulu 

terpusat di beberapa kota dipusat-pusat perdagangan ataupun dimana 

masyarakat barat sudah berkembang. 

Pendaftaran pada waktu itu yang kita kenal hanyalah pendaftaran 

untuk hak-hak atas tanah yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata Barat. Sungguhpun juga ada orang-orang bumiputera yang 

mempunyai hak-hak atas 1anah yang berstatus hak:-hak: Barat, selain di 

golongan Eropa dan di golongan Timur Asing tennasuk golongan Cina. 

Sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada maka jib seorang 

bumiputera yang memiliki ta.nab yang berstatus hak Barat ma.ka dianggap 

mereka telah menundukkan diri kapada hokum B. W. tersebut sebagai 

konsekuensi tanah-tanah ex Barat itu nmduk kepada Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (Barat). 

Untuk golongan bumiputera tidak ada suatu hukum pendaftaran tanah 

yang bersifat uniform, sungguhpun ada secara sporadiks kita kemuk:akan 

beberapa pendaftaran yang sederhana dan belum sempurna. seperti gerant 
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SuJtan Deh, gerant Lama, gerant Kejuruan, pendaftaran tanah yang terdapat 

di kepulauan Lingga, Riau. didaerah Y okyakarta dan Surakarta dan dilain

Jain daerah yang sudah berkembang dan menirukan system pendaftaran 

Kadaster. 

Sebalik.nya jika kita mengenal pendaftaran tanah pajak, seperti pipil, 

girik, petok, kitir, Letter C yang clilakuakan oJeh kantor-kantor pajak, di pulau 

Jawa. 

Oleh karena belum semua tanah-tanah di Indonesia terdaftar maka apa 

yang seJama ini dilaksanakan dan masih saja kita dapati ditengah-tengah 

masyarakat, baik surat-surat yang dibuat oleh para notaris ataupun atas surat

surat yang dibuat oJeh prra carnat dengan belbagai ragam, untuk menciptakan 

bukti tertulis dari tanah-tanah yang mereka kuasai, tanpa melalui prosedur PP 

no. 10 tahun I 96 I. Tanah-tanah tersebut ada yang belurn dikonversi, maupun 

tanah-tanah yang clikuasai oleh negara dan kemudian telah diduduki oleh 

rakyat baik dengan sen~ja ataupun diatur oleh kepala-kepala desa dan 

dishkan oleh para camat, seolah-olah tanah tersebut telah merupakan hale 

seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat. 

Demikian pula dikenaJ di daerah Sumatra Utara "Alda Camat" (surat 

yang dibuat oleh camat baik sebagai bukti hak ataupun peralihan bak yang 

dibuat oleh atau dihadapan camat). "Camat tersebut mungkin PPAT tetapi 

tidak membuat akta tanah ( akta PPA T). Demikian juga akta-akta yang dibuat 

oleh notaris bukan sebagai PP AT. "30 

30 AP. Parlindungan, Op.Cit, Hal. 2-4 
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Hal-hal yang dijalaskan A.P. ParJidungan di atas teJah dibahas secara jeJas 

dalam pasal-pasal yang ada di PP no. 24 tahun 1997. Danjuga dalarn PP no. 24 

tahun 1997 dije1askan mengenai hal-haJ sebagai obyek konversi ataupwi bukti

bukti yang dapat diteruskan untuk dijadikan sertifikat. 

Mengenai perlunya PP no. 24 tahun 1997 cliundangkan sebagai 

penyempumaan dari PP no. 10 tahun 1961 karena dianggap belum cukup 

memberikan hasiJ yang memuaskan Boedi Harsono menjeJaskan bahwa: 

"Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan 

PP no. 10/196 I tersebut selarna Jebih dari 30 tahun be/um cukup memberikan 

hasi/ yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak memenuhi 

syarat untuk didaftar, baru lebih kurang J 6;3 juta bidang yang sudah terdaftar. 

Dalam hal itu melalui warisan. pemisahan dan pemberian-pemberian hak 

b~ j wnlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk: didaftar selama 

Pembangwian Jangka Panjang Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi 

sekitar 75 j uta Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah, disamping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah 

keadaan obyektif tanah-taah sendiri. Selain jwnlahnya besar dan tersebar 

diwilayah yang Juas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat

alat pembuktian yang mudah diperoleh clan dapat dipercaya kebenarannya. 

Selain itu ketentuan hukwn untuk dasar pe1aksanaannya dirasakan belum 

cukup untulc memberik:an ~emungkinan untuk terlaksananya pendaftaran 

daJarn waktu yang singkat dan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan 

dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada 

pembangunan nasionaJ dengan memberikan kepastian hukum dibidang 
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pertanahan, dipandang perlu untuk menga.dakan penyempumaan pada 

ketentuan yang mengatur pendaftaran tan.ah. Ketentuan-ketentuan tersebut 

pada kenyataannya tersebar pada banyak peraturan perundang-undangan." 31 

Dari hal tersebut di atas maka kita harus mengetahui alasan pokok 

tebitnya PP no. 24 tahun J 997 yaitu: 

1) Pentingnya peranan tanah untuk berbagai macam kepentingan pembangunan 

yang membutuhkan dukungan jaminan kepastian hukum. 

2) Pendaftaran tanah diselenggarakan berdasarkan PP no. 10 tahun 1961 belum 

cukup rnernberikan basil yang rnernuaskan. 

3) Kendala pendaftaran tanah terletak pada keterbatasan biaya, alat dan tena~ 

disamping jwnJah bidang tanah yang harus didaftar sangat besar dan terbesar 

penguasanya didukung oleh alat pembuktian yang memenuhi syarat 

4) Ketentuan hukumnya belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar untu.k 

mendukung program pendaftaran tanah yang efektif dan efisien. 

Dalam PP no. 24 tahun 1997 tewrdapat penyempurnaan-penyempurnaan atas PP 

no. 10 tahun 1961. 

I) Pengertian pendaftaran tanah. 

2) Asas-asas dan tujuan pendaftaran tanah 

3) Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah dipertegas, dipersingkat, dan 

disederhanakan. 

4) Kemungkinan penggunaan teknologi modem dalam pengukuran dan ,,..., ... -

pemetaan. -:' , . .. ~'"""' . 

31 Boedi Hmono, Op.Cit , hal 456-457 
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5) Kemungkinan pembu.kuan bidang tanah yang data fisik dan/atau data 

yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan 

6) Kekuatan pembuktian sertifikat 

7) Peran dan tanggungjawab PPAT 

Maka jelaslah bahwa PP no. 24 ta.bun 1997 ini rnenampung segala 

pennasalahan dan kesulitan yang rnenyangkut pendaftaran tanah dalam era PP 10 

no. J 96 I . Hal ini diharapkan akan rnernbuat sernpuma proses pendaftaran tanah 

mt. 

3.1.2 Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah di Indonesia yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah 

Indonesia yang sedang diJaksanakan oJeh pemerintah Indonesia dirasakan oleh 

masyarakat sangat berguna sekali terutama dalarn menjamin kepas1ian hukum 

atas tanah yang mereka miliki, hal ini terbukti bahwa mereka mendaftarkan 

tanah mereka untuk mendapatkan sertifikat atas tanah mereka. 

Dasar hukwn dari pendaftaran tanah di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1) Undang-undang no. 5 tahun 1960 (UUPA) pasa.119, 23, 32, 38 

2) PP no. 10 ta.bun 1961 

L.N.R.1. 1961/28-T L.N.R.12171 

3) - PERMEN AGRARIA/KEPALA BPN 3/1997 

• PERMEN AGRARIA/KEP ALA BPN 3/1999 

• PERMEN AGRARIA/KEPALA BPN 9/1999 
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Selai peraturan-peraturan yang tersebut di atas pendaftaran tanah di 

Indonesia juga memiliki peraturan perundangan yang lain, yang mendukung 

peJaksanaan pendaftaran di Indonesia: 

l) UTJ nomor 16 tahllll 1985 

2) UU nomor 4 tahun I 996 

3) PP nomor 28 tahun 1977 

4) -pp nomor 4 tahun 1988 

5) PP nomor 40 tahun 1996 

6) PP nomor 37 tahun 1998 

7) KEPPRES nomor 26 tahun 1988 

8) KEPPRES nomor 154 tahun 1999 

9) .KEPPRES nomor 95 tahun 2000 

lO)PMA NOMOR 1 TAHON 1966 

l l)PMNA/KEPALA BPN nomor. 1 tahun 1995 

12)KEP. MENDAGRI nomor 189 tahun 1981 

Dengan demikian diharapkan pendaftaran tanah dapat diselenggarakan 

dengan efektif di Indonesia, hal ini diharapkan karena beberapa alasana yaitu: 

1) Pemegang hak atas tanah dengan mudah membuk:tikan haknya 

2) Keterangan tentang obyek perbuatan hukum bagi calon pembeli atau .kreditur 

3) Pelaksanaan k.ebijaksanaan pertanahan oleh pemerintah 

Setelah membahas haJ-haJ di atas kita dapat mengetahui definisi jelas 

tentang pendaftaran tana~ sebelum berlakunya PP no. 24 tahun 1997. 

Pendaftaran ta.nab dalam UUP A pasal 19 dikatakan sebagai beiikut: 
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1) Untuk menjamin kepastian hukwn oleh pemerintah diJakukan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan

ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah 

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 

a) pengukuran, perpetaan clan pembukuan tanah; 

b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c) pemberian surat-surat tanda bukti hak. yang berlaku sebagai aJat 

pembuktian yang kuat 

3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masy~ keperluan lalulintas . ekonomis serta kemungkinan 

penyeJenggaraannya, menurut pertimbangan menteri Agraria. 

4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 

dengan pendaftaran tennaksud dalam ayat I diatas, dengan ketentuan 

bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran 

tersebut. 32 

PP no. 24 tahun 1997 telah mengatm secara jelas definisi tentang 

pendaftaran tanah yaitu pasal 1 ayat 1: 

"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pernerintah secara terus menerus, berkesinambungan clan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan. dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis dalam· bentuk peta dan daflar daftar mengenai bidang

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, tennasuk pemberian surat tanda 

32 Boedi Harsono, Bukum Agnaria Indonesia, Himpuoan peraturan~peraturan Hukum 
Tanah, Djambatan, Jakarta, Revisi 2000, Hal. 11 
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bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah asa haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya .,.,33 

Pendaftaran tanah ini ada beberapa macamnya Boedi Harsono 

meajelaskan macam-macarn dari pendaftaran tanah yaitu: 

"'Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak. yang meliputi semua 

obyek pendafuan ta.nab yang belum didaftar dalam wiJayah atau bagian 

wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaflaran tanah sec.am sistematik 

diseJenggarakan atas prakarsa pernerintah berdasarkan pada suatu rencana 

kerja jangka panjang clan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayang 

yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/KepaJa BPN. DaJam hal suatu 

desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara 

sporadik. 

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah 

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelmahan secara individu atau 

massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan ata penniutaan pihak 

yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah 

yang bersangkutan atau kuasa.nya"34 

Macarn-macam pendaftaran tanah yang telah dijelaskan oJeh Boedi 

Harsono diatur dalam PP no.· 24 tahu 1997 . Pendaftaran tanah secara sporadik 

diatur dalam pasaJ I angka 11. pendaftaran tanah secara sistematik d.iatur dalam 

pasal 1 angka 10, selain dari dua macam pendaftaran tanah diatas PP no. 24 tahun 

33 Op.Ci4 Hal 520 
34 Boedi Harsono, Op.Cit, Hal. 460-461 
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1997 j uga mengatur macam-macam pendaftaran tanah yang lainnya yaitu 

pendaftaran tanah AJUDIKASI yang diatur dalarn pasal 1 anglca 8 yang 

rnenyatakan bahwa pendaftaran tanah "AJUDIKASI adalah kegiatan yang 

dilaksanakan dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi 

pengurnpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu 

atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran tanah ". 35 

Dan menurut Boedi Harsono mengenai macam-macam pendaflaran tanah 

itu menurut beliau ada yang diutamakan dan ada pula yang barns ditingkatkan 

peJaksanaannya dalam haJ ini beliau menjelas.kan: 

Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan, karena melalui cara 

ini akan dipercepat peroJehan data rnengenai bidang-bidang tanah yang akan 

didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara periodik. Tempi karena 

prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, 

tenaga clan peralatang yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus 

didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu yang agak 

panjang clan rencana pelaksanaan tabunan yang berkelanjutan melalui uji 

kelayakan agar berjalan Iancar. Uji kelayakan itu untuk pertama kali 

diselenggarakan di daerah Depok, Bekasi. dan Krawang di Jawa Barat. 

Disamping pendaftaran secara sistematik pendaftaran tanah secara sporadi 

juga akan ditingkatkan pelabanaannya. karena dalam kenyataannya akan 

bertambah banyak permintaan untuk pendaftaran secara individual dan massal 

3~ Boedi Harsono, Himpunao Peratunn-pen1tuno, Op-Cit, Hal 520-521 
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yang diperJukan dalam pelaksanaanpembangunan, yang a.kan makin meningkat 

kegiatannya Demikian dikemukakan dalam Penjelasan Umum.,,36 

Dengan adanya tiga macam pendaftaran tanah tersebut di atas diharapkan 

pendaftaran tanah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal 

kepastian hukum dibidang pertanahan di Indonesia 

3.1.2.1 Sistem Pendaftaran Tanah 

Sebelum membahas system pendaftaran tanah yang di anut oleh 

Indonesia, kita harus mengetahui terJebih dahulu sistern pendaftaran tanah yang 

dianut di negara-negara di dunia. Sistem-sistem pendaftaran tanah tersebut 

adalah : 

1) Sistem Torens 

Sistem Torens adalah berasal dari Australia Selatan Adapun system 

Torens ini lebih dikenal dengan nama ·The Real Property act" atau .. Torens 

Act" yang mualai berlaku di Australia Selatan sejak tanggal l Juli 1858. 

Sistem Torens ini dipakai sekarang dikepulauan Fiji, Canada, negara bagian 

Iowa Arnerika Serikat, Yamaika, Trinidad, Brazii Aljazair, Tunisia, Konggo, 

Spanyol, Denmark, Norwegia, dan Malaysia. Dalam memakai system Torens 

ini, negara-negara tersebut melibat pengalaman-pengalaman dari negara

negara lain jadi daJam detailnya agak menyimpang dari system aslilnya, 

tetapi pada hakekatnya adalah sistem Torens yang disempumalcan dengan 

36 Boedi Harsono, 1bit, Hal 461 
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tarnbahan-tarnbahan dan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan 

hukum materialnya masing-masing negara tersebut Tetapi ta.ta dasamya 

adalah sama yakni The Real Property Act. 

Kelebihan dari pada sistem Torens jika dibandingkan dengan system 

Negatif, menurut penciptanya Sir Robert Torrens adaJah sebagai berikut: 

a) Ketidak pastian diganti dengan kepastian. 

b) Biaya-biaya peralihan berkurang dari "pound" menjadi "shilling" 

dan waktu dari "'bulan" menjadi "bari". 

c) Ketidakjelasan dan berbelitnya menjadi uraian yangjeJas 

d) Persetujuan-persetujuan disederhanakan sedemikian rupa sehinggasetiap 

orang akan dapat sendiri mengurus kepentingannya 

e) Penipuan sangat diha1angi 

t) Banyak hak-hak atas tanah yang berkurang nilainya karena ketidakpastian 

hukum hak atas tanah, telah dikembalikan kepada nilai yang sebenarnya 

g) Sejumlah proses-proses 

beberapa hal. 

Adapun sertifikat tanah system Torrens ini merupakan alat bukti pemegang 

hak atas tanah yang paling lengkap serta tidak bisa untuk: diganggu gugat 

Ganti rugi terhadap pemilik sejati adalah melalui dana asuransi. Untuk 

merubah bulru tanah adalah tidak mlDlgkin terkecuali jib memperoleh 

sertifikat tanah dengan cara pemalsuan dengan tulisan atau diperolehnya 

dengan cara penipuan. 

2) Sistem Positif 
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Menurut sistem Positif ini, suatu sertifikat tanah yang diberikan itu 

adalah berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta 

merupakan satu-satunya tanda bukti atas hak ta.nab. Ciri pokok system Positif 

ini ialah pendaftran tanah atau pendaftaran hak atas tanah adala..1t menjamin 

dengan sempwna bahwa nama yang terdaftar daJam buku tanah adalah tidak 

dapat dibantah, karena kendatipun ia bukanlah pemilik yang berhak atas 

tanah tersebut. Sistem Positif ini memberikan kepercayaan yang rnutlak 

kepada buku tanah. Pejabat-pejabat balik nama tanah dalarn sistem ini 

memainkan peran yang sangat aktif. Mereka menyelidilci apakah hak: atas 

tanah yang dipindahkan itu dapat didaftar atau tidak. Menyelidiki identitas 

para pihak, wewenangnya dan apakah-fonnalitas-fonnalitas yang disyaratkan 

untuk itu talah dipenuhi ataukah tidak. Menurut sistem positif ini hubungan 

hukum antara hale dari orang yang namanya terdaftar dawn bulru tanah 

dengan pemberian hak sebelwnnya terputus sejak hak tersebut didaftarkan. 

Kebaikan dari sistem Positif ini: 

a) Adanya kepastian dari buku ta.nab 

b) Peranan aktif dari Pejabat Balik Narna Tanah 

c) Mekanisme kerja dalam pemerbitan sertifikat tanah mudah dimengerti 

oleh orang awam 

Dengan demikian Sistem Poditif ini memberikan suatu jamianan yang 

mut1ak terhadap buku tanah. kendatipun temyata bahwa pemegaog sertifikat 

bukanlah pemilik yang sebenamya. Oleh karena itu pibak ke-3 yang beritikat 

baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut rnenurut sistem Positif ini 

mendapat jarninan mutlak walaupun temyata bahwa segala keterangan yang 
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tercantwn daJam sertifikat tanah tersebut adaJah tida.k benar. Adapun 

kelemahan dari sistem Positif ini adalah: 

a) Peranan aktif Pejabat BaJikNarna Tanah a.lean memakan waktu lama 

b) Pemilik yang sebenamya berhak atas tanah akan kehilangan haknya oleh 

karena kepastian dari buku tanah itu sendiri 

c) Wewenang Pengadilan diletakkan da1atn wewenang administrasi 

3) Si stem Negatif 

Menurut Sistem Negatif ini ialah bahwa segala apa yang tercantum 

didalam sertifikat tanh dianggap benar sampai dibuktikan suatu keadaan yang 

sebaliknya (tidak benar) di muka sidang Pengadilan. Adapu asas peralihan 

hale atas tanah rnenurut system Negatif ini adaJah asas Memo Plus Yuris 

yakni melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenamya dari tindakan 

orang lainyang mengalihkan balcnya tanpa diketahui oleh pemegang hak 

sebenamya. Ciri pokok sistem Negatif ini ialah bahwa pendaftaran 

tanah/pendaftaran hak atas tanah tidaldah. menjamin bahwa nama-nama yang 

terd.aftar dalarn buku tanah tidak dapat untuk dibantah jika nama yang 

terdaftar bukanlah nama pemilik yang sebenamya. Hak dari nama yang 

terdaftar ditentukan oleh hak dari pemberi hale sebelumnya, perolehan hale 

tersebut merupakan mata rantai perbuatan hukum dalam pendaftaran hak atas 

tanah. Ciri pokok ]ainnya dari sistem negatif ini iaJah bahwa Pejabat Balik 

Nama Tanah berperan · pasif artinya pejabat yang bersanglrutan tidak 

berkewajiban untuk menye1idiki kebenaran dari surat~surat yang diserahkan 

kepadanya. Kebaikan dari sistem Negatif ini adalah: 

a) Adanya perlindungan kepada pemegang hak sejati 
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Sedangkan kelernahannya adaJah: 

a) Peranan pasif Pejabat Balik Nama Tanah yang menyebabkan tumpang 

tindihnya sertifikat tanah 

b) Mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat tanah sedemikan rupa 

sehingga kurang dimengerti oleh orang awam 

Menurut AP. Parlindungan system pendaftaran tanah di Indonesia 

rnenganut sistem Torrens. Menurut beliau: 

"Cita dasar dari sistem tersebut, bahwa manakala seseorang 

mengldaim sebagai pemilik fee simple baik karena undang-undang atau 

sebab lain harus mengajukan suatu permohonan agar lahan yang 

bersangkutan diletakkan atas namanya 

Permohonan ini kemudian diteliti oleh Barister and Conveyancer yang 

terkenal sebagai examiner of title (pemeriksa Alaskan), dan berdasarkan PP. 

no. 10 tahun 1961 disebut panitia tanah A/B, atau panitia ayudikasi oleh PP 

24/1997 

Dari penelitian tersebut maka lahan tersebut akan diuji dan 

berkesimpulan: 

1. bahwa lahan yang dimohon didaftarkan tersebut baik dan jelas 

2. bahwa atas pennohonan tidak ada sengketa dalam pemilikan tersebut 

3. bahwa atas permohonannya secara rneyakinkan dapat dioerikan 

4. bahwa atas bukti dari alas hak tidak ada orang yang berprasangka clan 

berkeberatan terhadap kepemilikan pemohon. 

Ada beberapa keuntungan dari sistem Torrens tersebut antara lain: 

1. menetapkan biaya-biaya yang tidak dapat diduga sebelumnya 
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2. Meniadakan pemeriksaan yang berulang-uJang 

3. meniadakan kebanyakan rekaman 

4. secara tegas menyatakan dasar haknya 

5. melindungi terhadap kesulitan-kesulitan yangtidak tersebut dalam 

sertifikat 

6. Meniadakan (hampir tak mungkin) pemalsuan 

7. tetap memelihara sistem tersebut tanpa menambahkan kepada taksasi 

yang menjengkelkan, oleh k.arena yang memperoleh kemanfaatan dari 

pada sistem tersebut yang membayar biaya 

8. meniadakan alas hak pajak 

9. dia memberikan suatu alas hale yang abadi, oJeh karena Negara 

menjaminnya tanpa batas 

10. dan lain-lain 

Disamping itu keW1tungan dari sistem 1m, maka dapat diambil 

beberapa hal, antara lain: 

a. dia mengerti kepastian daripada ketidakpastian 

b. dia shilling clan waktu penyelesaian dari bulanan menjadi barin 

c. dia merubah menjadi singkat dan kejelasan daripada tidak kejelasan dan 

bertele-tele (Narcisa Pena 92 hal. 304)".37 

Boedi Harsono berpendapat juga mengenai system pendaftaran tanah 

yang digunakan oleh Indonesia, beliau betpendapat bahwa: 

Sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaflaran hak 

C'regristation of titles"), sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan 

37 A.P. Parlindungan, Op.Cit. hal. 24-26 
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pendaftaran tanah menurut PP I 0/196 J. Bukan sistem pendaftaran akta. Hal 

tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebaga.i dokumen yang memuat 

data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya 

sertipikat sebagai surat tanda buti hak yang didaftar. (Bandingkan uraian 24 

C). Hak atas tanah, Hak PengeJolaan, tanah wakaf dan Hak MiJik Atas 

Satuan Rumah Susun didaftar dengan membukukannya dawn buku tanah. 

yang rnemuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang besangkutan clan 

sepanjang ada surat ukumya dicatat pula pada surat ukur tersebut. 

Pembukuan dalarn buku tanah serta pencatatannya pada swat uJrur tersebut 

merupakan bu~ bahwa hak yang bersangkutan beserta haknya dan bidang 

tanahnya yang diuraikan dalam smat ukw- secara hukwn teJab didaftar 

menurut PP 24/1997 ini. Demikian dinyatakan dalmn pasal 29. Menurut 

pasal 31 untuk kepentingan pemegang hak yang bersanglrutan diterbitkan 

sertifikat sesuai dengan data fisik yang ada daJam surat ukur dan data yuridis 

yang telah didaftar dalam buku tanah".38 

Saya berpendapat bahwa UUP A menganut sistem Negatif dan sistem 

Positi~ sudah saatnya kita menganut satu system yang jelas, yang menurut 

pendapat saya sudah saatnya, kita ban~ Indonesia menganut satu system yaitu 

sistem Positif dimana system ini menjadikan sertifikat tanah satu-satunya alat 

bukti hak rnilik atas tanah dengan pengertian bahwa apabila dapat dibuktikan 

bahwa sertifikat itu palsu atau dipalsukan atau diperoleh dengan jalan yang tidak 

sah (karena paksaan atau pungutan Jiar atau uang sogok misalnya) maka tentu 

saja sertifikat itu dianggap tidak sah sehingga menjadi ba.tal dengan sendirinya 

38 Boedi Harsono. Op. Cit., hal 463 
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( van rechtswegenietieg), sehingga tidak terjadi twnpang tindihnya sertifikat 

tanah sehingga apa yang diharapkan suatu kepastian hukum da1atn pemegang hak 

atas tanah akan dapat terlaksana, hal ini dikarenakan kelemahan dari sistem 

Negatif mi ialah bahwa akan membuka kemungk.inan kepada siapa saja yang 

rnerasa berhak atas tanah tersebut wituk membawa persolan ke muka Pengadilan 

Negeri kendatipun diatas tanah yang dipersengketakan itu telah diterbitkan 

sertifikat tanahnya sehingga dengan demikian mungkin saja terjadi 

kekurangtelitian para petugas dalam memberikau sertifikat tanah karena tokh 

akhimya instansi Pengadilan Negeri]ah yang aJcan rneniJai kebenaran siapakah 

gerangan pemilik atau pemenang hak atas tanah yang dipersengketakan itu.. 

3.1.2.2 Pelaksaoaan Pendaftaran Tanah 

Sebelwn berlakunya PP no. 24 tahun 1997 yang meng:atur tentang 

pendaftaran tanah yang didalamnya mengatur tentang pendaftaran tanah, 

pelaksanaan pendftaran tanah ini, diatur dalam PP no. l O tahun 1961 dan di 

dalam penjelasan wnum PP no. 10 tahun 1961 telah menyebutkan bahwa 

pelaksanaan pendaftaran tanah adalah merupakan pek.erjaan raksasa dan 

dilaksanakan secara berangmir-angsur di seluruh wilayah hukmn Republik 

Indonesia. 

Dan pelaksanaan pendaftaran tanah pada saat berlakunya PP no. 10 tahun 

1961 rnengalami hambatan yang cukup suJit diantaranya: 

1) Terdapat suatu anggapan bahwa pendaftaran ta.nab mempersulit mereka., 

biaya mahal, prosedur berbelit-be]it dan terdapat ketakutan dikalau tanah 
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mereka diukur/dipetakkan tanah mereka itu akan diarnbil oleh pemerintah 

untuk kepentingan umum. 

2) Kurangnya tenaga teknis 

3) Kurangnya peralatan teknis yang digunakan untuk kegiatan op:rasional 

4) Mekanisme kerja aparat yang kurang dimengerti oleh masyarakat wnwn 

5) Besamya biaya untuk pendaftaran ta.nab. 

Walaupwi demikian pemerintah pada saat itu berupaya mengatasi 

hambatan-hambatan yang dimaksud untuk memperlancar pelaksanaan program 

pendaftaran tanah. Tetapi setelah berlakwtya PP no. 24 tahun 1997 pe1aksanaan 

pendaftaran diatur dalam pasal 11 yaitu: "Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertarna kaJi dan pemeliharaan data pendaftaran 

tanah,,_39 

Pada pasal I 2 PP no. 24 tahun I 9')7 diatur menganai kegiatan pendaftaran 

pendaftaran tanah yang dinyatakan sebagai berikut: 

'"(l) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: 

a Pengumpulan dan penggolongan data fisik 

b. Pembuktian hak dan pembukuannya 

c. Penerbitan sertifikat 

d Penyajian data fisik dan data yuridis 

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen 

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaflaran tanah meliputi: 

a Pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan pajak; 

39 Hadi Setia Tunggal. Op.Cit. hal. 56 
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b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya".40 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan 

pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belwn didaftar 

berdasarkan PP no 10 tahun 1961 atau PP no. 24 tahun 1997. Sedangkan 

kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adaJah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam data pendaftaran, daftar 

tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifi.kat dengan perubahan

perubahan yang terjadi kemudian 

A.P Parlindungan rnengenai pasa1 JI dan 12 beliau mengernukakan 

komentar beliau terhadap 2 pasal tersebut Pasal 11 beliau menyatakan: 

"Apa yang diwaikan dalam pasaJ 11 ini pengulangan dari .ketentuan 

pasal 19 UUP A tentang pengertian pendaftaran tanah, dan juga seperti sudah 

saya uraikan di atas bahwa pendaftaran tanah tersebut meliputi: pendaftaran 

awal (recording of title) dari sega]a hak-hak yang hams didaftarkan pada awal 

berlakunya ketentuan PP no. 10 tahun 196 l yang diperbaiki dengan PP no. 24 

tahun 1997 ini, yaitu dari ketentuan-ketentuan .konversi hak:·hak atas tanah 

seperti hak-hak yang tunduk pada ex B. W dan tanah-tanah ex. H Adat, dari 

surat keputusan pemberian hale atas tanah, dan hal ini akan dibicarakan dalam 

pasa124 PP 24 tahun 1997. 

Juga pendaftaran ini meliputi pemeliharaan dan pendaftaran tanah 

ataupun selalu ada pemutakhiran pendaftaran tanah, yang meliputi 

continuous recording, yaitu setiap mutasi, pengikatan hak: tanggungan dan 

pendiria hak baru harus terus terekam dan segala hal yang berkaitan dangan 

40 Hadi Setia Tung.gal, Op.Cit, hat. 10 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Peranan Kutipan Buku ... Christiana Wati, S.H.

60 

tanah tersebut, seperti tanah tersebut disita., dibek'lJkan karena 

kewarganegaraan yang empunya, karena pewarisan, lelang dan sebagainya".41 

"Bahwa pasaJ 12 ini rnerupakan perincian Jain yang tegas apa saja 

yang merupakan tugas-tugas dari Kantor Pendaftaran/Kanwil B.P.N. Ayat 1 

jeJaskan Iebih benyak menyangkut recording of title clan kehati-hatian dalam 

menerima sesuatu bidang tanah (adat) untuk didaftarkan, dengan juga 

rnenelusuri data ywidis dan data fisik atas sebidabg tanah, dan kernudian 

menyimpan dari seluruh informasi yang ada atas sebidang tanah tersebut. 

Ayat 2 juga pendaftaran atas setiap rnutasi, pengikat hak tanggungan 

dan pendirian hak barn, baik atas tanah atau rumah juga atas hak milik 

bersarna atas serusm1 dan hak milik atas serusun yang dimiJiki para 

pernbeJinya". 42 

Kegiatan pendaftaran-pendaftaran tanah untuk pertama kali 1m 

merupakan: 

I) Pendaftaran secara sistematik olek kepala kantor pe~ dibantu oleh 

ajudannya. 

2) Pendaftaran tanah secara sporadiks dil.aksanakan atas pennintaan pibak yang 

berkepentingan 

3) Untuk keperluan pengwnpulan dan pengolahan data fisik di1akukan kegiatan 

pengukuran dan pernetaan, yaitu: 

a) Pembuatan peta dasar pendaftaran. 

b) Penetapan batas bi dang-bi dang tanah 

41 A.P. Parlindungan, Op.Cit, hal 88-89 
42 A.P. Parlindungan, Ibid 
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c) Pengukuran dan pemetakan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta 

pendaftaran. 

d) Pembuatan daftar tanah 

e) Pembuatan surat ukur 

4) Pembuktian hak dan pembuktiannya 

a) Pembuktian hak barn 

b) Pembuktian hak lama 

c) Pernbukuan hak 

5) Penerbitan sertifikat 

6) Penyajian data fisik dan data yuridis 

7) Penyimpanan daftar umum dan dokwnen 

Sedangkan kegiatan pemeliharaan atas pendaftaran tanah merupakan: 

1) Dilakukan biJa terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek 

pendaftaran tanahyang telah didaftarkan 

2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftmbn perubahan tersebut di 

atas pada kantor pertanahan 

3) Pendaftaran peraJihan clan pebebanan hak 

a) Pemindahan hak 

b) Pemindahan dengan JeJang 

c) Peralihan karena pewaris 

d) Peralihan hak karena penggabungan atau peJeburan perseroan atau 

koperasi 

e) Pembebanan hak 

f) Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 
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4) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya 

a) Perpanjanganjangka waktu hak atas tanah 

b) Pemecahan, pemisahan clan penggabungan bidang tanah 

c) Pembagian hak bersama 

d) Hapusnya hak ats tanah dan hak miiik atas sarusun 

e) Peralihan dan hapusnya hak tanggungan 

f) Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau · penetapan 

pengadilan 

g) Perubahan nama 

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ini juga diatur dawn 

peratw-an menteri negara agraria/KepaJa Badan Pertanahan Nasional no 3 tahun 

1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 

tanah, yaitu dalam pasal 94 yang diatur sebagai berikut: 

( 1) Peralihan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan perubahan data 

fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telab terdaftar 

dengan mencatatnya didalarn daftar wmun sesuai dengan ketentuan yang 

ada di da1am peratumn ini. 

(2) Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (J) berupa: 

a Peralihan hak jual beli, tukar menukar, hibah. pemasukan dalam 

perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lain; 

b. Peralihan hak karena pewarisan; 

c. Peralihan hak karena penggabungan atau peJeburan perseroan atau 

koperasi 

d. Pembebanan hak tanggungan 
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e. PeraJihan hak tanggungan 

f. Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun dan Hak Tanggungan; 

g. Pembagian hak bersama; 

h. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadiJan; 

1. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti ~ 

J. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah; 

(3) Perubahan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa: 

a Pemecahan bidang tanah; 

b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah.; 

c. Penggabungan 2 atau Jebih bidang tanah.43 

Pelaksanaan pendaftaran tanah diharapkan dapat berjalan dengan lancar, 

dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlu adanya kepastian 

hukum untuk hale atas tanah yang mereka miliki, dan dengan juga mendapatkan 

keuntungan dengan adanya pendaftaran tanah yaitu tanah-tanah yang berada di 

wilayah lndonesia tertata dengan baik pula. 

a. Penyeleoggara Pendaftaran Tanah 

PenyeJenggara pendaftaran tanah di Indonesia ada.lah pemerintah, 

dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yaitu Lembaga Pemerintab Non 

Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanah. Mengenai 

Badan Pertanahan Nasional diatur dalaln pasal 5 PP no. 24 tahun 1997: 

.. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan NasionaJ". 44 

43 A.P. Parlindungan, Op.Cit, hal . 359 
44 Hadi Setia Tunggal, Op.Cit, hal. 7 
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Dan AP. Parlindungan memberikan komentar atas pasaJ 5 dari PP no. 

24 tahun 1997 ini: 

"Berbeda dengan PP no. 10 tahun 1961, disebutkan bahwa 

pendaftaran tanah diselenggarakan oJeh Jawatan Pendaftaran Tanah 

menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai 

pada tanggal yang ditetapkan oJeh Menteri Agraria untuk masing-masing 

daerah. 

Jawatan Pendaftaran Tanah ketika mulai bertaku masih 

rnerupakan suatu jawatan di departemen Kehakiman> dan kemudian keJak 

digabungkan pada Menteri Agraria dan teruslah jawatan pendaftaran 

tanah tersebut rnempunyai kantor tersendiri sebagai .kantor pendaftaran 

tanah clan instansi atasannya adalah Kepala Kantor Pengawasan dan 

Pendaftaran Tanah dan kemudian atasan lanjutannya adalah Jawatan 

Pendaftaran Tanah. 

Tanah-tanah adat di Swnatra Timur, dahulunyajuga didaftarkan di 

kantor Kerapatan Adat. 

Dapat dipahami bahwa pada tahun 1961 tersebut pelaksanaan. 

pendaftaran tanah yang unofonn dan bersifat nasional tergantung dari 

kesiapan dan persiapan masing-masing kabupaten, sehingga dari 

beberapa data kita Jihat muJai berlakunya PP 10/61 tidak serenlak ketika 

PP itu diundangkan, dan sebagai contoh D.I Yogyakarta baru berlaku 1 

April 1985, sedangkan di propinsi Timtim dengan PP J8 tahwi 1991".45 

4' A.P. Parlindungan. Op.Cit. hal. 80-81 
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Dengan adanya Badan Pertanahan Nasional, maka bangsa Indonesia 

memiliki suatu Lembaga Non departemen yang dapat menolong masyarakat 

di daJam mencari kepastian hak atas tanah yang mereka miJiki. 

b. Pelaksana Pendaftaran Tanab 

PeJaksana pendafuan tanah dalam PP no. 24 tahun 1997 diatur daJam 

pasal 6 yang diatur sebagai berikut: 

"I. DaJam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal .. 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah 

dilakukan oleh KepaJa Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan 

tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan 

yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat Jain. 

2. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan 

dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan 

Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan". 46 

Dan kedua ayat ini terdapat penjelasan-penjelasan mengenai 

isi ayat tersebut: 

"Ayat(I) 

Yang dimaksud kegiatan-kegiatan tertentu yang 

pelaksanaannya ditugaskan kepada pejabat Jain, adalah kegiatan 

pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilaya kerja Kantor 

Pertanahan, misaJnya pengukuran titik dasar telmik, pemetaan 

fotogramen, dan lain sebagainya 

46 Hadi Setia Tunggal, Op.Cit , hat 7..S 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud kegiatan-kegiatan tertentu adalah misalnya 

pernbuat akta PPAT oleh PPAT atau PPAT sementara, pernbuatan 

risalah lelang oleh pejabat lelang, ajudikasi dalam pendaftaran tanah 

secara sistematis oJeh panitia ajudikasi dan lain sebagainya".47 

Dari penjelasan di atas AP. Parlindungan memberikan penjelasan 

sebagai berikut: "Kanwil akan melakukan suatu pendaftaran tanah yang Juas, 

seperti untuk llG.U. dan sebagainya. Untuk pejabat lain selain PPAT, 

tercatat PPAT sementara (kepala desa), PPAT, Pejabat Kantor LeJang, Panitia 

Ajudikasi yang dilakukan bukan oleh Kepala Kantor Pertanahan".48 

Selain dari dua pelaksana seperti yang dijelaskan di atas yaitu Kepala 

Kantor Pertanahan dan PPA T masih teTdapat pelaksanan pendaftar tanah 

yang lain yaitu pelaksana untk pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu 

panitia ajudikasi, yang dalam PP no. 24 tahun 1997 ini diatur dalam pasal 8: 

.. ( l) Dalam pelaksanaan pendaftaran 1anah secara sistematik, Kepala 

Kantor Pertanahandibantu oleh panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh 

menteri dan pejabat yang ditunjuk. 

(2) Susunan Panitia Ajudikasi sebaga:imana dimaksud pada ayat (l) 

terdiri dari: 

a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh 

seorang pegawai Kepa]a Kantor Pertanahan; 

b. Beberapa orang anggota yang terdiri dari: 

47 Hadi Setya Tunggal, Op. Cit hal 54 
48 A.P. Parlindungan. Op.Cit, hal 8 
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1) seorang pegawai Kepala Kantor Pertanahan yang 

mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran 

tanah; 

2) seorang pegawai Kepala Kantor Pertanahan yang mempunyai 

kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak a1aS tanah; 

3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang 

Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya 

(3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang 

anggota yang sangat diperJukan daJam penuJaian kepastian data 

yuridis mengenai bidang tanah. di wilayah desa/kelurahan yang 

bersangkutan. 

( 4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibuat oleh satuan 

tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengwnpul dan 

yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, SUSWlaD dan 

kegiatannya diatur oleh Menteri. 

(5) Tugas dan weweng Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh 

Mentert'.49 

Pasal 8 terdapat penjelasan untuk ayat 1 dan 3 sebagai berikut: 

"Ayat 1; Menginagat pendaflaran tanah secara sisrenatik pada 

umumnya bersifat masal dan besar--besaran, maka dalam 

melaksanakannya ·Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh 

Panitia yang khusus dibentuk untuk itu, sehingga dengan demikian 

tugas rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu. 

49 Hadi Setia Tunggal, Op.Cit , hal 8-7 
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Ayat 3; Ketentuan ini dirnaksudkan lDltuk memLD1gkinkan 

dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar 

wiJayahlkepemili.kan bidang tanah setempat daJarn Panitia Ajudikasi, 

khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat". 50 

Selain PP no. 24 tahun 1997 haJ.haJ rnengenai pembentukan Panitia 

Ajudikasi diatur dawn PP no. 3 tahun 1997 pasal 48 - 54. Dan yang 

dirnaksud Panitia Ajudikasi adaJah suatu kepanitiaan yang meJakukan 

pendaftaran tanah awal desa demi desa. Sedangkan pengertian Ajudikasi itu 

sendiri adaJah kegiatan yang diJaksanakan daJam rangka proses pendaftaran 

tanah untuk pertama kali. meliputi _pengumpulan dan penetapan kebenaran 

data fisik dan data yang yuridis mengenai satu atau bebempa obyek 

pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya 

Dalam pelaksanaannya pendaftaran tanah secara sistematik: diperlukan 

bantuan suatu Panitia Ajudikasi, karena pada umumnya pendaftaran secara 

sistematik bersifat masal dan besar-besaran, hingga dengan demikian tidak 

alcan terganggu tugas rutin Kantor Pertanahan. Boedi Harsono menjelaskan 

mengenai panitia dan tugas dari Panitaia Ajudikasi beliau menjelaskan 

sebagai berikut: 

"Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik 

diperJukan bantuan suatu Panilia Ajudikasi, karena pada wnumnya 

pendaftaran secara sistematik bersifat massal dan besar 4>esaran hingga 

dengan demikian tidak alcan terganggu tugas rutin Kantor Pertanahan 

'° Hadi Setia Tunggal, Op.Cit, ha! . 55 
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Panitia terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat 

oleh seorang pagawai Badan Pertanahan Nasional dan 3 tau 4 orang 

anggota, yaitu seorang pegawai BPN yang mempwiyai kemampuan 

pengetahuan dibidang pendaftaran tanah. seorang pegawai BPN yang 

mempunyai kemampuan pengetahuan hak-hak atas tanah,. sdang yang 

ketiga (dan keempat) adalah Kepala/Kelurahan yang bersangkutan dan 

atau seorang Pamong Desa/KeJurahan yang ditwijuknya. Keanggotaan 

Panitia tersebut dapat ditambah dengan soerang anggota yang sangat 

diperlukan daJam peniJaian kepastian data yuridis mengenai bidang

bidang tanah di wilayah desa/keturahan yang bersangkutan. Ketentuan ini 

memungkinkan Tetua Adat yang mengetabui benar wiJayah/kepemilikan 

bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia, khususnya di daerah yang 

hukum adatnya masih kuat 

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dibantu oleh 3 satuan 

tugas, yaitu satuan tugas pengul,mm dan pemetaan, satuan tugas 

pengumpul data yuridis dan satuan togas administrasi, yang masing

masing terdiri atas sejumlah petugas. Maka da1run kenyataan dalam 

praktek, sebagai yang telah dilaksanakan pada kegiatan ttji coba 

pendaftaran ta.nab sistematik di wilayah Depok, Bekasi dan Karawang, 

Jawa Barat, tempat bekerja Panitia Ajudikasi tersebut merupakan suatu 

Kantor Pertanahan kecil".51 

Ke-3 pelaksana pendaftaran ta.nab, dengan tugas.tugasyang mereka 

miliki diharapkan dapat melakukan kegiatan-kegiatan pendaftaran tanah 

~1 Boe.di Harsono, Op.Cit, hal. 471-472 
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dengan baik sehingga dapatJah pendaftaran tanah itu berjaJan dengan Jancar, 

maka masyarakat tidak mengalami kesulitan di dalam melakukan kegiatan 

pendaftaran ta.nab, untuk memperoJeh hak atas tanah mereka 

c. Pejabat Pembuat Akta Taoah 

Pejabat pembuat akta tanah dengan berJakunya Pl' no. 24 tahun J 997, 

diatur secara jelas dan lebih lengkap. tatapi tidak. banya PP no. 24 tahun 

1997, ada Undang-undang Peraturan Pemerintah yang Jain, bahkan peraturan 

yang khusus mengatur tentang PPAT dalam PP no. 24 tahun 1997, PP AT 

diatur daJam PP no. JO tahwi .1961 dan PMA no. JO tahun 196 J yang diatur 

sebagai berikut; Dalam PP no. 10 tahun 1961 pasal 19 dinyatakan bahwa: 

setiap perjan jian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah. memberikan 

suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan 

hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang 

dibuat o1eh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria 

(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Pejaba1). 

Sedangkan da.lam PMA no 10 ta.hWl 1961 menjelaskan bahwa yang 

diangkat sebagai pejabat adalah: 

J) notaris, 

2) pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam Iingkungan Departemen 

Agraria yang dianggap mempunyai pengetabuan Jain cukup dengan 

peraturan-peraturan pendaftaran tanah dengan peraturan-peraturan lain 

yang bersangkutan dengannya yang bersangkutan dengan persoaJan 

peralihan ahak atas tanah 

3) para pegawai parnongpraja yang pemah melakukan tugas seorang pejabat 
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4) Orang-orang lain yang telah luJus dalam ajian yang diadaJan oJeh Menteri 

Agraria. 

Pasal 3 PMA no. t O tahun 61 ini juga mengatur tentang informasi dari PPA T 

sebagai berikut: 

Dalam ketentuan pasal 3 PMA no. 10 tahun 1961 disebutkan tentang 

infonnasi dari PPAT sebagai berikut: 

1) Untuk setiap kecamatan atau daerah yang dinamakan dengan itu 

(seJanjutnya daJam Peraturan ini disebut: Kecamatan) diangkat seorang 

Pejabat yang bertugas mem.buat akta perjaajuan yang dimaksud dalam 

pasa1 J 9 Peraturan Pemerintah no. JO tab un 1961 tentang pendaftaran 

tanah (selanjutnya daJrun Peraturan ini disebut: Pejabat) 

2) Dalam haJ-haJ tertentu, atas usuJ Kepa.la Jawatan Pendaftaran Tamth, 

Menteri Agraria dapat menunjukkan beberapa kecamatan sebagai daerah 

kerja seorang pejabat 

3) Dalam hal tertentu, atas usul Kepala Jawatan Pendaftaran Tan.ah; Menteri 

Agraria dapat pu1a mengangkat Iebih dari seorang Pejabat untulc 

kecamatan. 

Yang kemudian kedua peratuan itu dicabut dan diganti dengan 

peraturan yang baru yaitu PP no. 24 tahun 1997 dan PP no. 37 tahun 1998. 

Hal ini dilakukan untuk memperjelas suatu peraturan untuk PPAT. beserta 

tugas dan wewenangnya atau mekarusmenya yaitu PP no. 40 dan PP no. 41 

tahun 1995. UU no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan aturan-aturan 

yang berlaku saat ini tentang PPAT sangat berbeda dengan PP no. JO tahun 

1961 dan PMA no IO tahun 1961. 
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PP no 10 tahun 1996 menyebutkan tentang PPAT dalarn pasal 14 ayat 

6 dengan pasal 15 ayat 2 yang menyatak.an sebagai berikut: 

Pasal 14 ayat6: 

"(6) Bentuk dan ini akta Pejabat Pembuat Akta Tan.ah. bentuk dan isi 

buku tanah hipotik sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( J) serta hal

hal lain mengenai pendaftaran hipotik dan pemberian sertipikat 

sebagai tanda bukti, ditetapkan dan diseJenggarakan berdasarkan 

ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam 

pasaJ 19 Undang-W1dang Nomor. 5 tahun J 960"'. 52 

Pasal 15 ayat2: 

.. (2) Bentuk dan isi akta Pejahat Pembuat Akta Tanah dan hal-hal lain 

mengenai pencatatan fidusia sebagaimana dimaksudkan da.lam ayat 

( 1) ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan 

Pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 Undang

lllldang Nomor. S tahun 1960 .. _53 

Di dalam pasal l ayat (4) UU no. 4 tahun 1996 disebutkan definisi dari 

Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu: 

"(3) Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, 

adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta 

pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan 

akta akta pemberian kuasa pemberian Hak Tanggungan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku".54 

51 Boedi Harsono, Op.Cit, haJ. J 50 
53 Boedi Harsono, Op.Cit, haJ. J 51 
~ Boedi Harsono, Op.Cit, hal. 154 
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Sebelwn disebut sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah PPA T disebut 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. yang tidak secant tegas diatur 

perubahan itu, Hal ini terjadi dengan adanya Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional no. t tahun 1989 tentang instruksi Menteri Dalam 

Negeri no. 16 tahun 1983 tentang ketentuan bentuk dan stempeJ jabatan. 

stempel dinas, kop naskah dinas dan Papan nama instansi di lingkunagan 

organisasi Pemerintah daerah dan wiJayah dan surat Menteri Pertanian dan 

Agraria tanggal 8 Mei 1964 no. Sekra 912/12 tentang instruksi bagi para 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk memasang papan jabatan didepan tempat 

kerjanya dan perihal bentukjabatan pejabat. Dengan peraturan ini Penjabat 

Pembuat Akta Tanah menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Pasal 1 PP 37/1998 ayat I juga mengatur tentang definisi Pejabat 

Pembuat Akta Tanah: "Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut 

PPAt, adlam pejabat wnum yang diberi kewenangan untuk membuat akta

akta otentik mengenai perbuatan hukwn tertentu mengenai hak atas tanah 

atau HakMilik a1as satuan nnnahsusun".55 

Mengenai definisi PPAT ini, AP Parlindungan berpendapat bahwa: 

"Apa yang akan diuraikan pada pasal ( 1) ini, telah memperjelas 

tentang pengertian PPAT tersebut, sehingga kita mengenal beberapa 

PPAT sehingga berbeda seperti yang diatur oJeh PMA no 10 tahWI 1961, 

yaitu PP AT-notaris, PPAT -camat, PPAT-ex pegawai BPN dan PPAT dari 

mere.lea yang Jul us ujian yang diadakan oleh pemerintah 

53 AP. Parlindungan, haJ 177 
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Tidak berarti PPAT-notaris. PPAT -ex pegawai BPN bisa bebas 

dari ujian PPAT, seperti yang terjadi pada waktu mulai dilaksanaknnya 

jabatan PPA T di tahun 1961. 

Dalam pasal I ini dikenal PPA T baik itu notarit:S atau yang khusus 

menempuh ujian PPAT. Demikian pula dikenal PPAT sementara yaitu 

Camat atau Kepala Desa tertentu untuk melaksanakan tugas PPAT, 

karena di daerah tersebut be1wn cukup PPA T'. 56 

PP no 24 tahun 1997 dalam pasal 7 mengatur temang PPAT. yang 

menyebutkan: 

"(l) PPAT sebagaimana dimaksud dalarn pasal 6 ayat (2) diangkat dan 

diberhentikan oJeh Menteri 

(2) Untuk desa..<fesa dalain wilayah yang terpencil Menteri dapat 

menuqjuk PPAT sementara 

(3) Peraturan Pejabat PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 57 

Ayat 2 pasal 7 PP no. 24 tahun 1997 terdapat penjeJasan mengenai 

ayat 2 tersebut: 

"ayat 2. Ketentuan ini dirnaksudkan untuk mempermudah rakyat 

didaerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk meJaksanakan perbuatan 

hukum mengenai tanah. Yang dinmjuk sebagai PPAT Sementara adaJah 

Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan. 

yaitu Kepala Desa,,. 58 

56 Op.Cit, hal J 78 
:n Hadi Setia Tunggal. Op.Cit, hal 8 
58 Hadi Setia Tunggal, Ibid. 
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Tugas pokok dan wewenang PP AT diatur daJam PP 37 tahun 1998 

pasal 2 dan 3. 

Tugas pokok PPAT (pasal 2): 

1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian pendaftaran tanah dengan 

membuat aJcta sebagai bukti teJah dilakukannya perbuatan hukwn tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang 

akan dijadikan dasar bagi pendaftaran pembuatan data pendaftaran tanah 

yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

2) Perbuatan hukwn sebagaimana dimaksud pada ayat (J) adalah sebagaj 

berikut: 

a) juaJ-beli 

b) tukar-menukar 

c) hibah 

d) pemasukan ke daJam perusabaan (inbreng) 

e) pembagian hak bersama 

f) pemberian Hak Guna Bangwian/Hak Pakai atas tanah Hak Milik 

g) pemberian Hak Tanggungan 

h) pemberian kuasa pembebananHak Tanggw1gan 

Wewenang PPAT (pasal 3) 

1) Untuk me1aksanakan tugas pokok sebagai dimaksud daJam pasal 2 

seorang PP AT mempanyai wewenang membuat akta otentik mengenai 

semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalarn pasaJ 2 ayat (2) 

mengenai hak atas tanah dan Hale Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 

terletak di daerah wilayah kerjanya 
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2) PPAT k:husus hanya membuat akta rnengenai [erbuata hukwn yang 

disebut secara khusus dalam penunjukannya 

Penjelasan pasa1 demi pasal 

Ayat (1) Sesuai dengan pejabat PPAt sebagai pejabat umum, akta yang 

dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta outentik 

Seperti penjelasan pasal 3 ayat 1 mengenai kedudukan akta yang 

dibuat oleh PPAT adalah sebagai akta otentik, maka akta-akta yang menjadi 

wewenang dari seorang PPAT diatur dalam PP no. 37 than 1998 pasal 4, 

akta-akta tersebut adaJah: 

1) PP AT hanya berwenang mernbuat alcta mengenai bak atas tanah atau Hale 

Milik At.as Satuan Rwnah Suswi yang terletak di daJam daerah .kerjanya 

2) Akta tukar menukar, akta pemasukan ke ~ dan akta pembagian 

hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas 

Satuan Rurnah Susun yang tidak sernuanya terletak di daerah kerja 

seorang PPA T dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi 

salah satu bidang tanah atau satuan rmnah susun yang haknya menjadi 

obyek pembuatan hukum dalarn akta. 

Penjelasan pasa1 demi pasal 

Ayat (1) Pada dasamya PPA T hanya berwenang membuat akte menganai 

tanah atau satuan nunah susun yang tedetak di daerah kerjanya, 

kecuali kalau · ditentukan lain menurut pa.sat ini. Pelanggaran 

terhadap ketentuan pasal ini mengakibatkan aktanya tidak sah dan 

tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran. 
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Ayat (2} PengecuaJian yang dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan PPAT 

tanpa ij in terlebih dahulu. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa PPAT memiliki kegiatan membantu 

kepala kantor pertanahan dalam melaksanakan tugas dibidang pendaftaran 

tanah (pasal 6 ayat 2 PP 24 tahun 1997), mengenai kegiatan ini Boedi 

Harsono berpendapat bahwa: 

"Ketentuan pasaJ 6 ayat (2) bahwa daJam melaksanakan pendaftaran 

tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT. menimbulkan salah 

pengertian pada sementara PPAT dalam arti bawahan KepaJa Kantor 

Pertanahan. Tugas PPAT membantu Kepala Kantor Pertanahan harus 

diartikan dalam rangka peJaksanaan kegiatan kegiatan pendaftaran tanah 

dalam pasal 6 ayat ( 1) ditugaskan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

Dalam melaksanakan tugasnya mendaftar hak tanggungan dan 

memelihara data yuridis yang sudah terlrumpu] dan disajikan di 

kantomya. yang disebabkan karena pembebanan dan pemindahan hak 

diluar Jelang, kecuaii dalam hal khusus sebaga:imana dimaksudkan dalam 

pasal 37 ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan mu1lak memer/ulran data 

yang harus disajikan dalam bentuk akta yang hanya ho/eh dibuat oleh 

seorang PPAT. Dalam memutus akan membuat atau menolak: membuat 

akta mengenai perbuatan hukum yang akan dilakukan di hadapannya. 

PPAT m.,empunyai kedudukan yang mandiri, bukan sebagai pemhantu 

pejabat Jain. Kepala Kantor Pertanaban, bahkan siapapun tidak 

betwenang memberikan perintah kepadanya atau melarangnya membuat 

akta. Seorang PPAT bukan hanya berhak, ia bahkan wajib menolaknya, 
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apabila hal itu akan berakibat rneJanggar ketentuan yang berfaku, karena 

pelaksanaan tugas PPAT sudah ada ketentuannya dalam UU 16/1985. UU 

411996, PP 24/1997 dan peratwan-peratwan hukwn materiiJ yang 

bersangkutan. Dalam ketentuan itulah ketentuan pasal 6 ayat (2) tersebut 

harus diartikan ". 59 

3.2 Pembuktian Bak Lama 

Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi 

hak-hak Jama, ini dfatur dalarn pasaJ 24 ayat (1) PP no. 24 tahun 1997 sebagai 

berikut: 

"'Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konversi hak

hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa 

bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pemyataan yang hetsangkutan 

yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaftanm tanah 

seca.ra sisternatik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran 

tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang 

hak dan pihak-pihak Jain yang rnembebaninya".60 

Ayat 1 pasal 24 ini terdapat penjelasan-penjelasan tentang isi ayat I ini: 

"Ayat(l) 

Bukti kepemilikan tanah itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan alas 

narna pemegang pada waktu bcr1alrunya UUP A dan, apabila hak tersebut 

59 Boedi Harsono. Op.Cit, hal . 470-471 
(i{) Hadi Setya Tungga1, Op.Cit, hal 18 
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kemudian beralih, bulcti peralihan hak berturut-twut sampai ke tangan 

pemegang hak pada waktu pembukuan bak. 

AJat-aJat bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa: 

a grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 

Ordonantie (S.1834-27) yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak 

eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak rnilik atau 

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 

Ordonantie (S.1834-27) sejak berlakunya . UUPA sampai tanggal 

pendaftaran tanah diJaksanakan menurut PP no. JO tahun 1961 di daerah 

yang bersangkutan; atau 

c. surat tanda bukti hak miJik yang diterbitkan berdasarlcan Peraturan 

Swapraja yang bersangkutan; atau 

d sertifikat hak milik yag diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 

nomor 9 tahun 1959, atau 

e. swat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik 

sebelum ataupun sesudah berlakunya UUP.A, yang tidak disertai 

kewajiban untuk rnendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi 

semua kewajiban yang disebut didalamnya; atau 

f. akta pemindahan hale yang dibuat dibawah tangan yang chbubuhi tanda 

kesaksian Kepala Adat/KepaJa Desa/KeJurahan yang dibuat sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau 

g. akta pemindahan hak atas tanh yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya 

belum dibukukan;l atau 
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h. akta ikrar wakaflsurat ikrar wakaf yang dibuat sebelurn atau sejak muJai 

dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 t.ahun 1977; atau 

1. risaJah JeJang yang dibuat oleh Pejabat LeJang yang benvenang yang 

tanahnya belum dibukukan; atau 

J. swat penunjuk atau pembeJian kaveJing tanah pengganti; ta.nab yang 

diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah; atau 

k. Petuk Pajak Burni/Landrente, girik, pipil. ke.kitir dan Verponding 

Indonesia sebelum berlak.unya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 

1961; atau 

I. Surat keterangan riwayat tanah yang ~omah dibuat oleh kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan; atau 

m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga 

sebagaimana dimaksud dalam pasal II,IV dan VI Ketentuan-k:etentuan 

Konversi UDP A 

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian 

kepemilikan itu dapat dilakukan dengan .keterangan saksi atau pemyataan 

yang bersangkutan yang dapat dipereaya kebenarannya menurut pendapat 

Panitia Ajudikasi dalam pendaftamn tanah secara sistematik atau oleh KepaJa 

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanab. secara sporadik. Yang dimaksud 

dengan saksi adalah yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui 

kepemilikan tersebuf'. 61 · 

Pasal 17 dan 18 Peraturan Menagria/K..B.P.N no. 3 tahun 1995 menyebutkan 

sebagai berikut 

61 Hadi Setya Tunggal, hal. 62-64 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Peranan Kutipan Buku ... Christiana Wati, S.H.

81 

J) Alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud daJarn pasal 16 dapat berupa: 

a) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 

Ordonantie (S.1834-27) yang teJah dibubuhi cata~ bahwa hak 

eigendom yang bersangkuta.n dikom•ersi menjadi hak milik., atau 

b) grosse akta hak eigendom yang diterbitbn berdasarkan Overschrijvings 

Ordonantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal 

pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP no. l O tahun J 96 I di daerah 

yang bersangkuta~ atau 

c) surat tanda bukti hak miJik yang diterbitkan berdasarlam Pe.raturan 

Swapraja yang bersangkutan, atau 

d) sertifikat hak milik yag diterbitkan berdasarlcan Peranmm Menteri 

Agraria nomor 9 tahun 1959, atau 

e) sertifikat hak atas ~ Hak Milik atas satuan rumah susWl dan wakaf 

yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan, 

atau 

f) sertifikat hak atas tanah dan waka( yang diterbitkan berdasarkan PP 

l 0/1961, yang dilengkapi dengan gambar situasi, atau 

g) sertifikat bak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan pasa1 t 7 PP 

l 0/1961 ( .. sertifikat sementara"); atau 

h) surat keputusan pemberian hale milik dari pejabat yang berwenang, baik 

sebelwn ataupun ~udah berlakunya UUPA, yang tidak disertai 

kewajiban untuk mendaflarkan hak yang diberi~ tetapi telah dipenuhi 

semua kewajiban yang disebut didalarnnya, atau 
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i) akta pemindahan hak yang d.ibuat berdasarkan hukum adat, yang 

dibubuhi tanda kesaksian Kepala Desa/Kelurahan. atau 

j) akta pemindahan hak yang d.ibuat oJeh PPAT yang berwenang;_ atau 

k) akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai 

diJaksanakan Peratwan Pemerintah Nomor 28 tahun J 977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik. atau 

J) risaJah Je1ang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, atau 

m) surat penunjuk atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang 

diambil oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau 

n) berbagai bentuk surat keterangan waris, atau 

o) Petak Pajak Bumi/ dan Verponding Indonesia tahun 1960, atau 

p) Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh kantor Pelayanan Pajak 

Bumi clan Bangunan. atau 

q) Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis yang tidak termasut da1am 

huruf a s/d p yang dapat dipergunaJmn sebagai pettmjuk mengenai 

dilakukannya suatu prbuatan hukwn tertentu yang terjadi suatu peristiwa 

hukum tertentu. 

l) Dalam hal alat bukti tertulis sebagaimana dim.aksud dalam pasal 17 tidak ada. 

dapat digunakan alat bukti tidak. tertulis berupa penguasaan fisik atas bidang 

atau bi dang-bi dang tanah yang bersngk.utan dan seterusnya 

a) Atas bukti hale eigondom yang terakhir ini tidak: jelas maksudnya .tetapi 

jika sudah dilaksanakan pendaflaran menurut PP 10 tahun 1961 maka 

tanah tersebut sudah merupakan sertifikat hak atas ta.nab, sedangkan atas 

grosse hak eigondom yang sudah dicap dengan konversi meajadi Hak 
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Milik untuk: didaftarakan sebagai sertifikat Hak Milik, atau Hak Guna 

Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. 

b) Atas penjelasan no. c, bukti surat tanda hak miJik yang diterbitkan oJeh 

peraturan Swapraja, dan (k) petuk pajak bumi/land rante, gin"k, pipil, 

ketitir dan verponding Indonesia sebelum berJakunya PP JO tahun 1961 , 

demikian pula (f) alcta pemindahan hak yang dibuat dibawah 1angan yang 

dibubuhi tanda kesaksian Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang 

dibuat sebelum berlakunya PP 24/1997 adalah merupakan tanah adat 

yang dikonversi meajadi Hak Milik mem.u-ut UUP A 

c) Srtifikat hak milik berdasarkan PMA no 9 tahun 1959 (d) dan demikian 

juga surat keputusan ( e) dari pejabat yang berwenang sebelwn atau sejak 

berlakunya UDP A dan yang terak:hir tidak. ada kewajiban untuk 

di~ dan swat penunjuk kafeling tanah pengganti yang diambil 

oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah 

d) Aleta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT, tetapi tanah belum 

dibukukan, risalah lelang yang dibuat Pejabat Lelang tetapi lanahnya 

belum dibukukan 

e) Surat keterangan riwayat tanah yang pemah dibuat oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Bwnu dan Bangunan 

f) Hak-hak adat yang dimaksud dalatn Ketentuan Konversi pasal II, pasal 

VI, pasal VII. (Silaka lihat Parlindungan Konversi atas Hak-hak Atas 

Tanah penerbit CV. Mandar Maju Bandung). 

Dan mengenai hak-hal seksi dan penilaian kebenaran kemrangan para 

saksi clan penilai kebenaran keterangan para saksi clan anggota masyarakat yang 
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bersngkutan diatur secara rinci dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri 

no 3 tahun 1997 

Maka mengenai kepemilikan itu ada tiga kemungkinan alat 

pembuktiannya yaitu: 

1) Bukti tertulisnya lengkap: tidak. memerlukan tambahan alat bukti lain; 

2) Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi: diperkuat keterangan saksi dan 

atau keterangan yang bersangkutan; 

3) Bukti tertuJisnya semuanya tidak ada lagi : diganti keteraogan saksi dan 

atau pernyataan yang bersnagkutan; 

tetapi semua akan diteJiti Jagi meJaJui pengwnwnan, wrtuk memberi 

kesempatan pada pibak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. 

AJat-aJat bukti yang diperlukan untuk mendaftarlcan hak atas tanahnya berasaJ 

dari hak-hak lama yang berupa bukti tertulis keterangan saksi, pemyataan yang 

bersangk~ dinilai benar oleh Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahn 

yang tidak atau tidak lagi tersedia secara Jengkap alat buktt kepemilikan secara 

tertulis. Pembukuan hak diatur dalam pasa124 ayat 2 PP no 24 tahun 1997 yang 

mengatur sebagai berikut: 

"Dalam tidak ada lagi yang tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). pembukuan hak dapat dilakukan 

berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan 

selama 20 (dua puJuh) tahtm atau lebjh secara lebih secara berturut-turut oleh 

pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya., dengan syarat: 
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a. penguasaan tersebut diJakukan dengan itikat baik dan secara tetbuka oleh 

yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh 

kesaksian orang yang dapat dipercaya; 

b. penguasaan tersebut baik sebelum atau selama pengumuman sebagaimana 

dimaksud daJam pasaJ 26 tidak dipennasalahkan oleh masyaralcat hukum 

adat/desa/kelurahan yang bersangktan ataupun pihak lain". 62 

Dengan penjelasan ayat ke-2 seperti demikian: 

"Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat 

menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), baik yang 

berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal 

demikian pembukuan hak dapat diJakukan tidak berdasarlam bukti 

kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan tisik yang telah 

dilakukan oleh pemohon dan pendahuhmya. Pembukuan hak dalam ayat ini 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangktan dilakukan 

secara nyata dan dnegan itikat baik selama 20 talion abw Jebih secara 

berturut-turut; 

b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu 

tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oJeh 

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkut.an; 

c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oJeh kesaksian orang-orang yang dapat 

dipercaya; 

62 Hadi Setia tunggal, Op.Cit. hat. 18-19 
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d bahwa teJah diberikan kesempatan kepada pihak Jain lll1tUk mengajukan 

keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 26; 

e. bahwa teJah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran haJ-hal yang 

disebut diatas; 

f. bahwa akhimya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya 

dituangkan daJam keputsan berupa pengakuan hak yang bersnglrutan oleh 

panitia ajudikasi dalarn pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh 

KepaJa Kantor Pertanahan daJam pendaftaran tanah secara sporaditr'.63 

Pembuktian hak-hak lama, sngat dipedukan terutama untuk masyarakat 

dipedesaan, yang mereka masih belwn memiJiki bukti sertifikat a1aS tanah 

mereka, bahkan dengan keadaan yang seperti itu banyak timbul sengketa dalam 

masyarakat tersebut Salah satu pihak dalam sengketa memiJiki tanah hanya 

di]engkapi dengan aJat bukti Letter C, dan tanah tersebut menjadi sengketa, dan 

saya akan menjelaskan contoh sengketa dengan suatu kasus dari posisi suatu 

pengadilan nomor: 38/pdt6/l 994/P.N. BCT. 

• "Pak Sarni, adalah seorang warga Kebonduren, kecamatan Ponggok. 

kabupaten BJitar. adalah seorang yang memiliki tanah: 

1) 3 tanah sawah persil = luas 300 ~ 0,515 Ha, 512 ru 

2) J tanah pekarangan persiJ = luas 0.515 Ha 

3) 1 tanah kering persil = luas 155 Ha 

4) sebuah bangwian rumah dan warung Juas 155 ru 

5) satu buah mesin diesel penggiling pa.di 

63 Op.Cit, hat 64 
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Dan bapak Sarni ini meninggal dunia tahun 1979 dan meninggalkan 3 orang ahli 

wans. 

• Harta peninggalan dijadikan sengketa 3 orang ahli waris karena mereka 

merasa berhak atas harta peninggalan. 

• Ahli waris adalah: 

1) Mbok Sutinah adlah istri pertama Pak Sarni yang selama perkawinannya 

mereka tidak dikaruniai anak 

2) Mbok Moer adalah istri kedua dari Pak Sarni 

3) Soini adalah anak hasiJ perkawinan antara Pak Sarni dan Mbok Moer 

Mbok Moer dalam perkara ini disebut penggugat I, Soini penggugat II. 

Mbok Sutinah penggugat I. 

• Yang kemudian penggugat I & II mengajukan gngatannya tertanggal 24 

Agustus 1994, ke Pengadilan Negeri Bli1ar, untuk menggugat Mbok Sutinah 

penggugat I, Adi Sukamto tergugat II adalah anak angkat dari tergugat I, 

Saeri Salim, Imam Katimin, Mbok Kami adalah sebagai tergugat III,IV, V, VI. 

Penggugat I clan II daJam gugatnnya mengemukakan bahwa tergt®rt I & II 

dengan melawan hukum telah menguasai harta peninggalan tersebut, dan 

secara melawan bukum tergugat I telah menjual harta peninggalan tersebut 

pada tergugat ~III, IV, V dan VI. Dan penggugat I & II meminta supaya 

harta peninggalan tersebut dikembalika.n pada penggugat I & II. 

• Yang kemudian tergugat mengajukan jawaban atas gugatan tersebut dalam 

gugat rekonpensinya tertanggal 29 September 1994, yang pada pokoknya 

para tergugat menolak seluruh dalil para penggugat kecuali hal-ha.l yang 

secara tegas danjelas para tergugat membenarkannya. 
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• Tergugat I membenarkan bahwa tergugat adaJab istri sah dari Bapak Sarni 

yang dalam masa perkawinannya tidak dikaruniai ana.lc, tergugat I meminta 

supaya diuji kebenaran dari pengakuan penggugat yang menyatakan 

hubungan keluarga antara penggugat I & I~ tergugat [ juga menyatakan 

sebe]um menikah dengan Bapak Sarni . tergugat I telah memiliki hal1a yaitu 

beberapa bidang tanah dan rumah sendiri, dan tergugat I menyatakan bahwa 

sebenamya penggugat I & II yang secara melawan hukum telah menguasai 

milik Pak Sarni tersebut. 

TergugatII 

• Tergugat I membenarkan bahwa dia adalah anak angkat tergugat I dan 

sebelwn Pak Sarni meninggaJ tergugat I sudah punya harta sendiri, yaitu 

tanah dan rumah_ Dan mengenai tanah yang dimiliki dtl>eli 1angsung dari 

Bapak Sarni itu, dan mengenai penggilingan pacli itu sebenamya milik 

tergugat II sendiri, dan tergugat II juga membenamm pemah menjual tanah 

kepada tergugat III, IV. V,dan VI tetapi yang dijual milik tergugat II sendiri. 

Tergugat III, IV, V, VI 

• Menjelaskan bahwa pemah membeli 1anah dari yang tergugat yang dilakukan 

secara terbuka dan tunai, dan membenarkan bahwa tergugat I adalah istri sah 

Pak Sarni, mengenai hubungan Pak Sarni dengan tergugat I & II . tidak 

diketahu~ juga mengenai harta Pak Sarni tergugat tidak mengetahuinya 
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• Dalam Rekonpensi, dalam hal ini tergugat menjadi para penggugat 

Rekonpensi (I. n. III. IV. V dan VI), dan penggugat menjadi tergugat 

rekonpensi II & II. 

Penggugat I & II Rekonpensi 

Menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam konpensi 

tersebut diatas dianggap tercantwn dan teruJang dalam konpensi ini, dan 

menyatakan 2 bidang tanah milik Pak Sarni itu masih dalarn penguasaan para 

tergugat I dan II rekonpensi, menyatakan bahwa penggugat 1 & II rekonpensi 

itu mengembalika 2 bidang tanah yang dilruasai oleh mereka itu, danjual beli 

antar penggugat I & II rekonpensi dengan penggugat III. JV. V. dan IV 

rekonpensi itu sah dan benar. 

Penggugat III, IV, V, VI Rekonpensi 

Membenarkan jual beli antara penggugat III, IV, V, dan IV adaJah sah dan 

benar. 

• Kemudian terhadap jawaban tergugat maka kuasa penggugat mengajukan 

repliknya dan jawaban atas gugatan rekonpensi tertanggal 19 Oktober 1994, 

dan telah diajukan oleh kuasa tergugat rekonpensi yaitu dupuknya tertanggaI 

l November 1994 

• Untuk memperkat dalil..<falil yang diajukan bukti-bukti Pl s/d P7 dan saksi

saksi yang diajukan di muka persidangan. 

Saksi SARDI : Yang menyatakan kenaJ Pak Sarni yang memili.ki 2 istri yaitu 

Sutinah dan Mbok Moer, dan dengan Sutinah saksi juga 

rnengatahui bahwa Pak Sarni tidak punya anak, dan saksi juga 

mengetahui bahwa Pak Sarni memiliki harta sawah., tegal, 
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tanah pekarangan, 3 buah rumah, 2 buah nunah, dan 1 mesin 

penggiling padi. 

Saksi adalah teman Pak Sarni clan mengetahui Pak Sarni 

punya 2 istri, kesaksian lainnya sama dengan kesaksian Sardi, 

dan saksi j uga menambahkan bahwa ia mengetahui harta Pak 

Sarni belum dibagi waris. 

Saksi SUDARNO : Saksi adaJah kepaJa sub bagian produksi Pemda Tk. lI Bfitar, 

melayani masyarakat yang berkaitan dengan masa1ah produksi 

clan ijin permohonan dan menyatakan bahwa Adi Sukamto 

mengajukan ijin penggilingan padi pada tanggal 20 Desember 

1980 yang sebelwnnya ijin tersebut atas nama Pak Sa.mi 

NOC.PCT.0124n4 I/l970. 

Saksi MURJIANTO: Adalah Kepala Desa Kebonduren, meogetahui bahwa istri 

Pak Sarni ada1ah Mbok Sutinah, sedang mengenai Mbok Moer 

tidak mengctahui, mengenai buku letter C desa Kebonduren 

sehelum tahun 1976 adalah ditarik di kanror JPEDA Tulung 

Agung dan mengenai penggilingan padi itu diketahui sebagai 

milik Adi Sukamto dan sebagai Kepala Desa bukti PS tidak 

diketahui oleh saksi 

Sak:si ALI ASADI: Saksi sekretaris desa Ponggok, mengenaJ Pak Sarni dan 

mengetahui bahwa catatan hulc.u desa Ponggok umah 

sengketa persi/ No. 18 DJ luas 0,155 Ha alas nama Sari 

Adisuren tahu 1970 dijual lcepada Adi Sulwmto Kuinr No. 

2242 dan saksi sendiri yang menyaksikan. 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Peranan Kutipan Buku ... Christiana Wati, S.H.

91 

Saksi Drs. TRAZZA W AHUNG : KepaJa Seksi Pendaflaran Tanah Bdan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar 

• Kuasa tergugat juga mengajukan bukti-bukti dan saksi untuk menguatkan 

dalil-dalil yang mereka kemukakan, yaitu bukti surat TIT 1 s/d 18 dan 

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 

Saksi MANIN : Saksi menganaJ Pak Sarni yang memiliki istri yaitu mbok 

Sutinah dan tidak. mengetahui hubungan antara Pak Sarni dan 

Mbok M~r, saksi mengeta.hui bahwa Adi Sukamto diangkat 

anak oleh Pak Sarni sejak bay~ dan ayah saksi pemah 

membeJi tanah dari Pak Sarni seluas 300 ru clan sekarang 

digarap oleh saksi sendiri. 

SaksiKEMl : Saksi mengenal dan keterangannya sama dengan saksi 

Manin, dan ayahnya saksi juga pemah beli tanah dari Pak 

Sarni tahun 1971, 300 ru. 

Saksi SAMSUR( : Saksi mengenal Pak Sarni, dan keterangan yang diberikan 

sama dengan saksi diatas, clan saksi pemah membeli tanah dari 

Pak Sarni seluas 120 ru. 

• Yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Blitar mengadili sebagi benlrut: 

Dalam Konpensi: 

1. Menolak gugatan penggugat untulc seluruhnya; 

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini 

ditaksir sebesar Rp.201 .250; ( dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh ribu 

rupiah) 

Dalam rekonpensi 
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Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dan penggugat 

rekonpensi/tergugat konpensi untuk membayar perkara ini. 

Dengan pembahasan contoh sengketa di atas maka kita semakin 

rnengetahui pentingnya suatu kepastian hukurn atas tanah, dalam hak ini sertifi.kat 

yang harus dimiliki oleh seorang pemilik hak atas tanah karena sertifikat adalah 

swat tanda bukti hak sebagaimana dirnaksud dalam pasaJ J 9 ayat (2) hmuf c 

UUP A untuk hak. atas tanah, hak pengelolaan, tanah waka( hak milik atas satuan 

rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukubn daJam 

buku tanah yang bersangkutan (pasal 1 ayat (20) PP no. 24 tahun 1997) dan 

dengan memiliki sertifikat maka pemilik hak atas tanah tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian yang kuat Kekuatan pembuktian sertifikat diatur dalam 

pasal 32 PP no. 24 tahun 1997: 

1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai a1at 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yurudis yang tennuat 

d.idalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 

yang ada dalatn Surat ukur dan buku tanah hak yang betSallgkutan 

2) Dalam hale atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan suatu sertifibt secara 

sah atas nama orang atan badan hukwn yang memperoleh. tanah tersebut 

dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang / 

merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntuk pelaksanaan \ ~ · ~,··. ,pf- . · '. ·"' ·,.., ..... _..:"'· 
. \\- ' ,.""_'\ '\.~-· ' -·, 

hak tersebut apabila daJam waktu 5 (lima) tahWl sejak diterbi yi~.-:.t>·',~ r·. f), ~ / 

\¥ 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Peranan Kutipan Buku ... Christiana Wati, S.H.

93 

sertifikat itu tidak rnengajukan keberatan secara tertuJis kepada pemegang 

sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 

mengaj ulcan gugatan ke Pengandilan mengenai penguasaan 1anah atau 

penerbitan sertifikat tersebut. 

Pasal 32 ayat (1) dan (2) terdapat suatu penjelasan yang menyatakan sebagai 

berikut: 

Ayat I: 

Sertifikat rnerupakan alat bukti hak yang kuat, dalatn arti bahwa selama tidak 

dapat dibuktikan sebaJiknya data fisik dan data yuridis yang tercantwn 

didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data 

fisik maupun data ywidis yang tercantum dalam sertifikat hams sesuai dengan 

data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersang1cutan. karena 

data itu diambil dari buk:u tanah dan surat ukur tersebut. 

Ayat2: 

Pcndaftaian tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak 

menggunakan sistem publikasi positif. yang kebenaran data yang disajikan 

dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di 

dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang 

disajikan. Tetapi walauptm demikian tidaldah simaksudkan untuk menggunakan 

sistem publikasi negatif secara mumi. Hal tersebut tampak dari pemyataan 

dalam pasa1 19 ayat (2) huruf c UUP A, bahwa surat tanda bukti hak yang 

diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dn dalam pasal 23> 32> dan 38 

UUP A bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian 

yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mnganai prosedur pengwnpulan, 
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pengolahan, penyimpanan dan penyaJ1an data fisik dan data ywidis serta 

penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini. tampak jelas usaha untuk 

sejauh mungkinmemperoleh dan penyajian data yang benar, karena pendaftaran 

tanah dalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu 

diadakanJah ketentuan dalam ayat (2) ini. 

Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak. yang oamanya 

tercantwn sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat seJalu 

menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah 

itu. Umwnnya kelemahan tersebut di atas dengan menggunakan Jembaga 

acquisitieve verjaring atau adverse possession.. Hukum tanah kita yang memakai 

dasar hukwn adat tidak dapat menggwiakan Jembaga tersebut karena hukmn adat 

tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lambaga yang dapat 

digunakan untuk mengatasi kelemahan system publikasi negatif dalam pendftaran 

tanah.. yaitu Jembaga rechtsverwerking. DaJam hukwn adat jika seseorang dalam 

sekian waktu membiarkan tanahnya tidak: dikerjakan, k.emudian tanah itu 

dikerjakan orag lain yang memperolehnya dengan itikat baik, maka hilanglah 

haknya untuk menuntut tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUP A yang 

menyatakan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (pasal 27, 34 dan 40 

UUP A) adalah sesuai dengan lembaga ini. Dengan pengertian demikian, maka 

apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah rnenciptakan ketentuan hukum ~ 

melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang dudah ada dalam hukum 

adat yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukwn Tanah 

Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam penerapan 

ketentuan da]am UUP A mengenai penelantara.n tanah. Jam bagi masyarakat 
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yang beJwn mengerti atau yang belum memiliki sertifikat sebagai tanda bu.kti 

hale, perlulah mereka menda_patkan penyuluhan tentang perlunya sertifilcat ta.nab 

tersebut, supaya masyarakat rnengerti dan sadar agar tidak terjadi suatu rnasalah 

dikemudian hari seperti contoh di a:tas. 

3.3 JuaJ Deli Dengan Dasar Letter C Sebagai Bukti Kepemilika.n 

Seperti pembahasan dalam point sebelwnnya mengenai sengketa yang 

terjadi dikarenakan salah satu pihak dalam sengketa i~ memiliki tanah dengan 

bukti Letter C yang dimana pada saat pewaris pihak yang bersengketa meninggaJ 

para ahli waris merekalah yang memiliki tanah tersebut, sehingga antar ali waris 

tersebut berebut merasa mere.ka yang berhak atas tanah tersebut Tetapi masih 

saja tetap terjadi bahkan jual beli yang obyek tanah tersebut berstatus tanah girik 

yang terdaftar buku Letter C desa, bahkan sampai saat ini pun masih terjadi 

seperti demikian. 

'" ... DIJUAL SEGERA sebidang tanah seluas 4200 m1• status girik (dijamin 

bebas sengketa), Jokasi di jalan Delima (pinggir jaJan besar). hubungi 

081 xxxxxxx ... .. " 

Itulah bunyi sebuah ildan kolom diharian terbutan ibukota. Bagi anda 

yang mencari sebidang tanah mungkin akan tertarik dengan iklan tersebut. 

Tetapi ada suatu yang perlu anda perbatikan sebelwn memutuskan untuk 

membeJi, yaitu tanah tersebut berstatus girik. 

Status girik berbeda dengan tanah yang sudah mendapatkan sertifikat 

tanah dari negara. Undang-undang Agraria mengatakan tanah dengan status girik 

diakui sebagai tanah hak milik adat. 
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Tanah girik mempunyai identitas sebagai tanah yang ter-daftar daJam buku 

Letter C yang terdapat di setiap kelurahan dimana tnah itu berada. Identisa yang 

terdaftar di keJ urahan tidak Jebih dari keterangan mengenai sejarah atau riwayat 

tanah tersebut. Ri\vayat silsilah atau urutan-urutan orang yang memiliki 

kekuasaan atau wewenang tanah itu ( dari pertama hingga terakhir), tertulis pada 

bu.Im Letter C tersebut 

Bukti kepemilikan tanah status girik adalah Surat girik.. Surat girik adalah 

swat yang menyatakan bahwa pemiJik surat hanya memiliki kewenangan tanah 

untuk mengelola dan sebagai bukti pembayaran pajak tmpa memiliki hak. 

kepemilikan. .Bahkan pemilik tanah dari tanab yang berstatus girik itu bisa Jebih 

dua orang atau bahkan seluruh trah keluarga besar bisa mengaku tanah itu 

miliknya sehingga ha.I seperti iniJah yang bisa menjadikan twnpah tindih 

kepemilikan dan untuk proses pembelian yang memakan walctu lama bahkan 

secara h~ pihak yang menghadapi pennasalahan tanah status girik akan 

kalah jika menghadapi pihak: yang mengakui kepemilikan denga sertifikat asli. 

Memang menurut hukum Agraria, hukum adat yang diinteprestasikan sebagai 

pengakuan terhadap status tanab adat juga menunjukkan hak kepemilikan. 

Namun secara hukum yang menganut asas pembuktian materiaL kek:uatan hukum 

adat selalu dikalahkan oleh sertifikat 

Banyak kasus yang belum terselesaikan mengenai pennasalahan 1anah 

khususnya mengenai kepemilikan yanah yag diajukan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara: menurut rangkuman dari beberapa sumber, hampir 85 % kasus yang 

diajukan ke P1UN adalah pennasalahan sertifikat tanah. Sehingga, apabila tetap 

terjadi suatu jual beli tanah yang berstatus girik pihak-pihak yang bersangk.utan 
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harusJah berhati-hati clan melakukan haJ-hal yang rnernbuat juaJ beh itu berjaJan 

dengan baik agar tidak terjadi pennasalahan di kemudian hari. Pihak yang 

bersangkutan disini yang paling utama adaJah pembeli dan notaries. rnengapa 

notaris sebagai seorang notaris haruslah bisa menjaga karier dan dirinya supaya 

tidak mendapat masalah dajam menjalankan tugas sebagai seorang notaris. 

Untuk pembeli yang paling penting yang harus dilakukan adalah di dalam proses 

pembeJian tanah tersebut · 

Proses pembelian tanah berstatus girirk sama denga pembelian tanah pada 

wnwnnya. SeteJah mengadakan pengecekan ke keJurahan. pembeJi dapat 

melakukan transaksi jual beli dengan pemiliknya dihadapan PPA T untuk 

dibuatkan Akte Jual beJi (AJB). 

Dari pibak penjual harus ada keternngan tertulis yang menyatakan bahwa 

selwuh pemilik tanah mengetahui terjadinya transaksi. In dilakukan karena 

kepernilikan tanah berstatus girik dirniliki oleh lebih dari 2 orang. Selain itu. 

tindakan ini juga untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. 

Selain akta jua1 beJi {AJB) selesai dibuat oleh PPAt (Pejabat Pernbuat 

Akta Tanah) pembeli harus segera membuat sertifikat kepemilikan tanah ke 

Badan Pertanahan Nasinal (BPN) diwilayah lokasi daimana tanah berada untuk 

menguatkan dan menegaskan hak kepemilikannya 

Untuk seorang PPA T apabila menemui kasus seperti ini yang harus 

diperhatikan dan dilakukan adalah harus ada pendaftaran sporadik yang memuat 

tentang: 

l) Pemyataan pemilikan tanah 

2) Pernyataan tidak sengketa, disita dan atau dijaminkan 
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3) Kerawang desa (Letter C) 

Dan jika ingin menjadi SHM dapat mulai konveri tanpa ganti rugi atau 

mengajukan pennohonan hak dengan membayar ganti rugi kepada ~ Akta 

yang dibuat notaris ini bebas pajak karena tanah belum bersertifikat_ Contoh jual 

beli tanah yang berstatus girik ini akan saya Jampirkan di daJam tesis ini. 

Sehingga pembuatan sertifikat yang berasal dari bukti surat girik kepemilikan 

pada dasamya sama dengan Pennohonan Pengakuan/Penguasaan Hale. "Ada 

beberapa persyaratan pada saat pendaftaran permohonan." Ada 12 ayat yang 

perlu dibaw.i ketika meJa.kukau pendaftaran ke BPN adalah sebagai beriJrut: 

l) Mengisi formulir pennohonan 

2) Foto copy KTP. KK bukti kewarganegaraan dan surat bukti ganti nama 

3) Suarat kuasa dan Foto copy KTP Penerima Kuasa Bila Dikuasakan 

4) Foto copy sw-at ukur yang dimohon 

5) Foto copy bukti pelunasan PBB tahwi berjalan 

6) Bukti pelunasan BP!ITB dan PPh/SSp 

7) Alas bukti berupa girik Letter C, VI (Verponding Indonesia) masa pajak 

1960-1964 

8) Surat-swat bukti peralihan berupa akta jual beli, Htl>ab, Tukar Menukar, 

Risalah Lelang dari Kantor Lelang Negara bila bidang tanah terbut karena 

lelang, pembagian karena warisan, Surat Keterangan Waris (yang dtbenarkan 

oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat berdasarkan ketetapan Pengadilan) 

tennasuk bukti-bukti peralihan kepemilikan tanah sebelumnya (sejak sebelum 

tahun 24-09-I 960 s/d pemilik saat ini) 
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9) Surat Keterangan Riwayat Tanah: clibuat olrh Lw-ah Lmtuk tanah girik Letter 

C . Dibuat oleh BPN Kanwil DKI Jakarta untuk tanah Verponding Indonesia 

J 0) Surat pemyataan yang diketahui Lurah bahwa tanah yang dimohonkan 

pengakuan/penegasan haknya tidak dabm keadaan sengk~ tidak. 

clijaminkan, belum pemah dialihkan kepada pihak Jain daJam bentuk pemah 

diterbitkan sertifikat 

11) Surat Pemyataan mengenai Penguasaan Bidang Tanah Sporadik yang 
' 

dikuatkan oJeh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oJeh Lurah setempat aplbila 

persyaratan seperti dimaksud pada angka 7 diatas belum/tidak dapat dipenuhi. 

J2)Membayar biaya Panitia "A" sebesar Rp. 15.000,-

Dari 12 persyaratan tersbut ada 3 persyaratan yang penting. Pertama, Surat 

Bebas Sengketa yang dikeJuarkan clan diketahui LW'ah setempat. Kedua. Surat 

Keterangan Riwayat Tanah yang dtbuat oleh Lurah setempat. Dan keti~ Surat 

Pemyataan menguasai fisik bidang Tanah Sporadik (Sporadik Bangko) yang 

dikuatkan minimal oleh 2 ( dua) orang saksi yang mempunyai tanah di depan/ 

belakang/samping kiri/samping kanan tanah. 

Untuk tanah berstatus girik, prosesnya memakan walctu Jebih lama karena 

memerlukan tahapn yang lebih panjang, minimal 90 hari kerja sete1ah berkas 

diterima dengan lengkap. Setelah pennohonan bak diterima di Kantor Badan 

Pertanahan, prosesnya antara lain penelitian ke lapangan oleh Panitia Pemeriksa 

Tanah (Panitia A atau B). · Apabila telah memenuhi syarat, rnab sesuai 

kewenangannya lalu diterbitkan Surat Keputusan. 

Jadi apabila kita mernang melakukan jual beli tanah status girik, alangkah 

baiknya kita mengecek status tanah tersebut di kelurahan dim.ana lokasi tan.ah itu 
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berada, Pengecekan dilakukan agar kita dapat mengetahui riwayat tanah tersebut 

siapa pemiliknya dari awal sarnpai akhir juga tidak lupa kita harus melakukan 

pengecekan tanah tersebut daJam sengketa atau tidak. 
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Kesimpulan 

BABIV 

PENUTUP 

1. Buku Letter C sebagai alat bukti pennulaan sesuai pasal 1866 BW dan 164 

· HIR. untuk rnernperoleh suatu hak atas tanah dalarn rneJakukan pendaftaran 

atas tanah dimana tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang tunduk 

terhadap hukum adat, sedangkan berkaitan dengan Jetter C masyarakat 

masih banyak yang belum memahami bahwa buk:u Letter C sebenarnya 

hanya sebagai dasar penarikan pajak yang mana didalamnya memberikan 

keterangan yang sering tidak lengkap serta pencatatan yang tidak hati-hati 

sehingga akan rnenirnbuJkan banyak permasaJahan dikemudian hari. 

2. Dengan diatumya secara jelas dan terperinci pendaftaran tanah pada PP No. 

24 tahun 1997 rnaka memberi pengertian bukan hanya untuk kepastian 

hukum saja tetapi juga untuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas 

tanah (vide pasal 3) dan adanya objek-objek pendaftaran tanah daJam PP 

No. 24 tahun 1997 memperje1as masyarakat sehingga mengetahui batas

batas hak-hak penguasaan atas tanah sehingga masyarakat mengetahui dan 

mengerti tentang hak yang dimiliki secara pnoadi atau bak yang dimiliki 

orang Jain sehingga diharapkan pula tidak terjadi pennasalahan hak-hak 

pengusahaan tanah di kemudian hari. Dalam hal proses jual beli tarulh 

berstatus girik sarna saja dengan pembelian tanah pada wnumnya, untuk 

notaris yang menemu.i juaJ beli seperti ini harus memperhatikan adanya 

101 
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pendaftarao sporadik dari tanah tersebut yang memuat tentang : pemyataan 

pemilikan tanah. pernyataan tidak sengketa, disita dan atau dijaminkan, 

kerawang desa (Jetter C), mengenai tanah yang berstatus girik untuk 

dijadikan SHM dapat melalui konversi tanpa ganti rugi dan atau 

mengajukan pennohonan hak dengan membayar ganti rugi kepada negara, 

akta yang dibuat notaris ini bebas pajak karena tanah belum bersertifikat. 

Saran 

1. Agar dapat menghindari dan atau meniadakan masalah yang mungkin 

timbul dikarenakan senglceta atas kepemilikan ta.nah berdasar bulru letter C, 

dikemudian hari maka disarankan agar masyarakat dapat lebih sadar hukum 

dengan melengkapi surat-surat atas tanah yang dimil iki berdasarkan buku 

Jetter C tersebut Dalarn menunjang. kesadaran hukwn tersebut perlu di 

lakukan penyuluban-penyuluhan kepada masyarakat desa yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam ha1 ini Pemerintah Daerah mengenai pentingnya 

kelengkapan surat-surat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. 

2. Perlu analisa dan pernahaman hukum Iebih hati-bati dari seorang 

Notaris/PP AT dalatn membuat ak1a jual beli yang didasari dengan bukti 

kepemilikan tanah letter C, karena berpotensi konflik Jebih besar. Seorang 

Notaris/PPAT yang telah membuat aktajual beli tanah yang didasari bukti 

kepemilikan tanah Jetter C, diharapkan rnenyarankan keplda pembeli untuk 

menjadikan tanahnya memilik.i SHM dengan memberikan gambaran 

keuntungan-keuntungan apabila tanah tersebut mempunyai SHM. 
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P U T U S A N 
No;n'.}r : 38/Pdt. G/1994/PN. Bl t • 

----- Penr;arlili:l:1 Heger i Bl .it c1, r, :_,: ,n .'._: m-· r: ;(:r ii-: Dc, ~l ,, n ------- -· 

mengac:J..li perka1·a perkA.ra perd,3ta daJ-cJm pe r-adi -1:.m lingv..-, t -

pertaru3., telah inenja tul"lkan putusBn sebi-,gai ce.:.-- iku t da l 2m --

perkRrn an tara : --------------------------------- --------

1. MBCl~ MOER, berterr ~:-at tint;g;J.l d i c: u:-;uh Subo n~ ::, :-o, De s ?, ---

Kebonduren, Kecam~tan Pons~ok, K~ bupat e n --- -

Blitar; ------------------------------------

2. S O I N I, bertempat ting gal di dukuh .S uoon to r·o, Des a -- -

Kebonduren, Kecamntan Pon~~ok, K~bupatcn ----

Blitar ; -----------------------------------
sel;;i.n jutnya disebut sebagai .• .••... f':\[.;' !i p:::N .~:~u :~ ,;T ; ---

------------------- - me law a n 

1. MBOK SUTINAH, bertempat tinggal didukuh Subontoro, Desa-

------------- Kcbonduren, Kec 9m n t~n ~o n~cok, -----------

------ --------·- Kabupa Uin Bli L::: r ; -----------------------

2. ADI SUKAMTO, berternpat ting5a l dides ,1 dan Kecama L,-:in ----

-----------··- Pon~gok, Kabup-3. t1rn Eli tar ; --- ------ --- - -

3. SAE RI; --------------------------------------------

4. Sl~IM, -------------------------------------------------

5. Ir-'. J\.M KA'l'D<IN, ------------------------------------------

6. M2CK KARNI, kesemuanya ~ert F.r.i :-, ;_, t t,i. rl i_:; ,; :_il d:i du ;rnh ---- - --

-- --------- Subontoro, Desa Kebondurcn, Koc~~atan ------

----------- Ponggok, Kabupaten Elitar; ----------------

SAlanju_tnya disebut sebaga.i •••••• PARA TEPGWlAT ; ---

Pengadilan Ne5eri ters ebu~; ------------------------

yang tersangkutan; ---------------------------------------

5e t 8l:;h t t t t. t 1 • Lt I 
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berperkara dan saksi saksinya dimuka sida ng ; ---------------

------ ---------- ---- TENT ANG DU DUK NY A p 2~;-: A.2,A ---------- - --- -

----- Mcnimbang, bahwa Penggugat dene;an sur,3t gugatannyo ----

tertanggal ~~4 .\gustus 1994, yang telah 1h rl a ftarkcln --------

di Kepam.ter8 an Pengadilan Negeri Eli tar t e rt.,ncgal ---------

24 Agus~us 1994, dibawah register No. : 38/ Pdt.G/1994/ P?{.'flt, 

telnh mengemukakan. hal h81 sebagai berikut : ---------------

Bshwa dahulu didesa Kebonduren, Kec~matan Ponggok, 

Kabupate:1 Bli tar telah terjacJi perkawin.;_n sah Jn tara Pak S-1rr. 1. 

dengan 1-'bok Sutinah (Tergugat I) yang dilang,~ungkan pcid ::i 

tahun )_936; ------------------------------------------------

----- Bahwa dalam perkawinan antara f'alc S,7rni den 6 nn Tc q ; u 0·: : :', 

I tersebu t tidak diperol eh keturunan anak s e 0 rangpun ----- -

----- Bahwa kemudian Pak Sarni l .du k.::.win lagi secB.ra s~h --

yang kedua kalinya denganMbok Moer (Penggu5at I) yang-----

dilBngsungkan pada tahun 1948; --- -------------------------

----- Bahwa dalam perkawinan antara Pak s~rni dengan -------

Penggugat I tersebut telah diperoleh keturu:1an seorens anak. -

perempuan yang dilahirkan didesa Kebondur8n tersebut pad& --

tahun 19'.jl yang k~rnudian d.iberi namn SOINI (Penggugat I! ) 

----- Bahwa Pak Sarni telah'.,meninggal duni.::i. p;:i d-:; tahun l ')7 1 -

dengan ffieninggalkan 3 orRng ahli waris sah masing masinG ---

Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II; -----------------

----- Bahwa selain meninggalkan ketiga orang ahliwaris -----

tersebut alm. Pak Sarni juga meninggalkan h~rta k ~kayaan ---

(harang Qerang gorw gini)yang diperoleh selama dBlam -------

perkawinannya denean Tergugat I dan Penggugat I yaitu -------

antara l8in berupa ---------------------------------------

a. Tanah sawah persil No. 55 S.III luas 300 ru dengan ------

bata& batas S9belah 

Ut::ira ; •••. , •• 
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Utare 

Timu:..~ 

Seleb.n 

Bara t. 

tanah Bona ri, Su n2ri ; -------------------- - 

tanah Ba 1 i ; -------------------------------

t dnah Miatin Naf~ndi : ----------------------

. , .:, . - -

denga~ batas hatas sebel ah . ---------------------------•. 
Utara 

Timur 

Sele, tan 

Barat 

:tanah Kade~in; -----------------------------

tanah Marte Wakidi ; ------------------------

t a nah Turan dan Suk ~ri ; --------------------

tanah Kayat --------------------- - ---------

Tanali tan.3.h tersebut o. d sr, b ·."iibeli :h:-i Sd:- . K=.: s r i ~ :., i ,:-, 

ta:igg:il 10 April tahun 1957 terletEik clid1J1: 1.1h Suton t-;:-o, -

Desa Kebonduren, Kecama t an P~ncgok, Ka t up~t en Eli t ~r ; --

c. Tan<1h sawah pcrsi l No. C-.1 b :;. II- , ,: -,.· l,:,1 ;., ll.l.. ,, ;:: 

persil No. 60 D. II :~as O,hl5 H0 ion ·~~ 

se b~lah : ----- - --- - ---------- --------------------------

Utara 

Timur 

Selatan 

Bare..t 

jalan Deca 

J3lan Desa 

tana.h Sudar ni 

ta.nah Kusno ; 

Tanah tanah tersebut dibeli ciDri Sdr. Djo j c k a rso p~c~ 

tanggal 17 D~sember tahun 1950, dari S~r.Kati~in p~G~ 

tang~al 26 Maret tahun 1952 dan ci 3ri 
r- • • 11 • • • 
,)rJr. ·.,,, r1 r; 1 p :_- ··;:, 

Des c1 Kebonduren, Kec,irr.1;1 l a n l\.,nr:,~ci lt, :\ :; h , :, : ,· n .l .: '-: : :· ; - -

d. TanAh sawah p~rsil No. 55 S II lu ~G 512 r u ~e~;a n tat~ s -

batas sebelah : ----------------------------------------

Utara 

Timur 

Sela t,,u 

Tanah Arun; ----------- ------- - --------- --

tanah Hu sma n Ali ; - --- - ------ --- ----------

tami.h Muradj i 

t a n ah Sardi ; --------------- - --------------

. '. 
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. . . ~ . . 

'·~ _:_ .. .-; '' . ~ .i. ',_! J. ·:", ! i ·- - -

Tergu~at II kepada Tergucat III, r·: , ~ ti~~ V; ---------

e. Tanah kering persil No. 48 D.II l ijaa O,lj5 Ha deng0 n ---

batR~ batas SP.belah : ---------------------------------

Utara ~anah Kemi ; ------------------------------

t an::ih S:;;rduns :-:.:,n ;.-:~,:--(:c~:~: --- - ---------- -

Sel:J ton 

Baret 

jalar: Ray;J Pon ·:,io1':.; ----------------------

Kantor Pas dan Giro 

Tanuh tersebuc dibeli dari Sdr·. K&r~or8<:ij o tt.,9r j~n d:;n -

Blit2r ; . 

f. Sebuah bangunan rum3h d3n waru ng t9~diri dari dinding -

tern~ok lantai ubin atap genting , bentuk p~ris, b~luncsn-

kayu j a ti dan k3yu : : , ~- :-: :_; :, -~ : .: l h 

p()rsil No. L18 D. T ~_ll'"!S l'"''"" :<11 , :,,·,\c-··· ,n r -~~- " -~1,-::>n ' .... '. \ '· -

dan dikuasai oleh Teq;u;;at II : 

' g. S~tu buah rn~sin diesel p8nF~ilin~an ;adi pemb~li~n -----

tahun 1978 dengan ijin usahP-. t:-.n~r:;:;l 21 J~ser::be-::-- 197E -

No. ?CT.Ol~?/7~1/1~70, 

bangunc1.n y8ng herdi:-i d~. ::\;:,:::: :: : :,··,h :·c-:·:,:l .. ::, . 

dikunsai oleh Tergugat I ; ----------------------------

----- E,:_,, hwa _barang barang h;.rt~, ~-:o.:-:c,j"::,~.n (::,:;-,,n c sengketa ) 

peningca lan alm. Pak Sarni ter3ebut selu~uh~ J~ 2e~~r~ni ---

oleh_ Tergugat I 
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Bah~~ oleh kBr~nanja-jual-beli 

,":! r:·J.1, ·:.:0 n 

.. ; · .. ' --
; • ...t ... ~ 

01.~rr.i hukum 

mi:!nc-::r t:i/m0.n r:,c t:1 hu.i ten 1:n n f. F-:. :, ·,tu , / ,:•: ·· :J -: 

d.:LJ ~l:.-1.- -.. ~n 

alm. 

'. ' •• -~ 1 
\. , . ... ; .. 

Pak .Sarni 

~-- -- ... -- - Ea h \VcJ .-_-, ~! .~ .? ~--_ ~;; ~~ =~ -~ ~ :-J --~ -:-: .l n ~--: · 

. . ' - : ... 

, .:_,:. 

• ... !~ ~ • 
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berh.asil dan oia sia saja; ----------------------------

---·-- Eahwa oleh karena itu untuk menyelesaikan perka.ra -

j_;:::i.i tagi pen6gugat tiada jalan lain selain dengan ------

men~9.jukan gugetan ke Penr.ndilRn Nege ::i Bl itar. -------

---:--- Bahwa untulc menjarnin hak/gugetan penggug2t, ------

Pengguga t mo:ton kepada Bapak Ket ua Penga dilc1 n Negeri - - -

Blj_ -~ar . untuk melakukanlmenaruh si ta jaminan ( conserva toir 

bes:ag) terl'.8.dap barnng barang tersengketa d&lfJm ------

perlrnra ini, karena bagi Pengr,uga t ada k ekawa tirc:n dirr, a n;, 

Te,[~Ugat I dan atau para ·1'er 6 uga t yan :.; lHin berusa h :, ---

untuk menyerobunyikan atau mengalihkan/rn emindnhtanga nkon -

barang sengketa tersebut kepada orang lain; ----------

----- Bahwa berdasarkan alasan alasan seperti tersebut -

di::i.tas, karni memohon kepada Ba.p~ Ketua Pengadilan Neg<=:ri 

di :31i tar ur...tuk segora memanl!gil dan rneme1·iksa kcdua --

be] ah pihak. dan selanjutnya memberikan pu tusan y2.ng -----

bu~y~nya sebagai be1~kut : - ----------------------------

~ ---·-------·---------------------------------------
·. ' 

1. ~engabulkan gug~tan Penggugat; ----------------------

2. Meneta.pk.an menurut hukum b nbw.'l Tor5ugnt I d.,n 

Penggug&t I dan Penggugat II adalah para ahliwnris --

, -JI ... .A'-"l n . ."1~nJ::"1..·. c 1..-n1 . C.-:. l>~~-~~~~~- ; ------- ---- -- - - - - - --- -- - - - - - - - - -

3,~ Menyatakan sah dan berharga si ta ja.minan (conserva toir 

beslag) yang sudah dilaksanakan oleh Jurusi ta. -------

Pengadilan Neg&ri Blitar; ---------------------------

4. Menetapkan bahw:;. barane barang sengketa adalah barang-

harta kekayaan gono gini yang diperoleh selama dalarn -

perk~w:1.ttannya antara alm. Pak Sarni dengan Terguga t I

dan Pengguga t I ya.ng di tingi:;alkan oleh alm. Pak SarnJ

dan. beJ.wn pernah dibagi waris diantara para a hli -----

warisnya; ------------------------------ - ------------
5. MenYata~aA •• ,.,, 
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5. Monyate!~o.n oanwa JUl:l..L IJ\C.L ... vCl H O. ~ - -· ·· ---

Je.ng ciilakukan o1 eh Terguga t I dengan Terguga t II, III, 

IV, V da:1 VI adalah tidak sah dan melawan bukum, oleh

karenanya harus dinya ta.kan ba ta_l demi hukwn ; -------~ 

6, ~nnghukum 'fergugat I, II, III, IV, V dE:1.n VI atau si2pa 

saja yang memperoleh hak d:::iri padanya untnk segera 

m~ngosongka.n tan~h tanah tersengketa tersebut dan 

komudian menyerahkan barang tersengketa tersebut 

kepada para pengguga. t un tuk seLwj u Lny .:..\ di. lJ aGi ml:nj 0 1d.i 

3 bagia~ diantara para ahliwarisnya, yai tu Penggugat I 

Tergugat I dan Penggugat II ; ------------------------

7. Menghuk~ Tergugat I dan para tergugat yan3 lain untuk 

roembayar _bia.ya yang timbul da.lam perkara ini -. seca-r--a--
... . ... ( 

t . . ··1J;«qgtt!i~te11_~eng:..f-------------------------------------

W.lil~ -7---------------------------------------------
At2u setida}: tidaknya mohon k e_p::ida Bapak Ketua Pengadila.n 

Negcri Blitar untuk memberikan. Putus~n y :~ng dianggap ----

paling adil . • -------------------------------------- -----

----- Me_nimbang, bahwa p~da __ hari sidang yang telah -----

di te:tapkan. dari pir..ak peng[:;uga t da tang menghad~p -------

kuasanya R~LOIB.ITO, SH. Pengacara -dan Pen~sehat Hukum --

yang berka:itor dijJ.lan Wisma Permai I No. 129 Surabaya, -

berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tanggal ----

9 Aguatus 1994, untuk selanjutnya diganti oleh ----------. ~ .. 

::?PIHA.RT.\N'l'O BOEDIPHASETIO,SR, Pengaca.ra dan Penasehat --

HukUll yang berkantor dijalan Jolotunda Baru I/11 S~r.abaya 

berdasarka~ surat kuasa khusus terte.nggal 13 Oktober 1994t 

yarg tel~h _dilegal!sasi tertanggal 14 Oktober 1994 -----

dibawah nornor 39/SK/1994, sedang dari pihak Tergugat I 

s/<l VI datRng mengh .:idap ku.:=is;rnya ABDUL ROCHIM, SH, ------

Pengacara yang berkantor di j alan dij ;:i,l~n KH Wahid Hasyim -

No. 27 Tulungagung •. 
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No. 27 'rulung Agung berdasarkan sura t kua ~;a k h us us ------

t ~rtanG~al 10 Soptember 1994; -------------------------

----- Menimbang, ba.hwa 1•1aj elis 11akim tel ah berusa ha 

mendamai..akan keciua belah pihak ya ng berperkar a akan tetapi 

tida.k berhasil., maka pemeriksaan perkara dimulai den gan 

terlebih dahulu membacakan cugata n Pen ggu ga t y a ng a tas 

pertanyaan meLgenai gugatannya ter s ebul, ku2sa Pe ng5usa t

menyatakan tetap pada gugatannya 

----- Menimbane, bahwa terhadap gugatan penggu ga t -------

tersebut, pihak tergugat telah mengajukan jawabannya da n -

Gugat Rekonpensinya ·tertanggal 29 September 1994, yang---

pada pok~knya atlalah sebagai bcrikut 

Para Tergugat dengan tGgas menolek seluruh dalil Para --

Penggugat , kec~ali hal hal yang s ecara tegijs d2n jelas -

para Tergugat membenarkan nya dan at au yanc secara teg 2 s -

dan jelas berseauaian dengan dali l para Tergugat senciiri , 

untuk itu para Tergugat masing rnasing rneny ampaikan hal hal 

seb~gai berikut : ---------------------------------------

DALAM KONPENSI .------------------------------------------

Tergugat I:---------------------------------------------
1. bahwa benar sesuai dengan yang dikatakan para-------

penggugat babwa, Tergugat I adalah isteri sah/janda sah 

alm"-rhum. Bp. Sarni. dan benar selanw. dal am perkawinanny ;_::_ 

sejnk !,_ 193£, sampai dengan meninggalnya Bp. Sarni tide.k 

ilknruniai anak kandung • ·J.'e tapi mempunyai anak angr:a t-

yang Gejak awal Tergugat I dengan Bp.Sarni telah -----

men3dnggapnya sebagai anak sendirit yaitu Tergugat II; 

Rp • .Sa.rni meniuggal dunia tahun 1979 ; ----------------

2. b,'3.hwa, perlu cliuji kehenaran dan keabsahan pengakuan -

p:1.ra P£·nggugat bahwa mereka adalah ist e ri d2 n anak ----

sah Bp.Sar~l sebagaimana tersebut dal.:=.:m guga tan. 

Karena t t I I I I t I t t t I 
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Karena selama ini Tergugat I seba_gai isteri sah Bp. Sarni -

sama s~:kali tidak pernah memberika.n ijin kepada Bp. Sarni / 

suaminya untuk i;.awin dengan Penggugat I atau setidak ----

tidaknya didengar keterangan~1ergugat I mengenai adanya -

porkaw:-~n:3.n. sah antara Bp. Sarni dengan Penggugat I -------

tersebut dihadepan Pengadilan manapun; -----------------

Disalilping itu, seharusnya jika memang bennr status Para -

~enggugF.1.t demikian, tentunya bukan saja tahu tetapi telah 

mengert:l benar bahwa Tergugat I dengan suarninya/Bp.;Sarni

mcmpunyai anak 2ngkat Tergugat II. Tetapi kenyataannya --

.seperti d.ikemukA.kan dal am guga tan, m P.!'ekR ti :i~1k menge tahui 
nya. Pada hal jelas b~hwa Bp.Sarni dengan Tergugat I----

mempunyai anak angkat Tergugat II ; ---------------------

'• bahwa, j auh sebelum Bp. Sarni/suarni Tergugat I meninggal --

dun.:...a, Tergugat I mempunyai harta berupa beberapa bidang -

tanah dan rumah send.iri, demikian juga Bp.Sarni mempunyai

beberapa bidang tanah ~ 7 bid~ng dan rumah, tetapi semasa

hidupnya sebagian telah dijual sendiri kepada oran5 lain -

dan terd.apat 2 bidang tanah yang justeru dikuasai oleh ---

Para Pc!lggugat. sampai saat ini ;--------------------------

+• bah~a, s elama ini sebenarnya Tergugat I mempunyai 

toleransi yang sangat besar keracta para Penggugat deng~n -

membie.r~an suaminya/Bp.Sarni bergaul akrab dengan 

Penggugat I, II seakan akan sebagai isteri dan an<?k sah -

Bp.Sarni/suami Tergugat I, sehingga Tergugat I juga ----

membiarkan 2 bidang tanah milik Bp.Sarni tersebut masih -

tetap berada dalam penguasaan Para Penggugat. ----------

Ternyuta sikap baik Tergugat I yang demikian ini 

ditanggapi sebaliknya oleh para Penggugat dengan 

melahi.rkan. etj_kad buruknya mengaku sebagai iBteri dan ---

anak Sc\h Bp.S~rni dan selanjutnya dengan daJ.ih itu -------

menuntut ••••••••. 
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menuntut membagi harta yang ada pada penguasaa n ------

Tergugat I y.:rng dianggapnya peninggalan Bp. Sc3r ni, pad<) -

hal seandainya ada, harta tersebut bukanlah milik -----

Bp. 3arni, te'.;api adaL,h milik Tergugat I sendi.ri. -----

Just.eru harta Bp.Sarni yang ada saat ini berada dalam -

peng11.asaan Fara Penggugat ; ----------------------------

TERGUGAT II. • ------------------ ------ --------- ---------- --

1. bahwR., _Tergugat II adalah anak angkat Tergugat I dengan

Bp. Sarni dan telah menyatu dalam satu keluarga. -------

Olch karena Jtu Tergugat II bflnyak mengetahui h=1.rta ---

beno.a dalam keluarga tersebut ·; ------------------------

2. bahwa, Tergugat I jauh sebelum Bp. 5arni m~ninggal dunia-

mer.1iliki sendiri har·ta benda berupa beberapa bidang --

tan.ih dan r·.imah, demikian juga. Bp. Sarni memiliki ------

s eudiri ·beberapa bi dang tana.h ±. 7 bi da.ng d c1 n rumah • ---

Semas.1 hidup Bp.Sarni, 5 bida ng tanah miliknya telah 

clijnal seno..1.ri ole~ Bp. Sarni diantaranya dibeli oleh 

Tergugat II senciiri dan sebagian lainnya di beli ol '..:h 

orang lain.-------------------------------------------
Ke tika beliau mcninccnl dun:i .-, t.:in c.r:,l ? bi t~:\n[. y;,.r,r: --

sampai saat ini dalam penguasaan Para Peng;ugat; 

3. baDwa, ketika Bp.Earni mp.sih hidup pernah memiliki 

usaha penggilingan pacli lengkap denga.n w.esinnya ------

cti tempatkan diatas tanah milik Tergugat I waktu itu .--

S<'<lang yar1g ada saat ini yanc; disebut sebut p2.ra ------:

Penggugat dalam gugatan sebaG~i milik Bp.Sarni adctlah -

s~a sekalj_ tidak benar • D.?.n Tergugat I pun tictc:>ck. ----

p~rnah · mengua.sai dan a tau memiliki usaha _penggilingan -

padi beserta mesinnya sampai saat ini. --------------

Tergugat II saat iLi memang memiliki d2n menguesai ----

i;:;ahn penggilingan padi yp,_ng sejak scmula adaL=,h milik-

Terguga,t II tltttt,• 
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Tergugat II sendiri, OU.K a n m1J.1. ,,;_ DJJ. "-' c1 1 u.L • ---------

Jadi sebenarnya, ketika Bp.Sarni meninggal dunia ----

l1 c> rta yane di tinggalkan tidak ada lain kecuali ------

~ bldang tanah yane justeru sarnpai saat ini rnasih ---

b1~rada daJ .am penguasaan Para Penggug~t sendiri t e::-- set u t. 

4. bahwa, 'l'ergugat II sebagai anak angkat selama ini ---

n0naruh hormat terhadap apa yang dilakukan oleh ----

Bp.Sarni kApada para Pen~gueat, term ~suk keakrapan --

dengan para Penggugat seakan akan sebagai isteri da n -

c.nak sah Bp. Sarni, sehingga Tergugat II juga tidak --

mernperme.salahkan cldanya 2 bidang tc:nah milik Bp.Sarni

yang s&mpa.=- saat ini berada dalam penguasaan para ---

Penggugat ~ ------------------------------------------

Nnmun ternya t a selama ini para PengGugat menyimpan ---

e:ikad buruk dengan jelas mewujudkan ~ya dengan rn en 5& k u 

sebagai isteri dan anak sah almarhum Bp.Sarni da n ---

&engaja tidak pernah menyebu t harta milik Bp.Sarni --

y a n g ber2da dalam penguasaannya serta berusaha ------

monafikan keberadaan Terguga t II seb3~ai anak angkat -

Bp. Sarni dengan Tergugat I ( satu). Kesemuanya ini 

dilakukan dengan maksud hend2-k mere but ha.rta yang a de.-
( 

dalam penguasaan para Tergugat dengan anggapan ------

sebagai harta gono gini dan~ para penggugat juga ---

mempunyai hak atas harta tersebu t . Pada hal semua --

harta ya~g ada dalam pengu~saan para Ter~ugat ndnl nh -

ZJLi.lik s 8 h para Terguga t sendiri da.n ti d;; k a du -- - --

apapun bagi para Penggugat • -------------------------

5. tahwa, -pengakuan para Penggugat sebagai isteri dan 

&nak sah Bp.Sarni patut diuji keben ~rannya sec a ra 

hukum, karena sepengetahuan Tergugat II yan g telah -

r.ienya tu dalam keluarga ti da~ pernah m s, nge t ahui 

Tergup;at I ••••••• 
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~errugat I 3ebagai isteri Hp.Sarni dirt e n~ar k eter ~n1~n 

nya dihajapan Pengadilan manapun sehubunGBn de nga n --

perkawir1an sah antara Penggugat I dengan Bp. Sarni,--

dii;3mping r,ernya taan ·l.'erguga t I sendiri bahv:a dirinya 

t~.C::..ak pernah memberi ijin kepada Bp. :.;arni/suaminya -

ur ::.uk kawin dengan P,mggugat I • ---------------------

6. bahwa Tergugat II sebagai anak an5k:i.t m,,~·n s a b e ,· t:; :yui, :.n 

tei~h memperoleh himbingan dan arahan d~ri Tergugat I

dan Bp.Sarni sebag~i orangtua angk~tnya. sehingga ---

me:nperoleh kampuan un tuk hidup man di ri. Da.n dari sini

ruenumhuhkan kemami;uan Tergugat II untuk bcker-ja ya ng -

sebagian h.'lsilnya dibelikan lwbC'rnp.:1 bLil\n[; t:111:1h d.,n 

r•1;nar1 c:lian taranya membe~li dari Bp. Sa.cni sendiri dan -

scb&gian <libeli dari Tergugat I, juga dibeli dari ----

orang lain.-----------------------------------------

Serla adanya ikhtia~ Terguga t II untuk bekal hidup 

dengan berusaha mendirikan per·usahaan penggilingan 

padi l~ngkap dengan mesinnya. Sehingga dengan dernikian 

T~rgugat II mampu mengabdikan dirinya kepada Tergugat I 

sebgai orane tuanya. --------------------------------

Jika melihat ob7ek ... gµgl!i.ttlllj" ,mnngkin yang d.imaksud ---

Para Penggugat adelah beberapa bidang tanah, rumah -

dau usaha penggilingan padi yang sekarang d.imiliki 

Tergugat II, pada hal semua yang dimiliki Tergugat II, 

tersebut aclalah merupakan basil jerih payah Tergugat II 

yang kebetulan juga sebagai anak angkat Tergugat I ---

d,3ngan Bp.Sarni. ------------------------------------

7~ bahwa memang benar Tergugat II pernnh menjual ianah __ 

keJ>ada Terguga t III, IV, V, VI dan tanah yang d.ijual-

T!~gugat II tersebut adalah tanah milik Tergugat II -

sendiri dan seketika i tu sampai sa;;t ini b e rada dalam-

12emilik2,n ,.,,.,, 
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pemilikan dan penguasaan Tergu ga t III, IV, V, VI------

ter:::;P.bUt se'b&gai per.;ibeli. Karen;:;.nya jual bdi 1n1 ,:,. ___ _ 

adalah telah sah dan benar. --------------------------

Tergug~t IIIt IV, V, VI.--------------------------------
1. bahwa, benar Tergugat III, IV, V, VI pernah membeli 

tan~h dari Tergugat II yang di lakukan de~gan terang 

jan tunai. Gleh karena itu jual beli ini adalah t~ lah -

sah dan benar. ---------------------------------------

2. bahT.3. 9 benar Tergugat I adalah isteri Bp. Sarni dan ----

Tercugat II cldalah anak ?ngko tnyn y~ins G;1mp .:1i --------

meninggalnya Bp.Sarni beri<umpul d;ilam satu kelu ct rgn.--

Sedang Para Penggugat tidak pernah kumpul dalam satu -

kel:.1arga dengan Bp .. Sarni. Hanya saja serr.,3s3 hidup 

Bp.Sarni kelihatan 2.da hubungan akrab dengan para 

Pe~~gugat. Tentang status ~ebenarnya¥·sebagai isteri -

dan a nak yang sah atau bukan Tergu c:;c:i t III, IV, V, VI 

tiddk mengetahui. Yang mengetahui persis status para 

Pengg~gat tentunya adalah ist erinya Bp.Sarni sendiri,--

y.aitu Tergugat I.------------------------------------
Sec.ang mengenai harto dalarn keluarga Ep.Sarni dengan 

Terg11gat I juga tidak dik £.: tahui banyak oleh 'I'erguga t 

III, IV, v, VI, yang jelas diketahui adalah bahwa Yang-

di::ieli Tergugat III, IV, v, VI adalah rnilik -----------
Tergugat II sendiri. --------------------------------

DALAM TIEKONPENSI • ---------------------------------------- . 

Para ~ergugat untuk keseluruhan selanjutnya disebut 

sebagcd. Para Pengguga.t Rekonpensi dan untuk masing rn.;.sing 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI 

Rekon:r ensi • --·--------·--------------------------------- --

Para Penggugat untuk keseluruhan selanjutnya disebut aebag~i 

Para 'l' ergugat Rekonpensi dan unt.u\~ m,::3.Ll16 :1; .:.:,~:, 6 J.:.s ·'~·u: -

sebat:;ai •• ''' .. 
( 
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Penggugat I, II Rekonpensi : -------------------------------

1. bahwa, segala sesuatu yang telah d.isampaik~n d3lam -----

koupt'usi tereebut diatas, mohon diangt;ap t o :-- c.::inturn da n -

teruJ.ang dalam rekonpensi ini . -------------------------

2. b a hw2, z bidanr, tanah milik peninggalRn alm a rhun -------

Bp. Sarni yang berada dalam p~nguasaan Para Tergugat ---

Rekonpensi adala.h : ··-----------------------------------

1. tanah sawRh seluas ± 200 ru dengan batas batas 

sebelah utara 

s,;belah timur 

tanggul sungai, 

tanah mili i: Arum 

setelah selatan Jln. Desa 

8ebelah barat : Jln. Desa 

' ----------------

2. t~nah sawah seluas ! 150 ru dengan batas batas: -----

sebelah ulara 

sebelah timur 

f:c belah selatan 

E:iCbelah barat 

: t anah milik Samsuri 

: tanah mi lik Samsuri 

sungai , --------------------------

tanah mi lik Majid t ---------------

keduanya berada didukuh Subontoro, Desa Kebonduren, ----

Xecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Adapun klas dan ---

nomor persilnya Penggugat I, I I Rekonpensi sendiri ------

tidak mengetahuinya. -----------------------------------

3. bahwa, sebagai jan~a yang d.itinggalkan dan anak --------

angkatnya, maka Penggugat I, II Rekonp~nsi adalah ------

pihek yang berhak atas dua bidang tanah tersebut diatas,

ks.rona 2 bidang tanah tersebut arlalah t ~n~h mi l ik 

Bp.S:3.rni yaug bukan merupakan 'harang puse.ka dan -------

Penggugat I, II Rekonpensi seb~gai ahliwAris sah da ri --

Alm~ Bp.Sarni yang berhak mewarisinya. -----------------

4. bahwa, Para Tergugat Rekonp ensi mengu&sai 2 bi da ng ------

taHs.h tersebut. jelar, ates se i jin --------

Bp~ Sarni s ~ba 5ai ;-lam un 

t elah .,,-11• 
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tel ah meninggalnya Rp. Sarni prak tis hak a L,s tc1 nnh --- -

tersebut beralih kepada ahliwarisnya yans t idak la .e n -

ad0J ,1.h Pengf:,-ugat I, II Rekonpensi • -------------------

5. babwa, tern:y&ta Par:l Tergugat Rekonpensi telBh -------

menunjukkan t3tikad tidak baik, b:Jik t8rha d-3p har te. 

Al~. Bp.Sarni tersebut maupun terh J dap Pen55u gat I 

Rekonpensi sebagai janda Mm. Bp. Sarni dan .iuga terh .3dap 

Per1ggugat II Rekonpensi sebagai anak angkatn ~: a. Dan --

sikAp terscbut adalah jelas jelas merupakan perbuatan -

melawan hukum. Oleh karena itu cukup beralasan jika --

Peuggugat I, II Rekonpensi rnenuntut agar ager Para---

Tergugat Rekonpensi menyerahkan 2 bidang tanah yang --

diknasainya terseb11 t kepada Pengguga t I, I I Rekonpensi-

sebagai ahliwaris sah Bp.Sarni. ----------------------

6. bahwa, jual beli tanah yang pernah rlilakukan ---------

PP;nggugat II Rekonpensi deng~n Pen~gugat III, IV, V, VI 

Reko npensi, karena telah jelas bah,•·a LanHh :nini,; ------

di~aksud &dalah tanah milik Penggur,at II Rekonpensi 

sr~!ldiri dan tidak ada hak apapun bagi para 'i'erguga t 

Rako npensi ata~itinah tersebut, rnakR jual beli yang 

dirn2ksud ~elas telah sah dan benar. ------------------

Peng~ugat II, III, IV, V, VI Rekonpensi • ---------------

1. "r-ahwat segala sesua tu yang telah di sampaikan d,,ilam --

konpensi •1ia tas, mo hon dianggap tercan tum dan t ~~n, ~ :\'1~".-

dalam reknnpensi ini • -------------------------------

2. ~~hwa, telah jel&slah bahwa pembelian tanah oleh -----

PEnggugat III, IV, V, VI Rekonpens; dari Penggu~at II -

R8konpcinsi adalah sah dan dibenarkan dan jelas pula --

~nhwa Pencgugat III, IV, v, VI adalah sebagai pembeli _ 

yang beritikad baik. ---------------------------------

A ta.a dasar segala hal ye,ng telB.h discimpP-ikan diat?s , m-ska-

denran I I I t • t I t 

I 
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denc 3n ini Pqra Tergugat/Para Pcnggug~ t rt ekon pen s i monu u -

kehad~pan. Maj e.lis Hakim. pemeriksa perkara in..i un t uk ----- -

memu\:.t:skan dcngan keputus 8 n yang berbunyi : --------------

DALMi KONPENSI : -----------------------------------------

" Men0lak gugatan Para Penggug3t untuk seluruhnya 11 • ----

DALA.:". REKONPENSI : --------------------------------------

" Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi 

seluruhnya 11 • -----~-------------------------------------

" Menyatakan bahwa 2 bidang tanah yang tersebut dalam ----. ' 

Rekonpensi diatas adalah tanah milik peninggalan ---------

Alm. Dp. Sarni • -------------------------- - ---- ----- -

n Menyatakan bahwa Penggugat I, II Rekon pensi adalab -----

ahliwaris sah Alm. Bp.Sarni dan satu satunya pihak yang -

berl:a!L atas ·c.anah milik peninggalan Alm. Bp. Sarni tersebut. 

"Menyatakan bahwa Para Terguga t Rekopensi telah -------

melakukan perbuatan melawan hukum. ---------------------

" Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 

2 b:i.dang tanah milik peninggalan Alm. P. Sarni dan siapa_ 

saja yang, mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan -

2 bida ng tanah tersebut dengan cara baik baik kepada ----

Feui;r;ugat I, II Rekonpensi sclnmh,1.t lnmhatJ1y,;1 delaran hf1ri 

set.elah keputusan perkara ini dibacakan dengan ancaman -

denda sebesar Rp.50.000,-- setiap hari kelambatan. -----

" M~nyatakan bahwa jual beli tanah yang telah pernah ----

dil~Kukan antarci Penggugat II Rekonpenci dengan Pn,ng i'J; 1Jt;-:1 t 

III, IV, V, VI Rekonpensi adalah sah menurut hukum 

" Kenyata.kan bahwa keputusan ini d;i}-'~t dij .:i lunkitn 

leb::..h dahulu walaupun ada banding ataupun kasasi. 

DAL/..M KONPENDI DAN REKONPENSI : 

. -----

'' Menghukum Para Penggugat/Para Tergu gat Rekonpensi -----

untM membayar seluruh biaYa yang t i rnbul d3lam perkara ini. 

At au ... , .. ,, .. 
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~,. 

Atau scti da.K tidaknya Para Terr:; 11 [ ;:it/Par,3 Peni;gu r; ;:it 

Rekonp8nsi memohon keputusan yang sead.il a dilny a . 

Neuimbangj bahwa t0rhadap jawaban Tergugat tersebut -

kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya da n jawaban ---

a tas g~gatan Rekonpensi tertanggal 19 Oktober 1994, ------

sebagaimana terlampir didalam berita acara sidang; ------

----- ~enimbang. bahwa atas Replik dan jaw,3ban Penggu ga t -

r.:onpen&i/Terguga t Rekonpensi terse but, kuasa 'l'erguga t ---

Konpensi/Pengguga t Rekonpensi telah pula meng~jukan ------

Dupl:iktcyatertanggal 1 Nopem~er 1994 sebagai mana terlampir -

didalam berita &Cara sidang 

----- l·tenimbang 1 bahwa d.ari jawaban pihak Terguga t a ta.s 

gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh 

Tergugat , malrn. 11.enurut hukum kepadR Penggugnt terlebih 

dahulu diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil -------

gugatannya yang dibantah tersebut; ----------------------

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugetannya -

kuasa Penggugat dimuka sidang me ngajukan bukti bukti 

berUpf\ surat -------------------------------------------
1. F0t0 copy surat ke~atian No. 12/16/79 tanggal 2 6-6-1979 -

atas nama Sarni ( bukti P 1 ) ; ------------------------

2. Fo-c.o copy surat pernyataan- tanggal 17 Agustus 1994 ----

(bukti P 2); -----------------------------------------
3. Fote copy petikan dari buku penrlnftnrnn nik~h nomor ----

538/26/79 tanggal 8-7-1974 atas na~a Ka~irin d~n -----

Soilli (bukti P 3) ; -----------------------------------

4. Foto copy Burat keterancan tanggal 8 Pebruari 1989 -----

dari Kepala Desa Kebonduren ( bukti P 4) ; -----------
} l e,~r'C. 

5. Fote, copy buku catatant(bukt1 P ::;i ) ------------------

6. Foto copy turunan putusan Pengadil a n Negeri Blita r ----
,, 
~ -cO. • • " • • • • • •• • ••• • 
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~o. 51/Pdt.G/1988/PN.Blt. tanggal 22 Maret 1989 ------

:b~kt~ PG) ; ----------- - --------------------- - ----

7. r'o t.o copy salinan Penetapan dari Pene;c1.di lan Agama ----

Hlitar, nomor 1528/1988 tanggal 23 Nopember 1988 ----

.t,t1tkti p .... ( ) ; ---------------------------------------
Dan ~aksi saKsi yang mcising masing telc1.h rnem berikan 

ket 2-:.·angr1n di bawah sumpah dc1.l.?.m sidan1;, p c:: dA pokokny a --

men~~3ngkan sebagai berikut : --------------------------

~lii. SARDI · -------·---------------------------------- -

Bahwa 1nksi kenal dengan Pak Sarni dari dukuh -----

Su~ontoro, Desa Kebonduren, Kecarr.8 t:3.n Ponggok, Kabupa ten

Bli tar dalam hubungan pekerjaan sama sama sebagai petani; 

----- Bahwa E"aksi mendengar duri or,~ne; or :.rnc; dik. c=.mpun ,c -

bahwa Pak Sarai mempunyai dua orang isteri masing masin 6-

bernama Sutinah dan Mbok Moer 

----- Bahwa dalam perKawinannya dencan Mbok Sutinah ----

Pak Sarni tidak mempunyai anak kandun6 , sedang dalam ---

perkawinannya dengan Mbok Moer mempunyai seorang anak --

kanfltmg yaitu Soini, hal inipun saksi keta.hui karenct ---

menctengar dari orang orang dik ampung ; ----------------

----- Bahwa semasa hidupnya Pak S~rni m~mpuny~i hart ~ ---, 

berupa tanah sawah, tanah tegal, tanah pekarangan, tiga -

buah rumah kayu jatl didukuh Subontoro dan dua buah ----

rumah dari kayu jati didesa Ponggok dan mesin ----------

penggiling&n. padi; ------------------------------------

--- ·-- Bahwa rumah yang terletak didukuh Subontoro 

ditempati oleh Sutinah dan rumah yang terlet~k dides~ 

Ponggok ditempati oleh Adi Sukaroto, sedang t~noh sawah 

dan tanah tegal digarap ol eh oranb l.'.1:ln 

----- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul lanah tersebut- . 

dibeli olet Pak Sarni antara t ahun 1955; 

S2ksi DAUD 
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Sak§i RAU~ . ---------------------------------------------

Bah~a saksi k onal dengan Pak ~arni k ~r e na samn snm~-

tiJgg~l didesa Kebonduren Kecarnatan Ponbgok ; -----------

----- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Sa.rni m8mpunyai dua -

orang isteri y~i tu pe:rtama yai-t-u---per.tama Mbok Su tinah ----

d?n kedua Mbok Moer i -----------------------------------

----·- Bahwa d;:i,~_am perkawinannya dengan Mbok Sutinah ------

Pak .Sa.":'.'ni tidak mempunyai anak ki.rndung, na rnun dalam -- ---

perkawinannya dengan Mbok Moer mempunyai seorang anak ----

kanc.ung yaitu Soini; -----------------------------------

----- Bahwa saksi tidak tahu saa t dilanr:;s 1J ngkannya -------

perk;3winan antara Pak Sarni dengan f',,bok Mo er, nsmun p~1.da -

saat ctilangsu3gkannya sepasaran bayi (Soini)saksi -------

diund.ang selamatan Pak Sarni di rumahnya Mbok Moer -----

----- Bahwa scmasa hidupnya Pak ~arni rn~mpunyai harta ---

bert1pa tigafltanah sawah, tiga bidang tenE,.h tegal dan 

rumah berwuwun~ tiga yang kesem uat~J.'.l. terleli:i.k dides.:.1 

Subontoro serta satu bidang tan ah kering ~an rumah ------

berwuwung dua terletak didesa Ponggok; -----------------

----- Bahwa rumah yang di Subontoro sudah dibongkar -----

sekarc-ng didir·ikan rum.3.h baru dAn dipergun a.kan untuk ----

pengcilingan padi sedang rumnh yanc di Pon~cok ditempRti -

oleh Adi Sukamto ; -------------------------------------

----- Bahwa harta peninggalan Pak Sarni tersebut ---------

sepengetahuan saksi belum pernah dibagiwaris; ----------

---- ·- Bahwa niengenai asal usul ta.nah tersebut saksi ------· 

tidak mengetahuinya ; ----------------------------------

----- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sejak kapan -------

secara pasti Adi Sukamto tinggal dirurnahnya Pak Sarni ; -

Saksi SUDARNO. -----------------------------------------
-----· Bahwa 13aksi adala.h Kepala Sub bagian produksi ------

Pemda t. t I., I. , I 
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Femda Tingkat II Bl itar yan g ber tugas rn~i aya ni ma~J~1d~~ ~ 

f11DE;,..b8ttkaitan dengan masalah produksi t c."'m :;i .'3Uk didalam -

:l.j::i..n permohonan ; ------- - -

----·- Bahwa ,nengenai ijin penggilingan padi yang -------

te~letak didesa SuboJtoro saat sekarang ini ada l a h a t ~s ~ 

na'11 3. Adi .Sukamto ya.ng dikeluark2.n p ada t a nggal ---------

20 .Septernb2r 1982 atas dasar permohona n yang diajukan --

oleb Adi Sukamto pada tanggal 20 Desember 1980 ; -------

----- Bahwa sebelumnya ijin penggilingan pad.i tersebut -

No. PCT.0142/741/1970 atas nama Pak :3nrn1 ; -----------

fu:l._ksi MDRDJIANTO. ---~----------------------------------
Bahwa saksi sebagai Kepala tiesa Kebonduren sejak --

21 - Nopem·oP.r 1990 ; ------------------------------------

------ Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sarni ; ---------

----- Bah~·a sepen3etahuan saksi Pak Sarni mempunyai -----

seorang isteri yaitu Mbok Su tinah, sedang mengenai -----

Mook Moer saksi tida.k mengetahui ; ---------------------

----- Bahwa dari catatan buku C desa Kebonduren tanah 

sengk.eta 

d gugatan 

pacla buku 

sebagaimana tersebut pada point a, b, c d8n 

Penggugai.tanah tanah tersebut tidak tercantum

letter C desa Kebonduren kl~siran tahun 1976 

--··-- Bahwa buku letter C desa Kebonduren untuk --------

klaoiran sebelum tA.hun 1976 sudah di tarik kekan tor I P EDA-

T'fllung Agur.i.g; ------------------------------------------

----- Bahwa mengenai penggilingan padi didukuh Subontoro-

m~nurut pengetahuan saksi adalah rnilik dari Adi Sukamto,-

anak angkat dari Pak Sarni; ---------------------------

----- Bahwa<!o-Saksi tidak mengetahui pernbukuan perkawinan -

tahnn 1948 ; ------··-------------------------------------

----- Bahwa saksi kenal dengan Katirin su ami dari Soi ni-

k .'lrena ia adalah kami tuwo De s ;:i Kebondurcn ; -------------
Eahwa .... ,,.,.,,., .. 
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----- Bahw&. sebagal Kepal a Desa sak Gi tid,)l-: pcrn:.;h -- - - 

m~1 ihat surat bukti P.~ ya ng di perli :··atk 3.n k -2p ;·,d;:;:,yc, -- -

daium sidang; ---------------------------- - -- - -- - ------

~ksi ALI AS ADI------------------------------------ - -
Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Pon5gok ; ----

Bahwa saks i k enal dengan Pa k Sarni k a r en a Pak S-c1:--ni 

me~punyai tanah didesa Ponggok; · 

----- Bahwa dari catatan buku C desa Pon ggok t~n~h -- - -

sengketa persil No. 48 DI luas 0 ,155 Ha . cttns nama ----

. Sarni AdiEuren. pada tahun 1976 t e l ah diju a l k ep,:da ----

Adi Sukarnto, kohtr No. 2242 dan s aksi se n~iri y~ng - ---

menyaksikan terjadinya jual beli t ersebut ; -----------

~'.tai DRs. TRAZZA; WAHONO • ---------- - - --·---------------

----- Bahwa saksi adalah Kepala S ek s i p e nda ftaran tar.ah 

B.<c...tian Pert~nahan Nasional Kabupa ten bl i ta r 

BahwA tanah sengketa sebaga iman a te r s ebut 

pojnt E gngatan Pengguga t , se _j Bk bh1rn ) (?65 ::-:er-t-,ifi:-:~;t -· 

nJa atas nama Kasim bin Kasan Ra dj i dike lu2. r k2n t3 hun --

m1mo r I/AGR/XI/III - K.36/HM/III.-luas 492 5 me t e r pe n ,c-;;.:: , 

g dmbar sit~asi ukur tanggal 24-8-1 96~ No . 20 ; --------

----- Ba hwa sertifita t hak milik No. u.2 De s a Kebonc:uren

atas nama Adi Sukamto, luas 7147 me ter r,ers egi, ase,l --

pembelian 1ari Mustamad Tukidj Rn, t an ~ga l 20- 9- 193~ , -

terbit tanggal 20-9-1984, n t as na m~ Adi Sukamto, ci3s~r 

j1 • .s. l beli PPAT_ Camat Ponggok tan06a l 9- 9- 1983 nor.w e --

29/IX/1983 i -------------------------------------------
' ' 4 

----- Bahwa Sertifikat hak rnilik no. 41 De s a Kebo nduren-

cl tas narua A.ii Suka:nto p -smbel ian dari Su tina h ak t a j ua l -

bdi tangr,a:t 9- 9- 1983 No. 33/IX/1983 ,-li h .::d,7pnn PF AT -

Barn bang Darkoco _asal dari pe t ok 1733 p e r s il 61 b 

j Pnis S III l uas 1 481 meter pe r segi ; ----- - -------- -- -

i3ah'lia ,,,, .... ,,,,,,,. 
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----- Bahwa sertifikat hak milik No. 44 Desa Kebon duren 

ad 3. :i_ah a tas nama Adi Suk a m to, p emb elian d a ri Su t i n a h --

a}:te jual 1:Jeli tanggal 9- 9- 1 98 3 No. 32/IX/198 3 di b, :a t 

di:1ad:1pan PPATt asal dari petok No. 1733 pc rsJl No . ---

60 D. II luas 4837 meter persegi 

Bahwa sertifikat hak milik No. 45 Desa Kebonduren 

ac'alah atfls nama Adi Sukamto pembeli c?. n dari Sutinc1.h, -

nkt8 jual beli tanggal 9-9-1983 No. 31/IX/ 1983 dibua t 

dih:1.dapan PPAT asal dari petok 1733 luas 3321 meter ---

persegi perEil Ko. 55 jenis S III; ------------------

----- Meniobang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat -----

untuk m.enguatkan dalil s.'.1.nt;k.J.l:lnny;i d ;1n c;n&:1 t::n ------

~ Rekon~e~~~nya, dido.lam sidang telah mcnpjukan a lE.t al.st 

~ukti surat masing masing berupa ------------------

1. Foto copy penetapan perkara perd<:Jta No. 82/Pdt/P/1988 

/ PN.Blt~i tanggal 14 Mei 1988, yang dit erbitkan oleh 

Pengadilan Negeri Blitar. (bukti TII - 1) ; 

2. r..,oto copy permohonan suro t ijin p enggilingan padi -

dan penyosohan beras, tan ggal 25 Oktober 1981. -----

(bukti ~II - 2) ; ---------------------------------

3. r ota copy surat Keputusan Bupati Kepala Daerah -----

Tingkat II Blitar nomor 43 tahun 1992 t8ntang ijin -

l.7 nt~,:: n.l - - - - - - - -

28 Nopember 1992. (bukti TII - 3) ; 

4., Foto copy Kutipan Keputusan Bupa.ti Kepala Daera.h --

Tingkat II Blitar Nomor 122 Tahun 1981 tentang ----

pemberian ijin tempat usaha, tanggal 28 Desernb e r ---

1981~ (bukti TII - 4) ; ---------------------------

5. Foto copy sertiflkat (Tand~ Bukti Hak), buku t .s nah -

Desa Ponggok Hak ~lilik No. 13, Gambar situasi Nornor-

608 tahun 1978. (bukti TII - 5) ; -----------------

6. Foto copy ..... 
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6. Foto copy akta jual beli No. 08/X/1977 t"'n g 5al ------

20- 10- 1977- (bukti TIT - 6 ) ; --------------------

7. Foto copy Sertipikat {Tanda Bukti Hak) 2.uku t ar, zih ---

Des& Kebonduren. Eak Milik No. 42 Garnb~r situ~si ----

No.1515 tahu~ 1934. (bukti TII - 7) ; --------------

8. ::Toto cory Sertipikat (Tanda BukL.i l!ak) 13ul~u L:)Il cdi --

.Jesa Kebonduren H~k Milik. No. 44 t:;ambar si tu as i ---- -

No. 1353 tahun 1984. (bukti TII - 8 ) ; -------------

5. ~oto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) ::uku tanah 

Desa Keb.:>nduren • iiak. Milik No. 41 gc;mbar situ~si 

No. 1352 tahun 1984. (bukti TII - 9 ) ; ------------

:o. ?oto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Buku trtnah --

:;::.esa Keboud1:1ren Hak Mili k No. 45 gambar si tucisi -----

No . 1514 tahun 1984. (bukt i TII - 10) ; --------------

11. Foto copy Akta Jual Beli No. 29/IX/1983, tanggal ----

9 September 1983 (bukti TII - 11) ; -----------------

1?. Foto co~y Akta Jual b~li No. 33/IX/1983, tanggal ----

9 September 1983 (bukti TI I - 12) ; -----------------

13. Foto copy Akta Jual beli No. 32/IX/1983, tanggal ----

9 September 1983 (bukti TII - 13) ; -----------------

1~ .• Foto copy Alda jual beli No. 31/IX/1983, tanggal ----

9 Septerr.be_, 1983. (bukti TII - 14) ; ----------------

15. F'oto copy Surat Ketetapnn Iur<1n Pemb.:1.nc;u:1an D;:ier::i.h -

No. 1884 Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, -------

Kabupat'3n Elitar, nama wajib bayar Had.i Sukamto.-----

(bukti TII - 15) ; --------------------------------~-

16. Foto. copy Surat Pernyr1tc1rrn, t:inp.:i:.--:81 ? Ff'bru .-,r i 1988 -

(bukti TII - 16) ; 

17. Foto copy Kuitansi pcmbelL:rn s:ilu unit mesin discl -

Yanmar dan satu unit mesin polesh padi tanggal ----

:i..O - 8 - 1984 . (bukti TII - 17) ;. ------------------

18. ?oto copy ......... 
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18. feta copy rota p em be lian ~~~~nc ·~~~g-! ~ Juni l ; ~: -

(b,1kti TIT - 18 ) · --------------------------------
, ' 

Dan ~eksi sqksi yang masing rnasi ng tel2h m0mberik,3n ----

ketf,!.::·angan dibawah sump ah dal arr. si d.:..rni;, p,Hh pok,Jk n;v:, - -

mencrangkan se~agai berikut : --------------------------

~- MANIN • ···--------------------

Bahwa saksi kenal dengan kedua b0lah pihak, dan ---

tidak ada hubungan pekerjaan 

Bahwa saksi mengetahui Sutinc1h adal;:i.h isteri c.eri -

Pak. Sarni, da11 Pak ,:jarni tersebu t sekaran,c sud,, h -------

menit1ggal dunia ; --------------------------------------

-~--- Bahwa mengenai status antara Pak Sarni dan -------

Mbol': Moer saksi tidak mengetahui 
' ----·- Bahwa Adi Sukamto yang dulu tinggal didukuh -------

Subontoro dnn sekarang ting8al didesa Pon 0 gok adRl.?,h --

anak angkat dari Yak 0 arni; - ---------------------------

Bahwa Adi Sukamto dipupu oleh Pak Sarni sej~k ia --

mas:Lh bayi ; ----·-------------- ------- - ----------- -- -- -- -

Bahwa ayah kandung Adi Sukamto namanya Pak Darun, -

sedaugk i bu kandungn:,a saksi s udnh ti ,bk i ng,1 t n11m,~ny;., -

dan dahulu mereka tingga.l didukuh Subontoro ;- ----------

------ Bahwa naksi mengetahui yang mengkhi tanke-n d;3 n ---

menlkahkan Adi Sukamto adalah Pak Sarni ; --------------

----- BPhwa yang menempati rumah Pak Sarni didukuh ------

Subontoro ae~arang adalah Sutinah; --------------------

----- Bahwa Pak Sarni dahulu pernah puny~ mesin selep ---

ya.ng bera.da dir·umah yang kini di tem pa ti Sutinah 

----- Bahwa orang tua saksi yang be:::--n&mo Arun pa<la t.a hun 

1911 pernah membeli sawah dari Pak Sarni seluas 300 ru -

dan sawah tersebut sekarang yang mengerja.kan saksi ------

sevdiri; -----------------------------------------------

••• ,.,,.,1,1,· 
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----- Bahwa tanah sa·Nah yang dibeli~ '.)leh o:. .-,n;;tuc, c:a·,: ·.-j_ 

terG2but batRs batasnya adalah sebelah 

UtarP. Jalan Des~ ; --------------------------------

Tir,1ur Sawah Pak Sur;:1di ------------------------- -

Sel;:3.tan : Sawah Pak Arun ----------------------------

Bar3.t : 'fanah Satnijo ; ------------------------------

Saksi K:El1I •••••••••------------------------------------

---··- Bahwa saksi ke:'.lal dent_;.:i n ;1.ln:·11·ilur11 ~~:,rn .i. ; ------ --

Bahwa Pak Sarni tersebu: t elcl. h meni.nggP:l duni::; ---

pada tahun 1979 --------------------------------------
----- Bahwa saksi mengetahui Su tin&h "dalah ist eri -----

dari Pal~ 6a~ni; ---------------------------------------

----- BahwR dalam perkawina nnya ant?r~ Pak S~rni dan ---

Su:inah tidak mempunyai anak kandung; ----------------

----- Bahwa saksi mengetahui Adi s~~amto ad~lah ana~ ---

angkat da:ri Pak Sarni dan Su tin-3h suarni iste.ri ; 

----- ,t;ahws. ayah kandung Adi Suk,,mto a d:; lc,h Pak Daru n. -

scdang ibu kandungnya adalah Bu Martin; -------------

----- Bahwa orang tu3. saksi y o_ ng be~·nr,m::t Surndi pc1·iuh

r.uE:mbeli tanah sawah dari Pak Sarni seluas 300 ru terl e -

tak didukub Subontoro dengan batas batas sebelah -----

Utara 

Timur 

.3elatan . . 
D,4rat . . 
----- Bahwa 

Jalar. 

Sawvh 

Sawak 

Sawah 

tanah 

Desa; -------------------------------

I'ak Suradi ; -------------------------

~anin; ------------------------------

3amijo ; -----------------------------

sawah tersebut sekarang y a n5 ---------

mengerjakan saksi sendiri; ----------------------------

----- Bahwa mengenai petok d nri tanah s a wah yang telat 

dibeli oleh ayah saksi, saksi tida k bcgitu f aham, J~ni -

,ielas sawah ters-ebut dibeli pada tshun 1971 ; ----------

Saksi SAMS URI ••.•••• 
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Sahsi SAMS UP~ --------------- -------- -- - - --- - - - --- - - - - - - - - ·-

ti::i3k ada r.ubungan Saudara nw upun pek e r j6a.n ; ---------- - 

,ljahwa saksi pada tahun 1977 pe rn ah memb el i t &nc:.h ---

sawah dari .1-1ak Sarni seluas 1 20 Ru terle_tak didukuh -----

Subontoro dAngan b a ta s b ata s s eb el a h 

Ti'l:.ur 

Selato.n 

3arat 

tanah ?uryono ; ----------------------------- -

: tanah :.:iami di ; ------------ - ------------------

tanah Muserin; -----------------------------

rumah Darjan. dahulu rumah ~ahsun Isma i l ; ----

Bahwa harga L G!'Gt~l·u l w:ilt l.u i . Lu J.1<:l' Ru :: _, . 

di !::aksikan oleh Kepala Des:.:i Se temp,3 t d ,:; r. ti d&k di sak sik ::::1-

oleh Camat ; --------------- ---- - - - -- -------

___ ·-- .ballwa. saksi .ir.engetahui Sutin-2h Dda2.A h i s t e :--i ------

d 7 rt Pak Sarni ; ---------------------------------------- 

----- Bahwa saksi tlda.k menBe t ri hui st a ~us a n t::: ra Pak S2. r :: '. 

dengan Mbok Mocr; -------------------------------------- 

----- Bahwa Pak Sarni tersebu t tel3h meninggal dunia ----

pada tahun 1979 ----------------------------------------
----··- Bahwa saksi ruenget :::i huj_ Adi Suk.:imto -'J d;_il ;i h ;:in::,k ----

angkat d~ri Pak Sarni dan Sutina h su~mi iiteri 

----- Bahwa Adi Suk.amto tersetu t dipelih2r~ 010.h Pak 

Sarni dan Sutinah suami isteri sejak ia masih bvyi ; 

----·- Bahwa ayah ka11dung Adi Sukarnto 
4 

adalah Pak Da run, --

s8dang ibunya saksi tidak tahu ; -----------------------

----- Bahwa eepe:.i~eilg~nan~saksi Soini a d c1 Li.h a n :-1. k ny .:1. ------

Mbok Moer; --------------------------------------------~-
·---·- - Bahwa sawab yang sc,Jksi beli dari P~ k .:>.'.:!rn i t e r s e 'ct; ·-

pe~&ilnya Baksi tiriAk ingat ; ---------------------------

----- Bahwa sepeng e t ahua n s0ksi p~ ngcil in ;s ~ p0 i~ y~ng 

;'. :::;_0 t t I , - t • • I 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Peranan Kutipan Buku ... Christiana Wati, S.H.

27. 

,'1Qc didukuh .3ubontoro sekarang adalah miLk Adi su:-~::i.mto : 

SAMIDI. ----------------------------------------
Bahwa saksi kenal dengan kedua r:; el,qh pihak. d'3n ---

tijak ada hubungan Saudara maupun pekerj aan ; ----------

Bahw~ saksi pada tahun 1979 pernah membeli t,,n,1. h -

dari Pak Saz·ni selL.as 150 Ru, yang harga setia.p Ru nya

Iq:. 800,-·- (Delapan ratus rupi;.ih) te:rletak di.dukuh ----

Subuntoro dengan batas batas sebelah 

Utara : tanah Siwoseni~ t----------------------------

Selatan llJc..ilah Santoso; -----------------------------

Bar.3. '; : tanah Joyokromo ; ----

Timur : lnnah Situm. ; -------------------------------

----- Bahwa pembelia'l tanah tersebut disaksilrnn oleh --

Kep:ila Desa yang bernama Kasman 

----·· Bahwa saksi tidak mengetahui aprlk,:ih Mbok Moer i tu

ist~ri Pak ~arni atau bukan; --------------------------

Bahwa saksi tid.ak mengetahui siapa ayahnya So:i.ni 

Bahwa hubungau antara Ad i Sukamto dan Pak S;Jrni -

adaJ.ah sebagai anak angkatnya ; ----------------------

----- Bahwa 1bu kandung Adi Bukamto meninggal dunia ---

wakt11 melahirkan Adi Sukamto tcrsel>ut. ; --------------

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak akhirnya ------.,, 
tel .3.},_ mengaj1;.kan kesimpulan mereka ma sing rna sine; un t uk -

Penggugat tertanggal 6 Pebruari 1995 d4 n Tergugat -----

tertanggal 7 Pebruari 1995 dan telah memohon putusan 

------ Menimbang, bahwa ~elR.njutny::1 tcL,h t•" rj .'1c1-E : ,il 1i:,.l 

sep!;!rti s~lengk.apnya tercan tum da}.am beri ta aca ra side ng, 

yang ·mtuk singkatnya putusan ini diang0 ap terc°'ntu:n dnn 

turut diperttmbangkan disini ; ------------------------

---. -- - - , ~ .. - . 
t;, ~· •·. ~ . · .. ··..: •• 
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--------·----- TENTANG HUKUMNY~ -------------------- -----

lUJdJ:tKQNPENSI -----------------------------------------
_____ Menimb0 ng, b;;ihwa maksud dPin t11j u:::i n d;, ri sur:::c, tc: n -

PengGugat adalah seperti tersebut dia tas 

----- Menimbang, atas gugatan Penggugat t e rsebut, -----

Torgueat telah pula rnemberikan jaw~ban/bantohan ------

seba3aimana tersebut diatas ; 

----- Menimb~ng, bah~a oleh karena dalil gugat~n ------

Pe!'.lgGugat dibantah cleh pihclk ·i'ergug; ;J t r.iakv P ,, n :_f.:11 .c: :it -

haruslah di~ebani untuk membuktikan dalil de lil --------

gugat4nnya yang dibantah tersebut; --------------------

M h t 1 h M . 1 · 1 .. ----- enimb3ng, ba wa see a aJe is mernp 9 aJ2ri -----

gugc.tan Penggugat dan bantahan pihak Tergugat, m,3 k ,:; ---

Majelis berpendapat bahwa y~1nc; rr.l~n.i:Hb t' C'·,, ,,\, p (-' 1·i~n., 1 :,n -

dal~m perkara 1ni adalah apakah Penggus a t I (Mbok Moer ) 

ada.lah isteri Pak Sarni dan apakah Penggugat II (Saini 

ada!ah anak kandung dari Penggugat I (Mbok Moer) dan ---

Pat Sarni; - ----------------- --------------------------

----- Menimbang, bPhWR untuk menr,u:1 tlurn rh 1 il ,c:u gP. t -:n n:;.:-i 

di<lal e.m pers1d~ngan Penggugat telah meng3juka n ala t ?. lc1 t 

bukti berupa surat yaitu Salinan Penetapan dari -------

:?engadilan Agama Bli tar ( P. 7 ) dan 6 ( ena..'il) orang -

!ksi yang masing masing t!:!lah m•::rni\erik-sn keterang.;rn --

dibawah su~pah didalam persidongan 

-·---- Menimbang, bahwa lerh.,d:;i.p bu!-;. l .i P ? Lcr.s c bu t, ----

Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut . -----
----- Bahwa bukti P 7. aslinya yang diperliha tkan d 8 Lun

p8rsidangan adalah berupa Foto copy yang dibubuhi 

keterangan t.elah dicocokkan den~a n ?.sli ny a ol eh d:rn te l_;:i h 

<litanda tangani MOH.DJAINI, SH. Panitera Peng ~dilan 

A.gama Blitnr ; ---··------------------- ·-----------------

Bah~a ••• , •• , •• , •••• 
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29. 

----- Bahwa menurut hukum yang berwcnang memeriksa ----

da·a mencocokk.1n serta mernbubuhi F;esua j dcn8an <lSl,iny:.i -

c.:.dalc.1.h Pengadilan yang dalarn perkara i ni 3calu h --- - - - - -

Haj r: :;.is Hakim yang memeriksa. dan rr.:cn c:-,ciili pe;--;,_,-,ra :: c;:1,> 

beroangku ta.IL dimana. sura t buk ti t '=rGcbu t r.Jiajukan, - - --

sesuai dengc:1.n pu tusan Mahkam,3h A13unf; No. 360? K/PD'I'/J ')P,, 5 

dan p etunjuk Mahl!:amah Agung didalam himpuno.n tanya. jaw3b 

R~~rn M.A. tahun 1987 hctl. 70; -----------------------

----- Bahwa didalam persidanc-?.n te J. ah te:--ny-:i t a --------

Pengr;uga t ti dck ms.:rnpu menunj ukkan buk ti cJ sli cla:·j_ - -- - --

Fbto copy bukti surat P 7 tersebut 

-··--- Bahwa oleh kardna surat bukti dengan tanda P 7 --

yang diajukan dalarn persidangan, hanyal a h berupa ------

Foto co py dan tidak pern<1h di'lj u:,;an :iL1u L.:..,:.-,k p e .:'n1h -

ad:=i .:;urat asiinya, sehingga menurut MajeUs surat buk~,t 

( F 7) yang hanya berupa foto copy tidak mempuny~i ---

kekuatan._ sebagai alat bukti d8n haruslah c1,ikeEampin -kc:n; 

----·· MenimbRng, bahwa dari kP.t eran[-':l n p;:i.r,3 ,=;;:iksi y:rn,; -

diajul,ctn oleh Penggu~at terny :1t:1 l.L:'i ,1l( ,_,i,,, ~:t'o:-,n 0 }-.;:rn -

saksi y ang mengetahui adanya pcrl:a,winan "'nL,r:, Mbo1;: ~> ,,:· 

dengan Pak Sarni; ------------------------------------

----- Manimbeng, bahwa oleh karena tid~k ~danya alat --

bukti yang dap3t merntuktikan kehen0 ran dqlil Pengcu g~ ~ -

ten tar,g adanya perkar:i nan an t<7rr1 Mhok Mo C't d r'nr:,,n --- -- - -

Pak 33r~i mak3 menurut hemat Majelis P0nc r ugat --------~ 

diny., takan. tidak dapat membuktikan dalilnya tr,n t;:;ng ----

hal te~sebut d~atas; ---------------------------------

----- Menimbang, bahwa oleh k0renR tidak t e rbu~tinya --

adanyo perkawlnan antara Mbok Moer d0nc ~n P1~ 30r nj 

~dal2h anak dari Pak Sarni ; -------------- -- -----------
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Menimbang, bn hwa ol f' h k:.1rena F'e n t~::;,1~,it 1_i,: " k --- 

dapat membuktikan dalil gu ga t:rnnya ma kn f:i.lt;n t a n ----- -

Pe::igg,1gat haruslah ditolak un tuk selu r 11h ny:=o ; --------

----- Menimbang, bahwa oleh k ar 0no Pe n~~Uf~ t b0ra10 -- 

dipihcl.k yang kalah, rnaka bia.ya y:,.nf ti mbul dalarr. ----- 

perkar~ ini dibebankan kepnd ~nya ------------ - - - - - --

DALAM BWQNPENSI: -----------------------------------
----- Menimbang, bahwa Penggu ~at _r ekon pen si / Terguga t --

Konpenni, pada pokoknya mendalilkan bahwa pa r a -------

Tergugat rekonpensi secara mel a wan hukum telah -------

menguasai dua bidang tanah sawah penin r~a lan d a ri ----

almarhun Pak Sarni ; ------------------------------- - -

----- Menimbang, bahwa un tuk mengua tka n rl ~ljl Gll G?t~ n -

rekonpensinya, Ptngguga t rekonpensi/ Te r gu s-" t k o n pen F-;J. -

telah pula mengajukan buk ti bukti su r a t ·,F,ng rr: adng --

masing diberitanda T II. 1 sampai d enga. n T II. 18 den-

4 (empa·:.) orang saksi yang masing ma sing telah -------

member.ikan keterangan di bawah sumpah dipersi dangn n 

----- Menimbang, bahwa dari bukti bukt i ya ng di ajukan -

oleh Penggugat rekonpensi/ Terguga t k o np e ns i t i dak ---

satupun yang menerangkan bahwa Tergugat rekonpen si/---

Penggugat konpens1 telah mc l., kukan pe;·b ufl t:rn rr. c .l aw.in -

hukum untuk menguasai 2 (du a ) bid ,rn g t ;i n,,i h s:1w;:, h - ----

peninggalan almarhum Pak Sa rni ; ---------------------

----- M~nimbang, bahwa oleh k a ren a Peng gu~a t r ekonpcnsi 

tidak dapat mP.mbuktikan bahwa penguasaan ta na h sen6keta 

oleh· Tergugat rEkonpensi ada l a h pe r bua t a n m0l.qw3 n hut<: nn; 

maka gt:.gatan rekonpensi harusl a h dito l e k ; ---- -------

----- Menimbang, oahwa ol e h ::a r e n c1 gug,'." t,,n :· eko n pensi -

di tolak. maka Pengguga t rekonp ensi bsr:J d -3 di pih3k J ::;nc -

kalah d3.n harus pula dihukurn un tuk m0mb :JJ0r 

bi .:-,·{:;_ I A I 1 '"-J... 
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biaya perkara ini ; -------------------------------

yang bers a nGkutan ; ------------------------------ -

--------------MENG: ~ IL I 

~AM KONPENSI 

1. Menolak gugat8n Penscus~t untuk s6luruhny~ ; ---

2. Menghukum Pen13~u_r:; ;:: t un tuk m-?rnb.::;yp, r bi::iyA w~r\<: : . r., 

yang hingga kini dit~~s~r set~s?r Hp. ? Ol. 2~J ,-

( Dua ratus s&tu ~ibu r:; 1; , rc-,~_;i:; l i r:.·· p11~ u h -----

rupiah) ; -------------------------------------

nALAM RSKONPENSI : -------------------------------
1. Menolak gugatan rekonp~nsi untuk seluruhny2 ; 

2. Menghukum Pengeusat r~konpcnsi untuk m0mh~yar 

biaya perkara ini ; - ------------------ · -------

DALAM KONPENSI DA~, REi.::i__,NF' :·::isr 

Menghukum Pcn 0gu:,~t ko np snsi / Ter6u5at -------

rekonpensi d,3n Pen,;cu ,~a t rekonpcnsi / Ter;ug;, t -

konpensi Un tuk mcmh0;1.-:: r bi a.YD pr, :-- ;.::a -r::: j ni 

- ---- Dcmikianl~h diputu~~~n i~l~~ ~1~~t ---------

pcrmusyawara tc1n M;,,j cli E· Hakim F-::nc · ,ii l s.n :·;e5 eri -

Bli tar pada hari : S?:LASA, t<.::nGt"; c. l 14 Maret 1995 -

deng;-;.n BUDHI Hi\2T0N0, s~:, seb,r.;;;ii H;;.Kirn Ket1J:1 ----

Majelis, ALFAN, SH, d,rn T,J0KOPDA ? _:_1;;1J: . ._1r,::-:, i-., :-~ H, ---

masing mcising sel2-ku H.-:kim .r,ng;sot;;. , rut u:;"'n :-:::,r,:. -

di ucapk:1n dalc1m si d::.in5 y,~ nt: Le :· h~ik:-i un tu.k~umwn ----

pada hari SELASA, tanggal 21 Maret 1995 oleb -----

BUDHI HAPT0N0, SH, sel:'.)ku K':!tu:1 ~:13jeli£ f!;,!ldm ----

didBmpi ngi ol eh ALF'AN, ::'.H, d:::n T,JO:-'.OP!)/, P !:I :;: J _.·y_-'._:,, :;;-:·: 

masing masing selaku Ha~im Hakim An;zot ~ dens~~ ---
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dihadiri oleh B A S U K I, Pani ter ;:;. P~ngg;i n t i , ---

Pengadilan Negeri tersebut dan ku:Jsa. dF: ri k edua --

belah pihak berperkara 

H4KIM HAKIM ANG GOTA, 

. ' 
;,,li~L?: I - F-t,'JT. \ ·'O ~i-,' • L~ _ ~!t ... ..... M t '-J 

CH. 

PANITEPA PDlGGMITI, 

~ /tfr ·~ 
/ Jl~··KI. 

~~J ru : .. :. ~ ... _,_ .............. . 
G~1;:) ·:)·-- s11""·::-.~,.~1 ••••••••.• :). 

1,,' J .• ~ - ... . ~ ... 
. ' . . 

. ,, -
,. ' .,_ I , • 
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